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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepal
epa ? Sub Sekretaris Staf/Operator Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
Bagian SiIMDA
Surat Edaran 15 Agenda penyusunan
1 Menerima disposisi Kepala untuk 1 Sekda menit RKA
penyusunan RKA
. Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 penyusunan menit Program/
2 bidang-bidang dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
; - F RKA 2.1 Draf lan RKA
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?;mram/Ke i meggc raft usulan
3 bagian perencanaan & keuangan . at ai &
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan 840 Draft usulan RKA
Memverifikasi dan mendatangani draft RKA menit dari yang telah
4 usulan RKA sub bagian perencanaan Ya ditandatangani
dan keuangan (Sekretaris)
Draft usulan 180 Draft usulan RKA
RKA dari yang menit yang telah
Menerima dan mengoreksi draft usulan telah dikoreksi sesuai
5 RKA dari masing-masing bagian 50 [ ditandatangani dengan
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar KUA/PPAS
Harga Barang/Jasa
Draft usulan 2.100 Rancangan awal Jika tidak ada
RKA yang telah menit RKA kendala teknik
dikoreksi
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 sesuai dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
mencetaknya SHBJ




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Sekretaris Operator
Bagian SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memparaf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
o Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA BKD
rancangan akhir RKA RKA
- RKA BKD 420 RKA BKD
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran BPKAD Bagian
Anggaran

BPKAD
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, S.E..M.M.

19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PENYUSUNAN RENSTRA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan |1. Kepala BKD
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, |2, sekretaris BKD
Tambahan Lt.embaran Negara Nomor 4421); 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
P. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 4. Staf Perencanaan dan Keuangan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara g
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
B. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan Renja

ATK, Komputer, Printer, Kartu Kendali Aset,

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Penyusunan Renstra harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun
anggaran;

Dikonsultasikan kepada Tim Verifikasi Renstra (Bappeda)

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pedoman SKPD dalam hal
perencanaan dan penganggaran tidak ada.

Pendataan harus tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
. Kasuba Staf
No Uraian Prosedur Perencar?a Perencanaan Bidan
Kepala Sekretaris . : Bappeda/Tim Verifikasi Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
an & & Keuangan Bidang
BKD
Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Mendisposisikan surat Jenis data yang diperlukan 2 hari Laporan/ data untuk
penyusunan Renstra dan nota mulai dalam penyusunan Renstra Renstra
dinas dalam rangka permintaan
data
2. | Memberikan persetujuan Nota <>4_<>< Penyampaian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
Dinas oleh Sekretaris dan Ka.
BKD
3. | Menyampaikan Nota Dinas ke > > Penyampaian Nota Dinas 15 Nota Dinas
Bidang-bidang dan Format menit
4. | Menyusun draft Renstra < - Memperhatikan RPIJMD 6 hari Draft Renstra
berdasarkan data dari bidang- Provinsi Kalimantan Utara
bidang
5. | Meneliti dan mengkoreksi Draft — > Daftar Koreksi dan Masukan 2 hari | Daftar Koreksi dan
Renstra D terhadap Draft Renstra Masukan terhadap
Draft Renstra
6. | Memberikan persetujuan P Hasil koreksi 1 hari | Rancangan Akhir
rancangan Akhir Renstra Renstra
) 4
7. | Menyetujui rancangan Akhir Rancangan Akhir Renstra 1 hari | Rancangan Akhir
Renstra Hasil koreksi Renstra
8. Mempresentasikan Rancangan v Untuk di koreksi oleh tim 1 hari | Rancangan Akhir

Akhir Renstra

verifikasi

Renstra




9. Mengkoreksi dan asistensi Dokumen Renstra 6 hari | Dokumen Renstra
dengan Tim Verifikasi Renstra

10. | Memperbaiki dan meminta Dokumen Renstra 1 hari | Dokumen Renstra
persetujuan 4—-/

11. | Memberikan persetujuan Dokumen Renstra 1 hari | Dokumen Renstra

12. | Menyampaikan Renstra pada Dokumen Renstra 1 hari | Dokumen Renstra

Bappeda
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, S.E..M.M.

19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PENYUSUNAN RENJA

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan |1. Kepala BKD
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, |2. sekretaris BKD
Tambahan Lt.embaran Negara Nomor 4421); 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
P. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 4. Staf Perencanaan dan Keuangan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara g
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
B. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan Renstra

ATK, Komputer, Printer, Kartu Kendali Aset,

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Penyusunan Renstra harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun
anggaran;

Dikonsultasikan kepada Tim Verifikasi Renstra (Bappeda)

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pedoman SKPD dalam hal
perencanaan dan penganggaran tidak ada.

Pendataan harus tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur . .
Kasubag Bidang- Bappeda/Tim
Kepala Sekretaris Pragram Staf bidang Verifikasi Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
BKD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. | Mendisposisi surat penyusunan Jenis data yang diperlukan 2 hari Laporan/ data untuk
Renja dan nota dinas dalam [ 1 } o 2 dalam penyusunan Renstra Renja
rangka permintaan data

2. | Memberikan persetujuan Nota Penyampaian Nota Dinas 1 hari Nota Dinas
Dinas oleh atasan

4l 3 e

3. | Menyampaikan Nota Dinas ke Penyampaian Nota Dinas dan 15 Nota Dinas
Bidang-bidang > > » 6 Format menit

4. | Menyusun draft Renja Memperhatikan Renstra 6 hari Draft Renja
berdasarkan data dari bidang- 7 + Provinsi Kalimantan Utara
bidang

5. | Meneliti dan mengkoreksi Draft Daftar Koreksi dan Masukan 2 hari | Daftar Koreksi dan
Renja ) terhadap Draft Renja Masukan terhadap

Draft Renja

6. | Menyempurnakan Rancangan 9 Hasil koreksi 1 hari | Rancangan Akhir
Renja d Renja

7. | Memberikan per_setulu.an — —» > D Rancahgan Akhir Renja Hasil 1 hari Ranf:angan Akhir
Rancangan Akhir Renja 10 koreksi Renja

8. Menyampaikan Rancangan Akhir ] Renja dihimpun di Bappeda 1 hari | Rancangan Akhir
Renja ke Bappeda Renja
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN LAKIP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan |1. Kepala BKD
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, |2 Sekretaris BKD
Tambahan Lgmbaran Negara Nomor 4421); 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
P. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 4. Staf Perencanaan dan Keuangan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara | g
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
B. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan Renstra, SOP Penyusunan Renja

ATK, Komputer, Printer, Laporan Capaian Kinerja, Kontrak Kinerja

tidak berjalan sesuai keinginan,

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Penyusunan LAKIP harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun anggaran| Penyusunan LAKIP harus tepat waktu
R. Disusun dan dibahas dalam Forum SKPD yang diwakili oleh tiap Bidang
B. Dikonsultasikan ke Biro Organisasi untuk mendapatkan rekomendasi
A. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan perencanaan lainnya




Pelaksana Mutu Baku
K
No Uraian Prosedur Per::g:r?eg\]an Forum Bidan Biro
Kepala Sekretaris Staf . g Organisasi/ Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
dan BKD bidang
BKD BPKP
Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. - - Jenis data yang diperlukan .
1. Mendisposisikan surat dalam penyusunan LAKIP 2 hari Laporan/ data untuk
penyusunan LAKIP dan nota [ 1 ] - 2 - ATK LAKIP
dinas dalam rangka permintaan - Lembar disposisi
data
2. Memberikan persetujuan Nota - ATK 1 hari Nota Dinas
Dinas oleh Sekretaris dan Ka. 4 3 ¢ - Penyampaian Nota Dinas
BKD
3. Menyampaikan Nota Dinas ke _ _ Penyampaian Nota Dinas dan 15 Nota Dinas
Bidang bidang g 5 "l © Format menit
4. Menyusun draft LAKIP Memperhatikan laporan 6 hari Draft LAKIP
berdasarkan data dari bidang- 7 capaian kinerja tahun yang
bidang lalu, Renja.
5. Meneliti dan mengkoreksi Draft > Daftar Koreksi dan Masukan 2 hari | Daftar Koreksi dan
LAKIP 8 |e 9 terhadap Draft LAKIP Masukan terhadap Draft
LAKIP
6. Memperbaiki dan menyetujui P Rancangan Akhir LAKIP Hasil 1 hari | Rancangan Akhir LAKIP
Rancangan Akhir LAKIP 10 koreksi
7. Menyetujui Rancangan Akhir Rancangan Akhir LAKIP 1 hari | Rancangan Akhir LAKIP
LAKIP 11 é segera diserahkan pada Biro
Organisasi




8. Menyampaikan Rancangan Akhir Biro Organisasi menyerahkan 2 hari | Rancangan Akhir LAKIP
LAKIP ke Biro Organisasi - ke BPKP
i 12
9. Mengkoreksi dan asistensi Dokumen LAKIP 1 hari | Dokumen LAKIP
dengan BPKP 13
10. | Memperbaiki dan menyetujui Y Dokumen LAKIP 1 hari | Dokumen LAKIP
LAKIP _ D 14
11. | Memberikan persetujuan oleh Dokumen LAKIP 1 hari | Dokumen LAKIP
Kepala BKD 16 > 17
\/
12. | Mengarsipkan Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 15 Dokumen asli disimpan di
pada Subbag Perencanaan dan menit | Subbag Perencanaan dan

Keuangan

Keuangan
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN DPA SKPD BKD

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi [1. Kepala BKD
dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 |2, sekretaris
2507n;>.r 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. Bidang-Bidang
R. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5. Staf Peren'canaan dan Keuangan/Operator SIMDA
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Instansi Lain
B. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penyusunan RKA

ATK, Komputer, Printer, Dokumen RKA

melaksanakan kegiatan di SKPD

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Penyusunan DPA harus disegerakan, agar dapat dilaksanakan kegiatan Penyusunan DPA harus tepat waktu
tepat pada waktunya.
P. Dikonsultasikan ke TAPD
B. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubag Bidan
Kepala Sekretaris | Perencanaan | siafiopera bidanz BPKAD Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
BKD & Keuangan | tor SIMDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. | Menugaskan Sekretaris untuk Surat masuk penyusunan DPA, Rencana 10 Disposisi
menyusun DPA Kegiatan dan Anggaran menit

2. | Menugaskan Kasubag 2 Penyampaian nota 2 jam Nota Dinas
Perencanaan & Keuangan
untuk menyusun DPA

3. | Menandatangani nota dinas 4 3 Nota dinas 5 Nota Dinas
yang diusulkan - menit

4. | Menyerahkan Nota Dinas 5 Nota dinas 5 Nota Dinas
kepada Sekretaris menit

5. | Menyerahkan Nota Dinas Nota dinas 5 Nota Dinas
Kepada Kasubag > 6 menit
Perencanaan Keuangan

6. | Menyerahkan Nota Dinas - 7 Nota dinas 5 Nota Dinas
kepada Staf Perencanaan menit
Keuangan

7. | Menyerahkan Nota Dinas > 3 Nota dinas 5 Nota Dinas
kepada Bidang-Bidang menit

8. | Menerima Anggaran Kas dari 9 < Anggaran Kas 1 hari Anggaran Kas
masing-masing bidang

v

9. | Menginput Anggaran kas ke 10 Anggaran kas 3 hari Anggaran Kas

sistem




10. Mengoreksi hasil input Anggaran kas 1 hari Anggaran Kas
11 ¢

11. Memeriksa dan memaraf Anggaran kas 1 hari Anggaran Kas
Anggaran Kas 12 |«

12. Menandatangani Anggaran 13 le % hari Anggaran Kas
Kas -

13. Melakukan Transfer dari RKA Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran 1 hari | Dokumen Pelaksanaan
ke DPA sekaligus > 14 dan Anggaran
mencetaknya

14. Menandatangani DPA 1 hari | Dokumen Pelaksanaan

o 15 dan Anggaran
15. Menggandakan DPA Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran 4 jam | Dokumen Pelaksanaan
16 |« dan Anggaran

16. Menyerahkan ke bidang- Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran 30 Dokumen Pelaksanaan

bidan Menit | dan Anggaran
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STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA SUDB BACGIAN UMUM DAN KEPEGCGAWAIAN
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PROSEDUR SURAT KELUAR

informasi kepada pihak-pihak terkait

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di |1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bidang di BKD
P. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang |3. Mengetahuitugas dan fungsi jabatan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 4. Memiliki kemampuan dalam mendokumentasi surat-surat keluar
5. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. ATK, Komputer, Printer , Stempel, Kendaraan Dinas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Surat keluar harus didistribusikan kepada pihak terkait Pendataan harus lengkap dan tepat
P. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi keterlambatan penyampaian




URAIAN PROSEDUR SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Staf U &
a mun.1 Caraka Instansi Lain Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Menerima surat-surat dari masing- - Surat Keluar 5 menit Surat Keluar
1 masing bidang yang disertai tanda - Tanda terima
terima surat
. - Surat Keluar 5 menit [Surat keluar yang telah
2 Mengagendakan surat dan pemberian . oo
. . - Agenda Surat diagendakan,diberi
nomor surat keluar sesuai masing- 2 .
. . nomor dan terpenuhi
masing bidang serta kelengkapan surat
. kelengkapannya
lainnya
3 Menyerahkan surat kepada Caraka untuk v - Surat keluar 5 menit [Surat keluar yang siap
didistribusikan yang telah didistribusikan
3 diagendakan
diberi nomor
dan terpenuhi
kelengkapannya
- Surat keluar lhari [Tanda terima surat
- Buku ekspedisi vang sudah dicap oleh
4 Mendistribusikan surat ke alamat \\A penerima/pihak
yang dituju disertai tanda terima surat S terkait
/-/ Tanda terima 2 menit [Surat keluar yang telah
5 Menyerahkan tanda terima surat untuk surat yang sudah diarsipkan
diarsipkan 5 dicap oleh
penerima
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK

surat yang berpengaruh terhadap kegiatan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di |1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
Lingkungan Pemerintah Daerah 2. Mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bidang di BKD
P. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang |3. Mengetahuitugas dan fungsi jabatan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 4. Memiliki kemampuan dalam mendokumentasi surat-surat masuk
5. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. ATK, Komputer, Scanner, Buku Agenda
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Surat masuk harus didistribusikan kepada pihak terkait Pendataan harus lengkap dan tepat
P. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terjadi keterlambatan pendistribusian




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur . .
. P B P
Staf Sekretaris Kepala BKD ejab.at/ idang ersyaratan/ Waktu Output
-bidang Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Menerima surat dari instansi lain dan mencatat Surat masuk 5 menit Surat masuk yang
dalam agenda surat sesuai klasifikasinya serta sudah di agendakan
. . . Agenda surat
dicatat dalam kartu kendali dan discan untuk
. /K masuk
arsip
2. | Memilah surat sesuai dengan sifat surat (biasa tidakY ya Surat masuk 5 menit Surat masuk yang
dan rahasia). Untuk surat rahasia disampaikan rahasia 3 yang sudah di dipilah dan sudah diberi
langsung ke Kepala BKD dan surat biasa dibuka 2 > agendakan lembar disposisi
dan diberi lembar disposisi
3. | Menyampaikan surat ke Sekretaris untuk Surat masuk 5 menit Surat masuk yang telah
diperiksa > yang sudah diperiksa
4 5 oo
diberi lembar
disposisi
4. | Menyampaikan surat ke Kepala BKD untuk Surat masuk ¥ hari Surat masuk yang
didisposisi > 6 yang telah sudah didisposisi
diperiksa Kepala BKD
5. | Menerima surat yang sudah didisposisi untuk Surat masuk 2 menit Surat masuk yang
didistribusikan 7 < yang sudah sudah didisposisi
didisposisi Kepala BKD yang telah
didistribusikan
6. | Mendistribusikan surat ke pejabat/bidang terkait Surat masuk 5 menit Buku agenda yang

sesuai disposisi dari Kepala BKD disertai tanda
terima pada buku agenda surat masuk

»| selesai

yang sudah
didisposisi

sudah di cap oleh
pejabat/bidang yang
terkait
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, S.E..M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PELAPORAN ASET

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang |1. Kepala BKD
Milik Negara/Daerah; 2. Sekretaris BKD
. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang |3 Kasubag Umum dan Kepegawaian
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; 4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5. Badaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6. Pengurus Barang / Staf Umum dan Kepegawaian
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Realisasi Laporan Keuangan

ATK, Komputer, Printer, Kartu Kendali Aset, Buku Laporan Aset

kesalahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Penyusunan Laporan Aset harus tepat waktu, disusun setelah akhir tahun Pendataan harus lengkap dan tepat
anggaran
P. Dikonsultasikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
B. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data pelaporan asset akan terjadi




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
No Uraian Prosedur Staf /
Umum & . Kepala Persyaratan/
pengurus Sekretaris BPKAD Waktu Output
Kepegawa BKD Kelengkapan
Barang .
ian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menerima disosisi pelaksanaan 1 Kertas 5 menit Surat Perintah
inventarisasi Aset — disposisi
2. Melakukan inventarisasi asset 4 Aset 7 hari Data aset
2
Daftar aset
3. mengolahan data aset 3 Data Aset 5 hari Daftar asset
4. Melakukan koreksi hasil pengolahan Z c Data Aset 2 jam Daftar Koreksi
data aset B
S. Melakukan perbaikan hasil koreksidan Daftar Y, hari | Daftar aset hasil
pencetakan 6 < koreksi koreksi
6. Melakukan Rekonsiliasi aset v g Daftar aset % hari Laporan Aset
7 > hasil koreksi hasil rekonsiliasi
7. Melakukan perbaikan hasil 9 Laporan Aset 2 jam Laporan Asset
Rekonsiliasi aset dan pencetakan ) hasil akhir tahun
’_{‘ rekonsiliasi
8. Menyerahkan hasil Rekonsiliasi Aset \I Laporan % hari Laporan aset
untuk dimintai persetujuan 10 _+><> Asset akhir akhir tahun yang
tahun telah disetujui




9. Menyerahan Laporan aset Laporan aset 2 jam Laporan aset
akhir tahun akhir tahun yang
Y 13 yang telah telah diserahkan
12 - disetujui ke pihak terkait

10. Mengarsipkan Laporan Aset Laporan aset 5 menit Laporan aset

v

Selesai

akhir tahun
yang telah
disetujui

akhir tahun yang
telah diarsipkan




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENCEMBANCAN DECAWAL



: )ﬂ

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPAIL A SUDB BIDANG PENCADAAN DAN DENSIUN
PECAWAI

o



Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.. M. M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENYUSUNAN RINCIAN TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI

Nama SOP NEGERI SIPIL DAERAH (PNS-D)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1. Kepala BKD

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
Kasubid Pengadaan dan Pensiun Pegawai
Staf/Pengadministrasi Kepegawaian

Memahami pedoman administrasi kepegawaian

GoR W

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Mutasi Pegawai

1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;
3. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyusunan formasi harus dibuat berdasarkan format yang ditetapkan oleh
Badan Kepegawaian Negara

. Dikonsultasikan ke BKN dan Menpan-RB

3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan formasi tidak akan sesuai

dengan ketetapan yang berlaku

1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh SKPD
2. Pendataan harus tepat waktu




No.

Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Kasubid
Pengadaan dan
Pensiun
Pegawai

Sekretaris
BKD

Kepala BKD

Asisten
Administrasi
Umum/Sekretari
s Daerah/Wakil
Gubernur/Guber
nur

Kelengkapan

Waktu

Output

10

Staf menerima dan mengarsipkan surat
Menteri PAN & RB melalui Kepala Badan
Kepegawaian Negara perihal persetujuan
prinsip tambahan formasi PNSD kepada
Gubernur (UP. Kepala BKD) dan
menyampaikannya kepada Sekretaris BKD

Sekretaris BKD memeriksa perihal surat dan
mendisposisikan kepada Kabid Perencanaan
dan Pengembangan Pegawai

Kabid mempelajari surat dan menugaskan
Kasubbid Pengadaan Pegawai untuk
menganalisa surat persetujuan prinsip
tambahan formasi PNSD dan form rincian
tambahan formasi PNSD

Kasubbid menganalisa dan menugaskan staf
untuk menyiapkan data formasi PNS dan usul
tambahan formasi PNS yang sebelumnya
disusun

Staf memeriksa, menganalisa surat dan data
serta menyiapkan data formasi PNS dan usul
tambahan formasi PNS dan
menyampaikannya kepada kasubbid

Kasubbid dibantu staf bersama Kabid dan
Kepala BKD menganalisa dan menyusun
rincian tambahan formasi PNS berdasarkan
data formasi PNS dan usul tambahan PNS
yang telah disediakan oleh staf sejumlah
kuota yang disetujui oleh Menpan & RB dan




menugaskan staf untuk mengolah data rincian
tambahan formasi PNS, dan membuat surat
pengantar rincian tambahan formasi tersebut




Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SOP PENYUSUNAN SURAT EDARAN PENYELENGGARAAN

Nama SOP UJIAN DINAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002
4. Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN Nomor 12/SE/1981.
Nomor 193/Seklan/B/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang pelaksanaan
Ujian Dinas

1. Pendidikan minimal D-3 semua Jurusan
2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
3. Memahami struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

6. Nota dinas dan lembar disposisi

uhRwWNE

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




Pelaksana Mutu Baku
. Kasubid
No. Uraian Prosedur Kabid Pen ::l;a:] dan Pemroses
. d . Ujian Kepala BKD | Kepala SKPD Kelengkapan Waktu Output
Mutasi Pensiun ;
. Dinas
Pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabid Mutasi memerintahkan Kasubbid Daftar Rencana
ntuk menyiapkan surat edaran kepada Kegiatan Subbid . . - .
1. untu yiap . ! P 9 Hob! 5 menit Disposisi Kabid
Kepala SKPD perihal penyelenggaraan Pengadaan
Ujian Dinas Pegawai
Kasubbid Pengadaan Pegawai * Disposisi Kabid;
memerintahkan pemroses ujian dinas Daftar Rencana Memo petunjuk
2. untuk membuat surat edaran kepada Kegiatan Subbid | 5 menit pembuatan edaran
Kepala SKPD perihal penyelenggaraan Pengadaan ujian Dinas
ujian dinas Pegawai
Pemroses ujian dinas membuat surat  /
edaran penyelenggaraan ujian dinas, Memo petunjuk
3 form isian data PNS yang akan diusulkan pembuatan 60 menit Surat Edaran; Form
' mengikuti ujian, persyaratan dan materi edaran ujian isian data PNS
yang akan diujikan dan A Dinas
menyampaikannya kepada Kasubbid
Kasubbid memeriksa isi surat, jika salah
maka surat dikembalikan  kepada Surat  Edaran; Surat Edaran; Form
4. pemroses ujian dinas untuk direvisi, jika \/ Form isian data | 10 menit isian data PNS yang
benar maka surat diparaf dan diteruskan e PNS diparaf Kasubbid
kepada Kabid untuk diperiksa
E .
Kabid memeriksa isi surat, jika salah Y Surat o daran;
. . Form isian data Surat Edaran; Form
maka surat dikembalikan  kepada . .
5. - . PNS yang | 10 menit isian data PNS yang
Kasubbid, jika benar maka surat diparaf . . .
. diparaf diparaf Kabid
dan diteruskan kepada Kepala BKD .
Kasubbid




Kepala BKD memeriksa isi surat, jika
benar maka surat ditandatangani dan

Surat  Edaran;
Form isian data

Surat Edaran; Form
isian data PNS yang

6. diserahkan k_epada _Kabid, jika salgh PNS yang ditandatangani
maka surat dikembalikan kepada Kabid . )
untuk diperbaiki diparaf Kabid Kepala BKD
Surat  Edaran;
Form isian data
7. Kabid menyampaikan kepada Kasubbid PNS yang | 10 menit Disposisi Kabid
ditandatangani
Kepala BKD
Surat Edaran;
] ) Form isian data
8. Kasubbid . me_nyampalkan kepada PNS yang | 10 menit Disposisi Kasubbid
pemroses ujian dinas . .
ditandatangani
Kepala BKD
Surat  Edaran; .
Pemroses ujian dinas menyiapkan surat Form isian data Arsip _S_urat Edaran;
9. edaran (menggandakan, menyetem_pel, PNS yang | 60 menit Form |s!an data PNS.
membuat amplop, dll) dan menyampaikan . . yang ditandatangani
kepada Kepala SKPD ditandatangani Kepala BKD
Kepala BKD
Surat  Edaran;
Form isian data
10. Kepala SKPD menerima surat edaran PNS yang | 1 hari Tanda terima

perihal penyelenggaraan ujian dinas

ditandatangani
Kepala BKD
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Tgl Efektif

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP SOP PERBAIKAN SK CPNS/PNS GOLONGAN | DAN II

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D-3 semua Jurusan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor| 2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
78 Tahun 2013 3. Memahami struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer/PC;
2. Internet
3. Hardisk external/Flashdisk
4. Telephone/Fax
5. Ballpoint, pensil, kertas
6. Nota dinas dan lembar disposisi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




Pelaksana Mutu Baku
Asisten
No Uraian prosedur . | Sekretaris | Kabid AR Pemroses | Kepala sl
Pemohon | Agendaris . | Pengadaan Umum/ Kelengkapan | Waktu Output
BKD Mutasi . SK BKD q
Pegawai Sekretaris
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pemohon (Kepala Surat
SKPD) menyampaikan Usulan/Surat
surat perbaikan SK o Pengantar;
CPNS/PNS kepada Berkas Syarat
Kepala BKD melalui Administrasi
agendaris
2. Agendaris mengagenda Surat 15 Agenda surat
dan menyampaikan Usulan/Surat menit masuk
surat kepada Sekretaris Pengantar;
BKD Berkas Syarat
Administrasi
3. Sekretaris BKD Surat 5 menit | Disposisi
memeriksa perihal surat Usulan/Surat Sekretaris
dan mendisposisikan Pengantar; BKD
kepada Kabid Mutasi Berkas Syarat
Administrasi
4. Kabid memeriksa surat Surat 10 Disposisi
dan menugaskan Usulan/Surat menit Kabid Mutasi
Kasubbid Pengadaan Pengantar;
Pegawai untuk Berkas Syarat
memeriksa surat Administrasi
5. Kasubbid memeriksa Surat 30 Disposisi
dan menugaskan Usulan/Surat menit Kasubbid
pemroses SK untuk Pengantar; Pengadaan
memeriksa surat dan Berkas Syarat Pegawai
berkas usulan Administrasi




Fungsional pemroses Surat 30 Hasil
SK menyiapkan dan Usulan/Surat | menit pemeriksaan
melakukan crosscheck Pengantar: terhadap
d database di ’
Kzz?:g. Ai)gbiéllzfji I Berkas Syarat database;
database benar yang Administrasi draft SK
salah di BKD, maka perbaikan
usulan perbaikan tidak
perlu ke Kanreg tapi
apabila kesalahan ada
di database Kanreg
maka usulan
disampaikan ke Kanreg
Banjarmasin. Pemroses
SK menyiapkan draft SK
perbaikan dan
menyampaikannya
kepada Kasubbid
Kasubbid memeriksa Hasil 10 Hasil
hasil pemeriksaan pemeriksaan menit pemeriksaan
d:tr%gﬁ(s:ndin :{)ﬁ: SK terhadap terhadap
gudah ber;arp / \ database; draft database;
memberikan paraf dan SK perbaikan draft SK
menyampaikan kepada \ / perbaikan
Eab|ddAI£)ab|!)a lbkelum dengan paraf

enar dikembalikan :

K

kepada pemroses SK asubbid
untuk diperbaiki
Kabid memeriksa draft Hasil 10 Hasil
SK perbaikan. Apabila pemeriksaan menit pemeriksaan
ﬁwuedrirt;ebriekns?nr araf dan / \ terhadap terhadap
menyampaikgn kepada \ / database; draft database;
Kepala BKD. Apabila SK perbaikan draft SK
belum benar dengan paraf perbaikan

dikembalikan kepada
Kasubbid untuk
diperbaiki

Kasubbid

dengan paraf
Kabid




Kepala BKD memeriksa Hasil Hasil
draft SK perbaikan. pemeriksaan pemeriksaan
Apabila _sudah benar terhadap terhadap
mznmygem”;:i?(;? rl?(:s:(;]a / database;. draft database;
Kabid melalui pemroses \ SK perbaikan draft SK
SK. Apabila belum dengan paraf perbaikan
benar dikembalikan Kabid dengan
kepada Kabid untuk tandatangan
diperbaiki Kepala BKD
10. Pemroses Draft SK 40 Tanda terima
menyampaikan draft SK perbaikan menit
perbaikan kepada
Asisten Administrasi dengan paraf
untuk diparaf, kemudian Kepala BKD
disampaikan kepada
Sekretaris Daerah untuk
ditandatangani (gol |
dan Il).Asisten
Administasi memberi
paraf pada draft SK
perbaikan, kemudian
Sekretaris Daerah
menandatangani draft
SK perbaikan (gol | dan
). Kemudian
menginformasikan
kepada pemroses SK
bahwa SK perbaikan
sudah ditandatangani
dan dapat diambil
11. Pemroses mengambil SK perbaikan 90 Arsip SK
SK perbaikan yang telah dengan menit perbaikan
ﬂltandg_tangam. tandatangan dengan
mee?(ljjolfjrr]nentasikan, Sekretaris tandatangan
menyiapkan pengiriman Daerah (untuk Sekretaris
SK perbaikan ke SKPD, Golongan | Daerah
dan menginformasikan dan I1) (untuk
kepada pemohon bahwa
SK perbaikan sudah Golongan | .
dapat dan I1). BuI-<t|
diambil/dikirimkan. penyampailan

informasi




12.

Pemohon mengambil
dan menerima SK
perbaikan

SK perbaikan
dengan
tandatangan
Sekretaris
Daerah (untuk
Golongan |
dan II)

20
menit

Tanda terima
SK
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Disahkan oleh
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BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP SOP PERBAIKAN SK CPNS/PNS GOLONGAN lii

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor|
78 Tahun 2013

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2003

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012
Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002

o N o U

1. Pendidikan minimal D-3 semua Jurusan
2. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
3. Memahami struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pembuatan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I

1.

DU AW

Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

Nota dinas dan lembar disposisi

PERINGATAN

P

m

N

CATATAN DAN PENDATAAN




1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




Pelaksana Mutu Baku
Asisten
No Uraian prosedur . | Sekretaris | Kabid Kasubbid Pemroses | Kepala Administrasi
Pemohon | Agendaris . | Pengadaan Umum/ Kelengkapan | Waktu Output
BKD Mutasi i SK BKD .
Pegawai Sekretaris
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pemohon (Kepala Surat
SKPD) menyampaikan Usulan/Surat
surat perbaikan SK O Pengantar;
CPNS/PNS kepada Berkas Syarat
Kepala BKD melalui Administrasi
agendaris
2. Agendaris mengagenda Surat 15 Agenda surat
dan menyampaikan Usulan/Surat menit masuk
surat kepada Sekretaris Pengantar;
BKD Berkas Syarat
Administrasi
3. Sekretaris BKD Surat 5 menit | Disposisi
memeriksa perihal surat Usulan/Surat Sekretaris
dan mendisposisikan Pengantar; BKD
kepada Kabid Mutasi Berkas Syarat
Administrasi
4. Kabid memeriksa surat Surat 10 Disposisi
dan menugaskan Usulan/Surat menit Kabid Mutasi
Kasubbid Pengadaan Pengantar;
Pegawai untuk Berkas Syarat
memeriksa surat Administrasi
>. Kasubbid memeriksa Surat 30 Disposisi
dan menugaskan Usulan/Surat menit Kasubbid
pemroses SK untuk Pengantar; Pengadaan
memeriksa surat dan Berkas Syarat Pegawai
berkas usulan Administrasi




Fungsional pemroses Surat 30 Hasil
SK menyiapkan dan Usulan/Surat | menit pemeriksaan
melakukan crosscheck Pengantar: terhadap
d database di ’
Kzz?:g. Ai)gbiéllzfji I Berkas Syarat database;
database benar yang Administrasi draft SK
salah di BKD, maka perbaikan
usulan perbaikan tidak
perlu ke Kanreg tapi
apabila kesalahan ada
di database Kanreg
maka usulan
disampaikan ke Kanreg
Banjarmasin. Pemroses
SK menyiapkan draft SK
perbaikan dan
menyampaikannya
kepada Kasubbid
Kasubbid memeriksa Hasil 10 Hasil
hasil pemeriksaan pemeriksaan menit pemeriksaan
d:tr%gﬁ(s:ndin :t:ﬁ;t SK terhadap terhadap
gudah ber;arp / \ database; draft database;
memberikan paraf dan SK perbaikan draft SK
menyampaikan kepada \ / perbaikan
Eab|ddAI£)ab|!)a lbkelum dengan paraf

enar dikembalikan :

K

kepada pemroses SK asubbid
untuk diperbaiki
Kabid memeriksa draft Hasil 10 Hasil
SK perbaikan. Apabila pemeriksaan menit pemeriksaan
ﬁwuedrirt;ebriekns?nr araf dan / \ terhadap terhadap
menyampaikgn kepada \ / database; draft database;
Kepala BKD. Apabila SK perbaikan draft SK
belum benar dengan paraf perbaikan

dikembalikan kepada
Kasubbid untuk
diperbaiki

Kasubbid

dengan paraf
Kabid




Kepala BKD memeriksa Hasil Hasil
draft SK perbaikan. pemeriksaan pemeriksaan
Apabila _sudah benar terhadap terhadap
mznmygem”;:ﬁ(gg rl?(:s:(;]a / database;. draft database;
Kabid melalui pemroses \ SK perbaikan draft SK
SK. Apabila belum dengan paraf perbaikan
benar dikembalikan Kabid dengan
kepada Kabid untuk tandatangan
diperbaiki Kepala BKD
10. Pemroses Draft SK 40 Tanda terima
megygppe:(ikan J}Iraft SK perbaikan menit SK perbaikan
perbaikan kepada
Asisten Administrasi dengan paraf dengan
untuk diparaf, kemudian Kepala BKD tandatangan
disampaikan kepada Wakil
Wakil Gubernur untuk Gubernur
ditandatangani. Asisten
Administasi memberi
paraf pada draft SK
perbaikan, kemudian
Sekretaris Daerah
memberi draft SK
perbaikan, kemudian
wakil Gubernur
menandatangani draft
SK perbaikan.
Kemudian
menginformasikan
kepada pemroses SK
vahwa SK perbaikan
sudah ditandatangani
dan dapat diambil
11. Pemroses mengambil SK perbaikan 90 Arsip SK
SK perbaikan yang telah dengan menit perbaikan
ﬁ'g’r‘:g;?:gan" tandatangan dengan
mendokumentasikan, Wakil tandatangan
menyiapkan pengiriman Gubernur Sekretaris
SK perbaikan ke SKPD, Daerah
dan menginformasikan (untuk
kepada pemohon bahwa
SK perbaikan sudah Golo_ngan .
dapat Bukti '
diambil/dikirimkan. penyampalan

informasi




12.

Pemohon mengambil
dan menerima SK
perbaikan

SK perbaikan
dengan
tandatangan
Sekretaris
Daerah (untuk
Golongan Ill)

20
menit

Tanda terima
SK




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SOP PEMROSESAN USULAN PEMBUATAN KARTU

Nama SOP ISTRI/KARTU SUAMI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Karis/Karsu

Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a Tahun 1983 tentang Penetapan

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :

tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

0666/KEP/1974

1. Pendidikan minimal D-3
2. Dapat mengoperasikan komputer
3. Mengerti tentang kepegawaian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

Nota dinas dan lembar disposisi

U AW

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

m




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Pengelola Kelengkapan | Waktu | Output
No Uraian prosedur h Front Sekretaris Kominf Kasubbid data Kepala
Pemohon Office BKD omin Doklahta | Kepegawa BKD
° ian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1. Pemohon (Kepala SKPD) Berkas Surat pengantar
menyerahkan berkas usulan persyaratan dari instansi
Pembuatan Karis/Karsu kepada usulan Karpeg
Kepala BKD melalui penerima
surat/agendaris
2. Agendaris menerima dan Surat Agenda surat
mengagendakan surat dan berkas pengantar dari masuk
dan menyampaikannya kepada instansi; 5 menit
Sekretaris BKD Berkas usulan
Karpeg
3. Sekretaris BKD memeriksa surat dan Surat Disposisi
memberikan catatan disposisi pengantar dari
kepada Kabid Dokinfo instansi; 5 menit
Berkas usulan
Karpeg
4. Kabid Dokinfo memberikan perintah Surat Disposisi
kepada Kasubbid doklahta untuk pengantar dari 10
memproses usulan Karis/Karsu instansi; .
| menit
Berkas usulan
Karpeg
5. Kasubbid Doklahta memeriksa Surat Disposisi
kelengkapan persyaratan kemudian pengantar dari
memberikan perintah kepada instansi; 10
pengelola data kepegawaian untuk Berkas usulan menit

memproses usulan karis/karsu

Karpeg




Pengelola data kepegawaian
melakukan checklist kelengkapan
dan verifikasi berkas usulan
karis/karsu; Entry data kelengkapan
ke database system informasi

Surat
pengantar dari
instansi;
Berkas usulan

Draft surat
pengantar Kepala
BKD untuk
pengajuan usulan

karsi/karsu; Membuat draft surat Karpeg 2 jam pembuatan Kartu
pengantar Kepala BKD untuk pegawai; Check list
pengajuan usulan pembuatan berkas usulan
karsi/karsu dan menyampaikannya
kepada kasubbid
Kasubbid Doklahta melakukan Draft surat Draft surat
verifikasi ulang berkas l_JsuIan d_an pengantar pengantar Kepa|a
draft surat pengantar. Jika setuju Kepala BKD BKD yang diparaf
memberikan paraf pada draft surat K oleh Kasubbid
pengantar Kepala BKD untuk / \ untu )
pengajuan usulan pembuatan pengajuan 15 Doklahta
Karsi/karsu dan menyampaikannya \ / usulan menit
kepe_lda_Kabld D_oklnfo. Jika _belum_ _ pembuatan
setuju dikembalikan untuk diperbaiki Kartu pegawai;

Berkas usulan

: Check list

berkas usulan
Kabid Dokinfo memeriksa berkas Draft surat Draft surat
dan draft Su!’at yang sudah diparaf pengantar pengantar Kepa]a
N Kepala BKD | 1| BKD yang diparat
Kepala BKD. Jika belum setuju \ / yang dlparaf. menit oleh Kabid Dokinfo
dikembalikan untuk diperbaiki oleh Kasubbid

Doklahta
Kepala BKD memeriksa berkas dan Draft surat Surat pengantar
d_raft surat yang SL_Jdah diparaf Kabid. pengantar Kepala BKD yang
‘]'.ka setuju draft dltandata_nganl _dan Kepala BKD 10 ditandatangani oleh
disampaikan kepada Kabid Dokinfo. . .
Jika belum setuju dikembalikan yf‘”hglf'i?(;af menit | Kepala BKD

oleh Kabi

untuk diperbaiki

Dokinfo




10.

Kabid Dokinfo menyampaikan Surat Disposisi
berkas dan draft surat yang sudah pengantar
ditandatangani Kepala BKD kepada
Kasubbid Doklahta Kepala BKD .
yang 5 menit
ditandatangani
oleh Kepala
BKD
11. Kasubbid Doklahta menyampaikan Surat disposisi
berkas dan surat yang sudah pengantar
ditandatangani Kepala B_KD kepada Kepala BKD
pengelola data kepegawian .
yang 5 menit
ditandatangani
oleh Kepala
BKD
12. Pengelola data kepegawaian Berkas Tanda terima surat
menyiapkan surat dan berkas usulan pengajuan
yang diteruskan ke Kanreg wilayah karpeq: Surat 1 iam
VIl BKN Banjarmasin peg; Su J
pengantar

kepala BKD




Nomor SOP
_ Tgl Pembuatan |3 Oktober 2017

*h *\% Tgl Revisi
S Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA .
Disahkan oleh
Muhamad Ishak.  S.E.M.M.
19640823 1986 011 002
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP SOP PEMROSESAN USULAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a Tahun 1983 tentang Penetapan| 1. Pendidikan minimal D-3
Karis/Karsu 2. Dapat mengoperasikan komputer

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0666/KEP/1974| 3. Mengerti tentang kepegawaian
tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

Nota dinas dan lembar disposisi

U AW

NCATATAN DAN PENDATAAN

m

PERINGATAN P




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Pengelola Kelengkapan | Waktu | Output
No Uraian prosedur Front Sekretaris . Kasubbid data Kepala
Pemohon . Kominf
Office BKD Doklahta | Kepegawa BKD
° ian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1. Pemohon (Kepala SKPD) Berkas Surat pengantar
menyerahkan berkas usulan persyaratan dari instansi
Pembuatan Karpeg kepada Kepala usulan Karpeg
BKD melalui penerima
surat/agendaris
2. Agendaris menerima dan Surat Agenda surat
mengagendakan surat dan berkas pengantar dari masuk
dan menyampaikannya kepada instansi; 5 menit
Sekretaris BKD Berkas usulan
Karpeg
3. Sekretaris BKD memeriksa surat dan Surat Disposisi
memberikan catatan disposisi pengantar dari
kepada Kabid Dokinfo instansi; 5 menit
Berkas usulan
Karpeg
4. Kabid Dokinfo memberikan perintah Surat Disposisi
kepada Kasubbid Doklahta untuk pengantar dari 10
memproses usulan Karpeg instansi; .
| menit
Berkas usulan
Karpeg
5. Kasubbid Doklahta memeriksa Surat Disposisi
kelengkapan persyaratan kemudian pengantar dari
memberikan perintah kepada instansi; 10
pengelola data kepegawaian untuk Berkas usulan menit

memproses usulan Karpeg

Karpeg




Pengelola data kepegawaian
melakukan checklist kelengkapan
dan verifikasi berkas usulan
karis/karsu; Entry data kelengkapan
ke database system informasi Kartu

Surat
pengantar dari
instansi;
Berkas usulan

Draft surat
pengantar Kepala
BKD untuk
pengajuan usulan

pegawai; Membuat draft surat Karpeg 2jam pembuatan Kartu
pengantar Kepala BKD untuk pegawai; Check list
pengajuan usulan pembuatan Kartu berkas usulan
pegawai dan menyampaikannya
kepada kasubbid
Kasubbid Doklahta melakukan Draft surat Draft surat
verifikasi ulang berkas l_JsuIan d_an pengantar pengantar Kepa|a
draft surat pengantar. Jika setuju Kepala BKD BKD yang diparaf
memberikan paraf pada draft surat K oleh Kasubbid
pengantar Kepala BKD untuk / \ untu )
pengajuan usulan pembuatan pengajuan 15 Doklahta
Karsi/karsu dan menyampaikannya \ / usulan menit
kepe_lda_Kabld D_oklnfo. Jika _belum_ _ pembuatan
setuju dikembalikan untuk diperbaiki Kartu pegawai;

Berkas usulan

: Check list

berkas usulan
Kabid Dokinfo memeriksa berkas Draft surat Draft surat
dan draft Su!’at yang sudah diparaf pengantar pengantar Kepa]a
N Kepala BKD | 1| BKD yang diparat
Kepala BKD. Jika belum setuju \ / yang dlparaf. menit oleh Kabid Dokinfo
dikembalikan untuk diperbaiki oleh Kasubbid

Doklahta
Kepala BKD memeriksa berkas dan Draft surat Surat pengantar
d_raft surat yang sgdah diparaf Kabid. pengantar Kepala BKD yang
‘]'.ka setuju draft dltandata_nganl _dan Kepala BKD 10 ditandatangani oleh
disampaikan kepada Kabid Dokinfo. . .
Jika belum setuju dikembalikan yf‘”hglf'i?(;af menit | Kepala BKD

oleh Kabi

untuk diperbaiki

Dokinfo




10.

Kabid Dokinfo menyampaikan Surat Disposisi
berkas dan draft surat yang sudah pengantar
ditandatangani Kepala BKD kepada
Kasubbid Doklahta Kepala BKD .
yang 5 menit
ditandatangani
oleh Kepala
BKD
11. Kasubbid Doklahta menyampaikan Surat disposisi
berkas dan surat yang sudah pengantar
ditandatangani Kepala B_KD kepada Kepala BKD
pengelola data kepegawian .
yang 5 menit
ditandatangani
oleh Kepala
BKD
12. Pengelola data kepegawaian Berkas Tanda terima surat
menyiapkan surat dan berkas usulan pengajuan
yang diteruskan ke Kanreg wilayah karpeq: Surat 1 iam
VIII BKN Banjarmasin untuk diproses peg; Su J
pengantar

kepala BKD




Nomor SOP

*\ Tgl Revisi

Tgl Efektif

(m\

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4EC

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA .
Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP SOP PENYUSUNAN BUKU PROFIL KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi| 1. Pendidikan minimal D-3
Publik 2. Dapat mengoperasikan komputer
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Mengerti tentang kepegawaian

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

6. Nota dinas dan lembar disposisi

uhRwWNE

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur el el Kasubbid Pengelola
BKD Dokinfo Doklahta Data . Percetakan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepala BKD memerintahkan Kabid Dokinfo Keputusan hasil Memo/Nota Dinas
untuk membuat buku profil kepegawaian dari rapat konten buku
1 peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan < > profil kepegawaian 5 ment
memproses pembuatan buku profil bahan ang
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut dibutuhkan untuk
dibuat
Kabid Dokinfo memerintahkan Kasubbid Keputusan konten Disposisi
Doklahta untuk mengumpulkan bahan buku profil
2 pembuatan buku profil kepegawaian dari kepegawaian 5 menit
peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan bahan yang
memproses pembuatan buku profil dibutuhkan untuk
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut pembuatannya
Kasubbid Doklahta memerintahkan Pengelola Keputusan konten Disposisi
data kepegawaian untuk mengumpulkan buku profil
3 bahan pembuatan buku profil kepegawaian kepegawaian 5 menit
dari peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) bahan yang
dan memproses pembuatan buku profil dibutuhkan untuk
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut pembuatannya
Pengelola data kepegawaian mengumpulkan Keputusan konten Draft cover buku profil
bahan pembuatan buku profil kepegawaian buku profil kepegawaian, draf buku
dari : Kepala BKD Prov. Kaltara (kata kepegawaian profil kepegawaian, draf
pengantar); Seluruh eselon IlI di lingkungan bahan yang border
4 BKD Prov. Kaltara; Biro Organisasi; dibutuhkan untuk 2 minggu
Pengelola informasi kepegawaian mengenai pembuatannya

jumlah PNS dengan klasifikasi sesuai rapat.
Kemudian membuat dan mengajukan draft
buku profil kepegawaian, draft cover, dan
draft border kepada Kasubbid Doklahta




Kasubbid Doklahta memeriksa draft isi, cover
dan border dari buku profil kepegawaian. Jika

Draft cover buku
profil kepegawaian,

Draft cover buku profil
kepegawaian, draf buku

disetujui maka akan diparaf lalu diberikan draf buku profil 3 hari profil kepegawaian, draf
kepada Kabid Dokinfo. Jika masih ada / kepegawaian, draf border selesai paraf
koreksi maka dikembalikan untuk diperbaiki border Kasubbid
Kabid Dokinfo memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku Draft cover buku profil
din cciiraﬁ border EUKukprocfi” kep(fe?allwaian. profil kepegawaian, kepegawaian, draf buku
Jika disetujui maka akan diparaf lalu draf buk fil fil k ian. draf
diberikan kepada Kepala BKD. Jika masih kra Hru pro Id f 3 hari Emc; epTgavyalan,f a
ada koreksi maka dikembalikan untuk / epegawaian, dra oraer selesal para
diperbaiki. border selesai Kabid
\ paraf Kasubbid
Kepala BKD memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku Draft cover buku profil
jiﬂ %r_aft border EUKukprocfjl'l kepfe?allwalan. profil kepegawaian, kepegawaian, draf buku
ika disetujui maka akan diparaf lalu f buk fil fil k ; f
diberikan kepada Kabid Dokinfo untuk ira buku pro Id f Erodl eptlagavyalan,fdra
ditindaklanjuti. Jika masih ada koreksi maka epegawalan,. ra 3 hari order selesal para
dikembalikan untuk diperbaiki. border selesai ar Kepala BKD
paraf Kabid
Kabid Dokinfo memberikan perintah kepada Draft cover buku Memo/Nota Dinas
Kasubbid Doklahta untuk meneruskan proses profil kepegawaian,
draf buku profil .
. 2 menit
kepegawaian, draf
border selesai
paraf Kepala BKD
Kasubbid Doklahta memberikan perintah Draft cover buku Disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk profil kepegawaian,
meneruskan proses draf buku profil
5 menit

kepegawaian, draf
border selesai
paraf Kepala BKD




Pengelola data kepegawaian meminta
percetakan untuk mencetak 1 buku contoh
yang sudah dicetak persis dengan buku profil

Draft cover buku
profil kepegawaian,
draf buku profil

Memo/Nota Dinas

dilanjutkan. Jika belum setuju dikembalikan

BKD

k i li i
10. epegawaian asi kepegawaian, draf 5 menit
border selesai
paraf Kepala BKD
Percetakan membuat buku profil Draft cover buku Contoh hasil cetakan
kepegawaian contoh yang sudah persis profil kepegawaian, buku profil kepegawaian
dengan buku profil kepegawaian asli draf buku profil
11 kepegawaian, draf 1 minggu
border selesai
paraf Kepala BKD
Pengelola data kepegawaian menerima dan Contoh hasil Contoh Hasil Cetakan
rknemerlksa corst_okh brosyrclie_\yanan N / cetakan buku profil buku profil kepegawaian
12. epegawaian. Jika setuju disampaikan K ; ; f ol
kepada Kasubbid Doklahta untuk diberikan \ epegawaian 6 jam ;iengal;\n para pgnge oa
paraf setuju cetak. Jika belum setuju ata kepegawalan
dikembalikan untuk diperbaiki
Kasubbid Doklahta memeriksa contoh buku. Contoh Hasil Contoh hasil cetakan
Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Cetakan buku profil buku profil kepegawaian
Kabid Dokinfo. Jika belum diperbaiki. /\ kepegawaian dengan paraf Kasubbid
1s. \ / dengan paraf 6 jam
pengelola data
kepegawaian
Kabid Dokinfo memeriksa contoh buku yang Contoh hasil Contoh hasil cetakan
diparaf Kasubbid. Jika setuju diparaf dan \ cetakan buku profil buku profil kepegawaian
14 disampaikan kepada Kepala BKD. Jika belum kepegawaian 6 jam dengan paraf Kabid
" | setuju dikembalikan untuk diperbaiki.
dengan paraf
Kasubbid
Kepala BKD memriksa contoh buku yang Contoh hasil Contoh hasil cetakan
diparaf Kabid. Jika setuju diparaf dan \ cetakan buku profil buku profil kepegawaian
15. | disampaikan kepada Kabid Dokinfo untuk </ kepegawaian 1 hari dengan paraf Kepala

untuk diperbaiki

dengan paraf
Kabid




Kabid Dokinfo memberikan perintah kepada
Kasubbid Doklahta untuk meneruskan

Contoh hasil
cetakan buku profil

Memo/Nota Dinas

16. | Proses. kepegawaian 5 menit
dengan paraf
Kepala BKD
Kasubbid Doklahta memberikan perintah Contoh hasil Disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk cetakan buku profil
17. meneruskan proses kepegawaian 5 menit
dengan paraf
Kepala BKD
Pengelola data kepegawaian menghubungi Contoh hasil
percetakan untuk meneruskan proses cetakan buku profil M /Nota Di
. ) emo/Nota Dinas
1g. | Percetakan kepegawaian 5 menit
dengan paraf
Kepala BKD
Percetakan mencetak kemudian Contoh hasil Hasil cetakan buku profil
menyerahkan buku profil kepegawaian cetakan buku profil kepegawaian
19 selesai cetak kepada pengelola data kepegawaian 3 minggu
" | kepegawaian
dengan paraf
Kepala BKD
Pengelola data kepegawaian memeriksa Hasil cetakan buku Hasil cetakan buku profil
buku hasil cetakan. Apabila setuju _ profil kepegawaian kepegawaian paraf
melaporkan bahwa buku prosil kepegawaian / _ pengelola kepegawaian;
20. | selesai dicetak di percetakan kepada 6 jam Draf buk '
Kasubbid Doklahta dan membuat pengantar \ ra_ pengantar ) uku
buku profil kepegawaian. Jika belum setuju profil kepegawaian
dikembalikan untuk diperbaiki
Kasubbid Doklahta memeriksa buku hasil Hasil cetakan buku Hasil cetakan buku profil
cetakan. Apablla SetUjU melaporkan bahwa prof” kepegawaian kepegawaian paraf
buku profil kepegawaian selesai dicetak di / \ paraf pengelola pengelola kepegawaian:
21. | percetakan kepada Kabid Dokinfo dan \ / 6 jam '

memparaf pengantar buku profil
kepegawaian. Jika belum setuju dikembalikan
untuk diperbaiki

kepegawaian; Draf
pengantar buku
profil kepegawaian

Draf pengantar buku
profil kepegawaian
dengan paraf Kasubbid




Kabid Dokinfo memeriksa buku hasil cetakan.
Apabila setuju melaporkan bahwa buku profil
kepegawaian selesai dicetak di percetakan
kepada Kepala BKD dan memparaf

/\_

\v4

Hasil cetakan buku
profil kepegawaian
paraf pengelola

kepegawaian; Draf

Hasil cetakan buku profil
kepegawaian paraf
pengelola kepegawaian;
Draf pengantar buku

22. | pengantar buku profil kepegawaian. Jika 6 jam ) )
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki pengantar buku profil kepegawaian
profil kepegawaian dengan paraf Kabid
dengan paraf
Kasubbid
Kepala BKD memeriksa buku hasil cetakan. Hasil cetakan buku Hasil cetakan buku profil
ﬁpI?b”a Sfl?lttju menaqdatgngani pengamt?lz profil kepegawaian kepegawaian paraf
uku profil kepegawaian dan memerintahkan f lol lola k -
Kabid untuk mendistribusikan. Jika belum \ Eara penge o.aD f genfge oa epe%avl\(/alan,
23. | setuju dikembalikan untuk diperbaiki / epegawaian, bral |, raf pengantar buku
pengantar buku profil kepegawaian
profil kepegawaian dengan tandatangan
dengan paraf Kepala BKD
Kabid
Kabid Dokinfo memerintahkan Kasubbid Hasil cetakan buku Disposisi
Doklahta untuk mendistribusikan buku profil profil kepegawaian
kepegawaian paraf pengelola
kepegawaian; Draf
24, pengantar buku 15 menit
profil kepegawaian
dengan
tandatangan
Kepala BKD
Kasubbid Doklahta memerintahkan pengelola Hasil cetakan buku Disposisi
data kepegawaian untuk mendistribusikan profil kepegawaian
buku profil kepegawaian paraf pengelola
kepegawaian; Draf
25. pengantar buku 15 menit

profil kepegawaian
dengan
tandatangan
Kepala BKD




26.

Pengleola data kepegawaian
mendokumentasikan dan mendistribusikan
buku profil kepegawaian kepada Gubernur,
Wakil Gubernur dan seluruh SKPD serta
pihak yang terkait

Hasil cetakan buku
profil kepegawaian
paraf pengelola
kepegawaian; Draf
pengantar buku
profil kepegawaian
dengan
tandatangan
Kepala BKD

1 hari

Tanda terima; arsip
Hasil cetakan buku profil
kepegawaian dan draf
pengantar buku profil
kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BKD




Nomor SOP

*\ Tgl Revisi

Tgl Efektif

(m\

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4EC

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA .
Disahkan oleh

Muhamad Ishak. S.E.M.M.

19640823 1986 011 002
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP SOP PENETAPAN PEMBERIAN CUTI SAKIT BAGI PEGAWAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 1. Pendidikan S1 Hukum

2. Memahami permasalahan Hukum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

6. Nota dinas dan lembar disposisi

uhRwWNE

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




lengkap maka Kasubbid Kedudukan
Hukum menghubungi SKPD untuk
memenuhi berkas yang kurang

Pelaksana Mutu Baku
. Kabid Kasubbid . Kelengkapan | Waktu | Output
No Uraian prosedur . Kepala . Fungsiona gkap P
Pemohon | Agendaris Pembi | Kedudukan Caraka
BKD | Umum
naan Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

1. Pemohon (SKPD) menyampaikan Surat sakit, Tanda terima
surat nama PNS yang surat penyerahan surat
melaksanakan cuti sakit. Kepada pengajuan cuti
BKD melalui Agendaris

2. Agendaris mencatat surat dan Surat sakit, Catatan Surat
menyerahkan kepada Sekretaris surat 5 menit | masuk
Badan pengajuan cuti

3. Sekretaris Badan mendisposisikan Surat sakit, Disposisi Sekretaris
surat kepada Kepala Bidang surat . BKD

. Iy . . | 5 menit

Pembinaan untuk segera ditindak pengajuan cuti
lanjuti

4. Kabid Pembinaan menugaskan Surat sakit, Disposisi Kabid
Kasubbid Kedudukan Hukum untuk surat . Pembinaan

. . . .| 5 menit

memeriksa berkas kelengkapan cuti pengajuan cuti
sakit

5. Kasubbid Kedudukan Hukum Surat sakit, Disposisi Kasubbid
memeriksa berkas yang akan surat Kedudukan Hukum
ditindak lanjuti. Jika berkas lengkap \ pengajuan cuti,
Kasubbid Kedudukan Hukum Disposisi

. . 15

menugaskan Fungsional Umum Kabid menit
untuk menindaklanjuti. Jika tidak Pembinaan




Fungsional umum memproses surat Surat sakit, Draft surat izin cuti
permohonan cuti sakit, kemudian surat sakit
menyerahkan draft Surat Cuti Sakit : ti
kepada Kasubbid Kedudukan pengajuan cut, 10
Hukum Disposisi Cenit
Kasubbid
Kedudukan
Hukum
7. Kasubbid Kedudukan Hukum Draft surat izin Draft surat izin cuti
memeriksa draft SK cuti sakit. Jika cuti sakit sakit yang telah
sudah sesuai diserahkan kepada S | diperiksa oleh
Kabid Pembinaan untuk paraf \ 5 menit Kasubbid
koordinasi. Jika belum sesuai asubbi
dikembalikan kepada Fungsional Kedudukan Hukum
umum untuk diperbaiki
8. Kabid Pembinaan memeriksa Draft Draft surat izin Draft surat izin cuti
pembgrcljgn Cl;]tll(satlt- J"éa SUdaT cuti sakit yang sakit yang telah
sesuai diserahkan kepada Kepala telah diperi S
. o periksa diperiksa oleh
BKD untuk ditandatangani. Jika N\ oleh Kasubbid | 5menit | Kabid Pembinaan
belum sesuai maka dikembalikan
kepada Kabid Pembinaan untuk / Kedudukan
diperbaiki Hukum
9. Kepala BKD memeriksa draf SK culti Draft surat izin Surat cuti sakit
sakit. Jika sudah sesuai Kepala BKD cuti sakit yang yang telah
me_nand_atanganl surat pgrmohonan \ telah diperiksa ditandatangani oleh
cuti sakit dan menyampaikannya oleh Kabid 5menit | Kepala BKD
kepada Kabid Pembinaan untuk / ' P
dikirimkan, jika belum sesuai Pembinaan
dikemballikan kepada Kabid
Pembinaan untuk diperbaiki
10. Kabid Pembinaan menyerahkan Surat cuti sakit Disposisi Kabid
Surat Izin cuti sakit kepada Kasubbid yang telah Pembinaan
Dukkum untuk dikirim ke : :
ditandat
SKPD/Pemohon randatangan 5 it
oleh Kepala meni

BKD




11.

Kasubbid Dukkum menyerahkan
Surat izin cuti sakit kepada
Fungsional umum untuk dikirim ke
SKPD/Pemohon

Surat cuti sakit
yang telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD, Disposisi
Kabid
Pembinaan

5 menit

Disposisi Kasubbid
Kedudukan Hukum

12.

Fungsional Umum meminta Caraka
untuk mengantar Surat izin cuti sakit
kepada SKPD/Pemohon

Surat cuti sakit
yang telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD, Disposisi
Kasubbid
Kedudukan
Hukum

5 menit

Tersampaikannya
Surat kepada
Caraka

13.

Caraka Mengirim surat izin cuti sakit
beserta kepada SKPD/pemohon

Surat cuti sakit
yang telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD

1 hari

Tanda terima
penyerahan surat

14.

SKPD/Pemohon menerima Surat izin
cuti sakit

Surat cuti sakit
yang telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD

5 menit

Tanda terima
penyerahan surat




Nomor SOP

Tgl Pembuatan |3 Oktober 2017
*F *\w‘ Tgl Revisi
S Tgl Efektif
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA .
Disahkan oleh
Muhamad Ishak. S.E.. M.M.
19640823 1986 011 002
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP SOP PENETAPAN PEMBERIAN CUTI BESAR BAGI PEGAWAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negerii 2. Pendidikan S1 Hukum
Sipil 3. Memahami permasalahan hukum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/PC;

Internet

Hardisk external/Flashdisk
Telephone/Fax

Ballpoint, pensil, kertas

Nota dinas dan lembar disposisi

U AW

NCATATAN DAN PENDATAAN

m

PERINGATAN P




untuk menindaklanjuti. Jika tidak
lengkap maka Kasubbid Kedudukan
Hukum menghubungi SKPD untuk
memenuhi berkas yang kurang

Pelaksana Mutu Baku
. Kabid Kasubbid . Kelengkapan | Waktu | Output
No Uraian prosedur . Kepala . Fungsiona gkap P
Pemohon | Agendaris Pembi | Kedudukan Caraka
BKD I Umum
naan Hukum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

1. Pemohon (SKPD) menyampaikan Surat Tanda terima
surat nama PNS yang pengajuan cuti penyerahan surat
melaksanakan cuti besar Kepada
BKD melalui Agendaris

2. Agendaris mencatat surat dan Surat Catatan Surat
menyerahkan kepada Sekretaris pengajuan cuti | 5 menit | masuk
Badan

3. Sekretaris Badan mendisposisikan Surat Disposisi Sekretaris
surat kepada Kepala Bidang pengajuan cuti . BKD

. Iy 5 menit

Pembinaan untuk segera ditindak
lanjuti

4. Kabid Pembinaan menugaskan Surat Disposisi Kabid
Kasubbid Kedudukan Hukum untuk pengajuan cuti . Pembinaan

. . 5 menit

memeriksa berkas kelengkapan cuti
besar

5. Kasubbid Kedudukan Hukum Surat Disposisi Kasubbid
memeriksa berkas yang akan pengajuan culti, Kedudukan Hukum
ditindak lanjuti. Jika berkas lengkap \ Disposisi
Kasubbid Kedudukan Hukum Kabid 15
menugaskan Fungsional Umum Pembinaan menit




Fungsional umum memproses surat Surat Draft surat izin cuti
permohonan cuti besar, kemudian pengajuan cuti, besar
menyerahkan draft Surat Cuti besar Disposisi
kepada Kasubbid Kedudukan . 10
Hukum Kasubbid )
Kedudukan menit
Hukum
7. Kasubbid Kedudukan Hukum Draft surat izin Draft surat izin cuti
memeriksa draft SK cuti besar. Jika cuti besar besar yang telah
sudah sesuai diserahkan kepada S | diperiksa oleh
Kabid Pembinaan untuk paraf \ 5 menit Kasubbid
koordinasi. Jika belum sesuai asubbi
dikembalikan kepada Fungsional Kedudukan Hukum
umum untuk diperbaiki
8. Kabid Pembinaan memeriksa Draft Draft surat izin Draft surat izin cuti
pembgrcijgn CL#:( beskar. J(ijka sudalh cuti besar yang besar yang telah
sesuai diserahkan kepada Kepala telah diperi P
. o periksa diperiksa oleh
BKD untuk ditandatangant. Jika N oleh Kasubbid | 5menit | Kabid Pembinaan
belum sesuai maka dikembalikan
kepada Kabid Pembinaan untuk / Kedudukan
diperbaiki Hukum
9. Kepala BKD memeriksa draf SK culti Draft surat izin Surat cuti besar
besar. Jika sudah ses_uai Kepala cuti besar yang yang telah
BKD menandatqnganl surat \ telah diperiksa ditandatangani oleh
permohonan cuti besar dan leh Kabid 5menit | Kepala BKD
menyampaikannya kepada Kabid / ole _a ! epala
Pembinaan untuk dikirimkan, jika Pembinaan
belum sesuai dikemballikan kepada
Kabid Pembinaan untuk diperbaiki
10. Kabid Pembinaan menyerahkan Surat cuti Disposisi Kabid
Surat Izin cuti besar kepada besar yang Pembinaan
Kasubbid Dukkum untuk dikirim ke telah
SKPD/Pemohon ditandatangani | 5 menit
oleh Kepala

BKD




11.

Kasubbid Dukkum menyerahkan
Surat izin cuti besar kepada
Fungsional umum untuk dikirim ke
SKPD/Pemohon

Surat cuti
besar yang
telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD, Disposisi
Kabid
Pembinaan

5 menit

Disposisi Kasubbid
Kedudukan Hukum

12.

Fungsional Umum meminta Caraka
untuk mengantar Surat izin cuti
besar kepada SKPD/Pemohon

Surat cuti
besar yang
telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD, Disposisi
Kasubbid
Kedudukan
Hukum

5 menit

Tanda Terima
penyerahan berkas

13.

Caraka Mengirim surat izin cuti
besar beserta kepada
SKPD/pemohon

Surat cuti
besar yang
telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD

1 hari

Catatan pengiriman
surat

14.

SKPD/Pemohon menerima Surat izin
cuti besar

Surat cuti
besar yang
telah
ditandatangani
oleh Kepala
BKD

5 menit

Tanda terima
penyerahan surat




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2017

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak. S.E.M.M.
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

SOP PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU TASPEN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang 1. Pendidikan minimal SMA/D-3 semua Jurusan
“Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai” 2. Memahami struktur organisasi Pemprov Kaltara
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang “Sistem| 3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Jaminan Sosial Nasional” 4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov Kaltara
3. Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer/PC;
2. Internet
3. Hardisk external/Flashdisk
4. Telephone/Fax
5. Ballpoint, pensil, kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Menghimpun Data PNS Peserta Konseling (sumber Dinfo)

Verifikasi Data
Validasi Data

Proses dan Penetapan
Pemanggilan Peserta

ke wnN




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian prosedur Agendar | Sekretar Ll Kasubbid | Fungsiona | Kepala
Pemohon . . Pembin PT Taspen Caraka Kelengkapan Waktu Output
is is BKD Kespeg | Umum BKD
aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Pemohon (SKPD) Syarat administrasi 5 menit Surat usulan, berkas
menyampaikan surat usulan syarat administratif
nama PNS untuk
mendapatkan Kartu Taspen O
kepada Kepala BKD melalui
Agendaris

2. Agendaris menerima dan Surat usulan, berkas | 5 menit Agenda surat masuk
mencatat surat usulan nama- syarat administratif
nama PNS untuk
mendapatkan Kartu Taspen
dan menyampaikannya
kepada Sekretaris BKD

3. Sekretaris Badan Surat usulan SKPD, 5 menit Disposisi sekretaris
mendisposisikan surat berkas syarat BKD kepada Kabid
kepada Kepala Bidang I administrasi Pembinaan
Pembinaan untuk segera
ditindaklanjuti

4. Kabid Pembinaan Surat usulan SKPD, 5 menit Disposisi Kabid
mendisposisi kepada berkas syarat Pembinaan kepada
Kasubbid Kespeg untuk administrasi Kasubbid Kespeg
ditindaklanjuti

5. Kasubbid Kespeg memeriksa Surat usulan SKPD, 5 menit Disposisi Kasubbid

berkas yang akan
ditindaklanjuti. Jika berkas
lengkap Kasubbid
mendisposisikan berkas
tersebut. Ke Fungsional
Umum

berkas syarat
administrasi, disposisi
Kabid pembinaan

Kespeg kepada
Fungsional Umum




Fungsional Umum Surat usulan SKPD, 5 menit Draft Surat usulan
memverifikasi usulan dan berkas syarat pembuatan kartu
Iﬁ;ig%ﬁ?gagu?:trﬁasi’lan yang administrasi, disposisi TASPEN
ditujukan ke PT. TASPEN Kasubbid Kespeg
untuk menerbitkan Kartu
Taspen kemudian fungsional
umum menyerahkan surat
usulan ke Kasubbid Kespeg
untuk diperiksa

7. Kasubbid Kespeg Draft Surat usulan 5 menit Draft Surat usulan
g}meeé'f'EaS' surat usl,(ulan. pembuatan kartu pembuatan kartu

ika sudah sesuai maka
- . TASPEN TASPEN yang sudah

diserahkan kepada Kabid /\ dierik yl hg
Pembinaan untuk paraf iperi s.a ole
koordinasi. Jika belum sesuai \ / Kasubbid Kespeg
dikembalikan kepada
Fungsional umum untuk
diperbaiki

8. Kabid pembiinaan Draft Surat usulan 5 menit Draft Surat usulan
meTve'r'iIIikaSidUIﬁng surat pembuatan kartu pembuatan kartu
usulan Jika sudah sesual TASPEN yang sudah TASPEN yang sudah

ka di hkan k

E:p;;“;eKrg ur?tzk epada / \ diperiksa oleh diperiksa oleh Kabid
ditandatangani. Jika tidak D\ Kasubbid Kespeg Pembinaan
sesuai maka surat usulan
dikembalikan kepada
Kasubbid Kespeg

S. Kepala BKD memverifikasi Draft Surat usulan 15 menit Surat usulan
surat usulan. Jika sudah pembuatan kartu pembuatan Kartu
sesuai Kepala BKD TASPEN yang sudah TASPEN
menandatangani surat usulan diperik leh Kabid
dan menyampaikannya Iper .sa olen Kab
kepada Kabid Pembinaan. Pembinaan
Jika belum sesuai kepala
BKD mengembalikan kepada
Kabid Pembinaan untuk
diperbaiki

10. Kabid Pembinaan Surat usulan 5 menit Disposisi Kabid

menyerahkan surat usulan ke
Kasubbid Kespeg untuk
dikirim ke PT. TASPEN

pembuatan Kartu
TASPEN

Pembinaan




11.

Kasubbid Kespeg Surat usulan 5 menit Disposisi Kasubbid
r;enye_rathaJI surat USUILan ke pembuatan Kartu Kespeg
ungsional Umum untu TASPEN

dikirim ke PT.TASPEN

12. Fungsional Umum Surat usulan 1 jam Tanda terima
menyerahkan surat usulan ke pembuatan Kartu penyerahan surat
PT.TASPEN TASPEN

13. PT. TASPEN menerima surat Surat usulan, syarat 5 menit Kartu Taspen
usulan dan kelengkapan Administrasi
administrasi dari BKD untuk
diproses. Dan menyampaikan
kartu TASPEN pada Kepala
BKD melalui Fungsional
Umum

14. Fungsional umum membuat Kartu TASPEN, surat | 5 menit Surat pengantar
surat pengantar penyampaian pengantar
kartu TASPEN dan
menyampaikannya kepada
Kasubbid Kespeg

15. Kasubbid menyerahkan surat Kartu TASPEN, surat | 5 menit Surat pengantar
pengantar kepada Kabid P pengantar dengan paraf
untuk diperiksa sekaligus \ Kasubbid Kespeg
paraf koordinasi

16. Kabid Pembinaan memeriksa Kartu TASPEN, surat | 5 menit Surat pengantar
surat pengantar jika sudah pengantar dengan paraf Kabid
sesuai maka diserahkan / \ Pembinaan
kepada Kepala BKD untuk N d
ditandatangani

17. Kepala BKD memeriksa surat Kartu TASPEN, surat | 10 menit Surat pengantar

pengantar jika sudah sesuai
Kepala BKD menandatangani
surat pengantar. Jika belum
sesuai dikembalikan kepada
Kabid Pembinaan untuk
diperbaiki

pengantar

yang ditandatangani
Kepala BKD




18.

Kabid Pembinaan
menyampaikan surat
pengantar yang sudah
ditandatangani diserahkan
kepada Kasubbid Kespeg
untuk dikirim ke SKPD yang
memohon

Kartu TASPEN, surat
pengantar

5 menit

Disposisi Kabid
Pembinaan

19.

Kasubbid Kespeg
menyampaikan surat
pengantar yang sudah
ditandatangani diserahkan
kepada Fungsional Umum
untuk dikirim ke SKPD yang
memohon

Kartu TASPEN, surat
pengantar

5 menit

Disposisi Kasubbid
kespeg

20.

Fungisional Umum
menyampaikan surat dan
kartu Taspen kepada Caraka
untuk dikirim dan
mendokumentasikan arsip
salinan surat dan salinan
kartu Taspen

Kartu TASPEN, surat
pengantar

10 menit

Tanda terima
penyerahan berkas

21.

Caraka mengirim surat
pengantar dan kartu Taspen
ke SKPD yang memohon

Kartu TASPEN, surat
pengantar

1 jam

Tanda terima
penyerahan berkas

22.

SKPD menerima Kartu
Taspen dan menyerahkan
tanda terima kepada Caraka

Kartu TASPEN, surat
pengantar

5 menit

Tanda terima
penyerahan berkas




pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

. Pelaksana Mutu Baku
o. Kegiatan Kepal? Sub Pegawai/personel Kepala . KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat LD

1. Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan untuk  masing-masing v persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala g pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pembuatan Petikan SK CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997

1. Kepala : pendidikan minimal S1
Sekretaris : pendidikan minimal S1

. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1
Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimalSLTA
Memahami pedoman administrasi kepegawaian

GoR W

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;

3. Komputer/PC;

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
Ne- AT Staf Kepal:j\ Sub Pegawai Kep? la Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output KT
Bagian Bagian

1. Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . KET
Staf Kepal:j\ Sub Pegawai Kep? la Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Bagian Bagian
I ;

4. Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan untuk  masing-masing v persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Sekretaris legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Sekretaris diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian

7. Sekretaris Menandatangani  berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan 3 berkas berkas

menyerahkan kembali kepada Staf

i

persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

persyaratan telah
ditandatangani
oleh Sekretaris




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Sekretaris

Pelaksana Mutu Baku
Ne- it Staf Kepal:j\ Sub Pegawai Kep? la Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output KT
Bagian Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Sekretaris dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Sekretaris
yang akan diajukan ke BKD oleh Sekretaris dibubuhi stempel
(sudah dilegalisir)
dan draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Sekretaris - pangkat pangkat telah
untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
Ne- it Staf Kepal:j\ Sub Pegawai Kep? la Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output KT
Bagian Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Sekretaris dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Sekretaris telah diparaf oleh
Sekretaris
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat - pangkat yang usulan kenaikan
" telah diparaf oleh pangkat
Sekretaris ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

§

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pembuatan SK CPNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;
3. Komputer/PC;
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( 1 ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

v legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala " pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

dan Golongan Il

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;
3. Komputer/PC;
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan

Pembuatan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan |




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala " pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pembuatan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan lll

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;
3. Komputer/PC;
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Penyusunan dan Penyampaian STLUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana tekat diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun
2002

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala g pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penyusunan Rincian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil

N P
ama 50 Daerah

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana tekat diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun

2002

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kepala Sub Bagian : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;
3. Internet
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel KEa KET
Staf Bagian ya_if berhla(kt e Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangka

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ’l kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

2. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Daftar pegawai 20 menit Informasi
menerima daftar pegawai/personel h 4 yang berhak persyaratan yang
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan diperlukan untuk
pangkat dan menyampaikan kepada kenaikan pangkat mengajukan
yang bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepal:j\ Sub | Pegawai/personel KE . KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
menerima berkas-berkas persyaratan berkas persyaratan yang
pengajuan kenaikan pangkat vyang persyaratan yang telah lengkap dan
telah dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian dan
Kepegawaian

6. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Masing-masing 20 menit Masing-masing
menerima dan memaraf berkas berkas yang telah berkas
persyaratan sebelum ditandatangani diketik format persyaratan telah
Kepala Bagian > legalisir diparaf diparaf oleh

oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian dan dan Kepegawaian
Kepegawaian

7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Draf surat 15 menit Draf surat
mencermati, meneliti dan memaraf R rekomendasi rekomendasi
surat rekomendasi usulan kenaikan - usulan kenaikan usulan kenaikan
pangkat dan mengajukannya kepada pangkat pangkat telah
Kepala Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat o pangkat yang usulan kenaikan
g telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali  surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi
untyk kemudian menyerahkannya ke pangkat usulan kenaikan
BKD beserta berkas-berkas persyaratan [ < ditandatangani pangkat dan
yang diperlukan oleh Kepala berkas-berkas
persyaratannya

telah dikirim ke
BKD
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Surat Edaran Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Nama SOP Daerah (PNS-D)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.
54 Tahun 2003

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kepala Sub Bagian : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;
3. Internet
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel KEa KET
Staf Bagian ya_if berh:kt e Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangka

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ‘[ kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

2. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Daftar pegawai 20 menit Informasi
menerima daftar pegawai/personel h 4 yang berhak persyaratan yang
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan diperlukan untuk
pangkat dan menyampaikan kepada kenaikan pangkat mengajukan
yang bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepal:j\ Sub | Pegawai/personel KE . KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
menerima berkas-berkas persyaratan berkas persyaratan yang
pengajuan kenaikan pangkat vyang persyaratan yang telah lengkap dan
telah dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian dan
Kepegawaian

6. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Masing-masing 20 menit Masing-masing
menerima dan memaraf berkas berkas yang telah berkas
persyaratan sebelum ditandatangani diketik format persyaratan telah
Kepala Bagian > legalisir diparaf diparaf oleh

oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian dan dan Kepegawaian
Kepegawaian

7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian
dan Kepegawaian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Draf surat 15 menit Draf surat
mencermati, meneliti dan memaraf R rekomendasi rekomendasi
surat rekomendasi usulan kenaikan - usulan kenaikan usulan kenaikan
pangkat dan mengajukannya kepada pangkat pangkat telah
Kepala Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat o pangkat yang usulan kenaikan
g telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali  surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi
untyk kemudian menyerahkannya ke pangkat usulan kenaikan
BKD beserta berkas-berkas persyaratan [ < ditandatangani pangkat dan
yang diperlukan oleh Kepala berkas-berkas
persyaratannya

telah dikirim ke
BKD




A OIMANIAN U
7%
3
‘)
2
=
B
-

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penyusunan Surat Edaran Penyelenggaraan Ujian Dinas

Nama SOP Pegawai Negeri Sipil

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun

2002

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;
3. Internet
4. ATK, Stempel;
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf  Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala g pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD




MBNTAN U

!

SENUANTA

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Perbaikan SK CPNS PNS Golongan | dan Golongan Il

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun
2002

=

Kepala : pendidikan minimal S1
Kepala Bagian : pendidikan minimal S1
. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1
Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimalSLTA
Memahami pedoman administrasi kepegawaian

GoR W

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf  Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD




5 N\\)MRNMN' Ul

AN

S—==

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Cirgre

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Perbaikan SK CPNS PNS Golongan Il

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun
2002

1. Kepala : pendidikan minimal S1
Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1
Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimalSLTA
Memahami pedoman administrasi kepegawaian

GoR W

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala " pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD




LMANTAN 17
 QOMANTAN Uz
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

B

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rapat Koordinasi Pengadaan Pegawai dengan Kepala Biro

Nama SOP Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun
2002

1. Kepala : pendidikan minimal S1

2. Kepala Bagian : pendidikan minimal S1

3. Kasubag Umum : pendidikan minimal S1

4. Pengadministrasi Kepegawaian : pendidikan minimal SLTA
5. Memahami pedoman administrasi kepegawaian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan Staf disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




URAIAN PROSEDUR PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

pangkat menyiapkan berkas-berkas

yang diperlukan untuk mengajukan

kenaikan pangkat yaitu :

- Fotocopy SK pangkat terakhir

- Fotocopy SK jabatan terakhir

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik
(KPE)

- Fotocopy SK penetapan NIP baru

- Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang
pindah tempat bekerja setelah SK
pangkat terakhir)

- Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua)
Tahun terakhir

i

persyaratan yang
diperlukan untuk
mengajukan

kenaikan pangkat

berkas
persyaratan yang
telah lengkap

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub Pegawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak Ba:ian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat

1 Staf  Melihat, mencermati dan Buku penjagaan 30 menit Daftar pegawai
menyusun daftar pegawai/personel kenaikan pangkat yang berhak
yang berhak mendapatkan kenaikan mendapatkan
pangkat baik kenaikan pangkat reguler ( ; kenaikan pangkat
maupun pilihan untuk kemudian
disampaikan kepada Kepala Sub Bagian

2. Kepala Sub Bagian menerima daftar Daftar pegawai 20 menit Informasi
pegawai/personel yang berhak v yang berhak persyaratan yang
mendapatkan kenaikan pangkat dan mendapatkan diperlukan untuk
menyampaikan kepada yang kenaikan pangkat mengajukan
bersangkutan untuk melengkapi kenaikan pangkat
persyaratannya

3. Pegawai/personel yang berhak naik Informasi 420 menit | Fotocopy berkas-




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
I ;

4. | Kepala Sub Bagian menerima berkas- Tidak Fotocopy berkas- | 40 menit Berkas-berkas
berkas persyaratan pengajuan berkas persyaratan yang
kenaikan pangkat  yang telah persyaratan yang telah lengkap dan
dikumpulkan oleh personel yang telah lengkap diketik format
bersangkutan dan menyerahkannya Ya legalisir
kepada Staf

5. Staf menyusun berkas-berkas Berkas-berkas 120 menit | Masing-masing
persyaratan  untuk  masing-masing il persyaratan yang berkas yang telah
personel dan mengetik format legalisir telah lengkap dan diketik format
pada masing-masing berkas yang perlu diketik format legalisir diparaf
dilegalisir oleh Kepala Bagian legalisir oleh Kepala Sub

Bagian

6. Kepala Sub Bagian menerima dan Masing-masing 20 menit Masing-masing
memaraf berkas persyaratan sebelum berkas yang telah berkas
ditandatangani Kepala Bagian diketik format persyaratan telah

> legalisir diparaf diparaf oleh
oleh Kepala Sub Kepala Sub Bagian
Bagian
7. Kepala Bagian Menandatangani berkas Masing-masing 20 menit Masing-masing

persyaratan kenaikan pangkat dan
menyerahkan kembali kepada Staf

i

berkas
persyaratan telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

berkas
persyaratan telah
ditandatangani
oleh Kepala
Bagian




rekomendasi usulan kenaikan pangkat

L

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Sub Bagian

usulan kenaikan
pangkat telah
diparaf oleh
Kepala Bagian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | Pegawai/personel KE KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
8. Staf membubuhkan cap pada format Masing-masing 45 menit Masing-masing
legalisir yang telah ditandatangani berkas berkas yang telah
Kepala Bagian dan menyiapkan surat persyaratan telah ditandatangani
rekomendasi usulan kenaikan pangkat ditandatangani oleh Kepala
yang akan diajukan ke BKD oleh Kepala Bagian Bagian dibubuhi
stempel (sudah
dilegalisir) dan
draf surat
rekomendasi
usulan kenaikan
pangkat
9. Kepala Sub Bagian mencermati, Draf surat 15 menit Draf surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi
rekomendasi usulan kenaikan pangkat R usulan kenaikan usulan kenaikan
dan mengajukannya kepada Kepala pangkat pangkat telah
Bagian untuk diparaf diparaf
10. | Pegawai/personel mencermati, Draf surat 15 menit Surat
meneliti dan memaraf surat rekomendasi rekomendasi




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Sub | P2gawai/personel Kepala KET
Staf Bagian yag berhak . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
naik pangkat Bagian
11. | Staf menerima surat rekomendasi Surat rekomendasi | 5 menit Surat
kenaikan pangkat yang telah diparaf usulan kenaikan rekomendasi
Kepala Bagian dan kemudian diajukan pangkat telah usulan kenaikan
kepada Kepala untuk ditandatangani diparaf oleh pangkat yang
Kepala Bagian telah diparaf oleh
Kepala Bagian
12. | Kepala Biro membaca, mencermati dan Surat rekomendasi | 10 menit Surat
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan rekomendasi
usulan kenaikan pangkat g pangkat yang usulan kenaikan
- telah diparaf oleh pangkat
Kepala Bagian ditandatangani
oleh Kepala
13. | Staf menerima kembali surat ) Surat rekomendasi | 30 menit Surat
rekomendasi usulan kenaikan pangkat usulan kenaikan rekomendasi

untyk kemudian menyerahkannya ke
BKD beserta berkas-berkas persyaratan
yang diperlukan

A

pangkat
ditandatangani
oleh Kepala

usulan kenaikan
pangkat dan
berkas-berkas
persyaratannya
telah dikirim ke
BKD




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPAILA BAGIAN
SEKRETARIATAN
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A NANITAN U7

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Nama SOP GOLONGAN I/a s.d. lll/d

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2012 tentang perubahan keempat belas
atas Peraturan Pemerintah Rl No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA GOLONGAN I/a s.d. lli/d

Pelaksana Mut
No. Uraian Prosedur Kepala KepalaSub | Pengadministrasi . Ket
: : i Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output eterangan
Bagian Bagian Kepegawaian

Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat Disposisi Surat +

1 untuk memproses usulan kenaikan gaji berkala. mulai > Pengantar, KGB 35menit Lampiran

terakhir, SK Pangkat Dokumen

) ) - terakhir, DP3

Menerima usulan kenaikan gaji berkala dan melakukan | Disposisi Surat + Disposisi Surat +

o |verifikasi, validasi dan proses kenaikan gaji berkala PNS Lampiran Dokumen | Lembar Validasi
Golongan I/a s.d. lll/d dilingkungan Setda Prov kemudian 15 menit .

i 'Y + Lampiran
mengajukannya kepada Kabag untuk mendapatkan
- . . . Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Tidak
ida Disposisi Surat + Disposisi Surat +

3 Igmbar vaI.ldas.l. Jika tidak, .menge.rr)ballkan kepada Subbag TU Lembar Validasi + | 5menit| Lembar Validasi

Biro dan Pimpinan untuk diperbaiki. Ya . .
Lampiran Dokumen + Lampiran
4 Kabag memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan h 4 Disposisi Surat + Disposisi Surat +
untuk membuat surat kenaikan gaji berkala. Lembar Validasi +| 5menit| Lembar Validasi
Lampiran Dokumen + Lampiran
. - . . Disposisi Surat + Draft Surat
Subbag memerintahkan pengadministrasi kepegawaian h 4 Kenaikan
> tuk buat t kenaik ji berkal Lembar Validasi + | 5 menit
untuk membuat surat kenaikan gaji berkala. i
& | 4 Lampiran Dokumen Gaji Berkala
. . . . . . dak Draft Surat
Mengoreksi surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan Draft Surat .

6 . 5 menit Kenaikan
paraf persetujuan dan menyerahkan kembali kepada Kabag Ya N Kenaikan Gaji Berkala
untuk diproses lebih lanjut. Gaji Berkala

. . . . . . i Draft Surat
Mengoreksi surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan Draft Surat .

7 ' 5 menit Kenaikan
paraf persetujuan dan menyerahkan kembali kepada Kepal Biro - Kenaikan Gaji Berkala
untuk penandatanganan surat. F Gaji Berkala
Mengoreksi surat kenaikan gaji berkala. Jika setuju, memberikan .
tanda tangan Tidak Draft Surat Surat Kenaikan

8 |selaku penerima pendelegasian wewenang untuk KGB1/a Kenaikan > menit Gaji
s.d. lll/d dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk Ya Gaji Berkala Berkala

9 Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk ‘ Surat Kenaikan Gaji 5 menit Surat Kenaikan

memproses surat kenaikan gaji berkala yang telah
ditandatangani Kepal Biro.

Berkala

Gaji
Berkala




Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat
kenaikan gaji berkala dan mendistribusikan ke Biro-Biro.

selesai Surat Kenaikan Gaji .| Penomoran Surat
5 menit

Berkala Kenaikan Gaji
Berkala

7N\




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN CUTI TAHUNAN DAN CUTI
Nama SOP SAKIT TIDAK LEBIH DARI 14 HARI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan PemberianCuti PNS

1. Kemampuan memuverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN CUTI TAHUNAN DAN CUTI SAKIT TIDAK LEBIH DARI 14 HARI

Pelaksana Mutu Baku
i Pengadministrasi
No. Uraian Prosedur Kabag Kasubbag & . Kepala Asisten IV Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian .
Biro
Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Dokumen: Disposisi Surat

1 Pimpinan untuk memproses usulan cuti tahunan, Q Surat 3 menit + Lampiran
cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari.

Pengantar, Dokumen
Menerima usulan cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti v Disposisi Surat Disposisi Surat

2 sakit tidak lebih dari 14 hari dan melakukan + Lampiran 5 menit + Lampiran

verifikasi. Dokumen Dokumen
. . . C h 4 Di isi Surat Draft Surat

3 Membuat surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit 1SPOSIS! ) ura 15 raCUt?Jra

tidak lebih dari 14 hari. + Lampiran .
Dokumen menit
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti /"

4 sakit tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan \> Draft Surat Cuti|5 menit Draft Surat
paraf persetujuan dan menyerahkan kembali kepada 1 Cuti
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti "\

5 sakit tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan "<|/ Draft Surat Cuti|5 menit Draft Surat
paraf persetujuan dan menyerahkan kembali kepada Cuti

| |
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti A

6 sakit tidak lebih dari 14 hari. Jika setuju, memberikan ~— Draft Surat Cuti|5 menit Draft Surat
paraf persetujuan dan menyerahkan kembali kepada + Cuti
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti
sakit tidak lebih dari 14 hari. 3

7 Jika setuju, memberikan tanda tangan selaku penerima e Draft Surat Cuti|5 menit Surat Cuti
pendelegasian wewenang dan menyerahkan kembali
Memerintahkan Kabag untuk memproses surat cuti ;

8 tahgnan, cuti beltsalln dan cut|. salflt tidak lebih dari 14 Surat Cuti 5 menit Surat Cuti
hari yang telah ditandatangani Asisten V.

Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan v

9 untuk memproses surat cuti tahunan, cuti bersalin Surat Cuti 5 menit Surat Cuti
dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari yang telah
Meminta-FU-Bire-untuk-memberikan-nemer-surateuti

10 tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 ( ) Surat Cuti 5 menit Penomoran

hari dan mendistribusikan ke Biro-Biro.

Surat Cuti




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PeraturanPemerintah RI No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
2. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2002 tentang perubahan PP RI N0.99

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
3. Keputusan Ka. BKN No.11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP SuratKeluar

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengadministrasi Keterangan
Kepala Bagian | Kasubbag i Kepala Biro Kelengkapan | Waktu Output
Kepegawaian
Dokumen: Surat Disposisi Surat +
Pengantar, Karpeg, Lampiran
Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan SK CPNS, SK PNS, SK Dokumen
1 . < mulai ) . 5 menit
untuk memproses usulan kenaikan pangkat. Pangkat terakhir,
KGB terakhir, DP3
2thn
Menerima usulan kenaikan pangkat dan melakukan verifikasi dan 3 Disposisi Surat
, validasi kenaikan Disposisi Surat + 20 . + Lampiran
pangkat. Jika dokumen lengkap kemudian memerintahkan Lampiran Dokumen menit Dokumen
Staf membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. Jikatidak
. . . h 4 Draft Surat
Membuat usulan kenaikan pangkat kemudian mengajukannya Disposisi Surat +
3 kepada Kasubbag vy Lampiran Dokumen Pengantar.Ke
TU Biro dan Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. BKD + Lampiran
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat Draft Surat Paraf Draft Surat
4 usulan kenaikan pangkat. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke BKD +| 5 menit Pengantar Ke
pengadministrasi kepegawaian untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen BKD + Lampiran
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5> |usulan kenaikan pangkat. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke BKD +| 5 menit Pengantar Ke
Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen BKD + Lampiran
Mengoreksi surat usulan kenaikan pangkat. Jika setuju, Paraf Draft Surat Surat Pengantar
6 . . Pengantar Ke BKD +| 5 menit Ke BKD +
memberikan tanda tangan dan menyerahkan kembalikepada . .
. . . o . Lampiran Dokumen Lampiran
Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan
A 2 Surat P tar K Surat Pengantar
; Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk ura eBansn arie 5 menit Ke BKD +
memproses surat usulan kenaikan pangkat yang telah + Lampiran Lampiran
ditandatangani Kepal Biro. i Penomoran
. . . N Surat Pengantar Ke .
3 Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan . BKD 5 menit | Surat Pengantar
kenaikan pangkat dan mengirimkan ke BKD. + Lampiran Ke BKD +




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PEMBUATAN USULAN PENSIUN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Rl No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP SuratKeluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN PENSIUN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengadministrasi Keterangan
Kepala Bagian Kasubbag Kepegawaian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Dok :
okumen: Surat Disposisi Surat +
Pengantar, L .
Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Karpeg, SK CPNS ampiran
1 . ’ "| 5 menit Dokumen
untuk memproses usulan pensiun. SK PNS, SK
< ) Pangkat terakhir,
KGB terakhir, DP3
2thn
Menerima usulan pensiun dan melakukan verifikasi dan Disposisi Surat +
2 . . .
validasi. Jika dokumen lengkap kemudian memerintahkan TU v Disposisi Surat + 20 menit Lampiran
Biro dan Pimpinan membuat pengantar untuk diteruskanke Lampiran Dokumen
BKD. Jika tidak lengkap, pengembalian ke Biro untuk Dokumen
3 Membuat usulan pensiun kemudian mengajukannya kepada Disposisi Surat + ?’rea:;::tr::
K.asuL:)bag TU Biro dan ) h 4 Lampiran Ke BKD + Lampiran
Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Dokumen Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Ya & Draft Surat Paraf Draft Surat
4 R _ Tidak PengantarKe | 5menit |Pengantar Ke BKD
surat usulan pensiun. Jika tidak, mengembalikan kepada BKD + Lampiran + Lampiran
. K . K di ki,
pengadministrasi kepegawaian untuk diperbaiki | \/ Dokumen Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Tidak Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
5 |suratusulan pensiun. Pengantar Ke BKD| 5menit |Pengantar Ke BKD
Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag TU Biro dan + Lampiran + Lampiran
Mengoreksi surat usulan pensiun. Jika setuju, memberikan tanda T Paraf Draft Surat Surat Pengantar
6 [tangandan Ya Pengantar Ke BKD| 5 menit Ke
menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses lebih A + Lampiran BKD + Lampiran
; Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Tidak \l/ Surat Pengantar surat Pzggantar
5 menit
memproses surat usulan pensiun yang telah ditandatangani ¥ Ya Ke BKD BKD + Lampiran
Kepal Biro. + Lampiran Dokumen
| Dokumen
Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan pensiun Surat Pengantar Penomoran Surat
8 . 5 menit |Pengantar Ke BKD
dan mengirimkan ke BKD. Ke BKD .
+ Lampiran +Lampiran
Dokumen

Dokumen




~
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Nama SOP GOLONGAN IV/a KEATAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
2. Peraturan Pemerintah Rl No.15 Tahun 2012 tentang perubahan keempat belas
atas Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA GOLONGAN IV/a KEATAS

Pelaksana Mutu Baku
No. i . Pengadministrasi
° Uraian Prosedur Kepala Bagian | Kasubbag & Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
( ) Dokumen: Surat Disposisi
1 Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Pengantar, Karpeg, SKCPNS, Surat +
untuk memproses usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a SK PNS, SK Pangkat terakhir, . .
. 5 menit Lampiran
keatas. KGB terakhir, DP3 2thn
. Dokumen
| terakhir, dlI
Menerima usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a keatas dan l' Disposisi Surat + Lampiran Disposisi
) melakukan Dokumen . Surat +
verifikasi dan validasi. Jika dokumen lengkap kemudian 20 menit Lampiran
memerintahkan pengadministrasi kepegawaian membuat pengantar | Dokumen
: " Draft Surat
; Membuat usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a keatas l Disposisi Surat +Lampiran Pengantar
kemudian mengajukannya kepada KasubbagTU Biro dan Dokumen Ke BKD +
Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. | Lampiran
M ksi. Jika setui berik ; tui q ; A Draft Surat Pengantar Ke Paraf Draft
engoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada sura BKD + Lampiran 5 menit Surat
4 |usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a keatas. Jika tidak, Tidak Dokumen Pengantar Ke
. . . . Y
mengembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian untuk \/ BKD +
diperbaiki. ‘
Paraf Draft Surat Paraf Draft
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada surat dak Pengantar Ke BKD + 5 menit Surat
> |usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a keatas. Jika tidak, Lampiran Dokumen Pengantar Ke
mengembalikan kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk BKD +
diperbaiki. L Paraf Draft Surat Surat
Mengoreksi surat usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a Ya Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke
6 . . . Lampiran Dokumen BKD +
keatas. Jika setuju, memberikan tanda tangan danmenyerahkan Lampiran
kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, I Dokumen
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. . Tidak Surat
Surat Pehgantar Ke BKD S menit Pengantar Ke
; Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Ya + Lampiran Dokumen BKD +
memproses surat usulan kenaikan gaji berkala golongan IV/a Lampiran
keatas yang telah ditandatangani Kepal Biro. Dokumen
C) Surat Pengantar Ke BKD Penomoran
) K 5 menit Surat
8 [Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan + Lampiran Dokumen Pengantar Ke
kenaikan gaji berkala golongan 1V/a keatas dan mengirimkan ke BKD +
BKD. Lampiran







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,.MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN CUTI BESAR

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS
2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan PemberianCuti PNS

1. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN CUTI BESAR

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengadministrasi Keterangan
Kepala Bagian Kasubbag . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Dokumen: Surat Di isi S
Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Pengantar, |5i)05|s! urat +
untuk memproses usulan cuti besar. Karpeg, SK CPNS, ' ampiran
1 5 menit Dokumen
SK PNS, SK
Pangkat terakhir,
KGB terakhir, DP3
2thn
Menerima usulan cuti besar dan melakukan verifikasi kemudian ¥ Disposisi Surat +
memerintahkan pengadministrasi kepegawaian membuat Disposisi Surat + . Lampiran
2 - oot ) 20 menit
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Jika tidak lengkap, Lampiran Dokumen
pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen. Dokumen
3 |Membuat usulan cuti besar kemudian mengajukannya kepada 2 Disposisi Surat + lgrea:t::tr:rt
Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk mendapatkan L . g )
ersetujuan | ampiran Ke BKD + Lampiran
b J . ) . . 4 Dokumen Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Draft Surat Paraf Draft Surat
4 |suratusulan cuti besar. Jika tidak, mengembalikan kepada Ya Tidak Pengantar Ke 5menit |Pengantar Ke BKD
pengadministrasi kepegawaian untuk diperbaiki. BKD + Lampiran + Lampiran
Dokumen Dokumen
Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada I Tidak Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
> |surat usulan cuti besar. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar.Ke BKD| 5 menit Pengantar.Ke BKD
Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk diperbaiki. + Lampiran + Lampiran
Mengoreksi surat usulan cuti besar. Jika setuju, memberikan Paraf Draft Surat Surat Pengantar
6 |tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk Ya Pengantar Ke BKD| 5 menit Ke
. . . N - + Lampiran BKD + Lampiran
diproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada
Lidak ] Surat P ; Surat Pengantar
7 |Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk y uraK eBan;n ar 5 menit Ke
memproses surat usulan cuti besar yang telah ditandatangani Ya € ) BKD + Lampiran
Karo. + Lampiran Dokumen
Dokumen
Surat P ; Penomoran Surat
8 |Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat uraK Zan;n ar 5 menit |Pengantar Ke BKD
usulan cuti besar dan mengirimkan ke BKD. e ' + Lampiran
+ Lampiran
Dokumen

Dokumen




~

%S
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PEMBUATAN USULAN KARIS/KARSU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Rl No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Rl No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN KARIS/KARSU

Mutu Baku
. Pelaksana
No. Uraian Prosedur — _ Keterangan
. Pengadministrasi .
Kepala Bagian Kasubbag Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat Disposisi Surat +
untuk ‘ ’ Pengantar, Laporan| 5 menit Lampiran
memproses usulan Karis/Karsu. Perwakinan Dokumen
Pertama, CopyAkte
Nikah, Pas Foto
2 |Menerima usulan Karis/Karsu dan melakukan verifikasi dan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
validasi. Jika dokumen lengkap kemudian memerintahkan Lampiran Lampiran
pengadministrasi kepegawaian membuat pengantar untuk Dokumen Dokumen
diteruskan ke BKD. Jika tidak lengkap, pengembalian ke Biro 20 menit
untuk kelengkapan dokumen.
3 [Membuat usulan Karis/Karsu kemudian mengajukannya N/ Disposisi Surat + Draft Surat
kepada Kasubbag untuk mendapatkanpersetujuan. Lampiran Pengantar Ke
Dokumen BKD + Lampiran
] Dokumen
4 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Draft Surat Paraf Draft Surat
surat usulan Karis/Karsu. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke BKD | 5 menit |Pengantar Ke BKD
pengadministrasi kepegawaian untukdiperbaiki. + Lampiran + Lampiran
Dokumen Dokumen
N
5 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
surat usulan Karis/Karsu. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke 5 menit |Pengantar Ke BKD
KasubbagTU Biro dan Pimpinan untuk diperbaiki. BKD + Lampiran + Lampiran
Dokumen Dokumen
6 |Mengoreksisurat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, memberikan Paraf Draft Surat Surat
tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk Pengantar Ke Pengantar Ke BKD
diproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag BKD + Lampiran 5 menit + Lampiran
untuk diperbaiki. Dokumen Dokumen
7 |[Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Y Surat PengantarKe Surat Pengantar
memproses surat usulan Karis/Karsu yang telah ditandatangani 1 BKD + Lampiran 5 menit Ke BKD +
Karo. / Dokumen Lampiran
Dokumen
8 |Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan Surat Pengantar Ke Penomoran Surat
Karis/Karsudan mengirimkan ke BKD. L BKD + Lampiran 5 menit |Pengantar Ke BKD
T_‘ﬁ Dokumen + Lampiran
Dokumen




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP PEMBUATAN USULAN TASPEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Rl No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No.8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN TASPEN

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur . _ Keterangan
. Pengadministrasi
Kepala Bagian Kasubbag ] Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat Disposisi Surat +
untuk memproses usulan Taspen. < ’ Pengantar, Karpeg, $ menit Lampiran
SK CPNS, SK PNS, SK Dokumen
Pangkat terakhir, dll
2 [Menerima usulan Taspen dan melakukan verifikasi dan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
validasi. Jika dokumen lengkap kemudian memerintahkan Lampiran 20 menit Lampiran
pengadministrasi kepegawaian membuat pengantar untuk Dokumen Dokumen
diteruskan ke BKD. Jika tidak lengkap, pengembalian ke Biro
untuk kelengkapan dokumen.
3 |Membuat usulan Taspen kemudian mengajukannya kepada Disposisi Surat + Draft Surat
Kasubbag Lampiran Pengantar Ke
TU Biro dan Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Dokumen BKD + Lampiran
Y ! Dokumen
4 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Draft Surat Paraf Draft Surat
surat usulan Taspen. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar KeBKD |5 menit [ Pengantar Ke BKD
pengadministrasi kepegawaian untuk diperbaiki. + Lampiran + Lampiran
Y_ Dokumen Dokumen
5 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
surat usulan Taspen. Jika tidak, mengembalikan kepada Pengantar Ke |5 menit | Pengantar Ke BKD
Kasubbag TU Biro dan Pimpinanuntuk diperbaiki. BKD + Lampiran + Lampiran
1 Dokumen Dokumen
6 |Mengoreksi surat usulan Taspen. Jika setuju, memberikan Paraf Draft Surat Surat Pengantar Ke
tanda tangan dan menyerahkan kembali kepada Kabag untuk Pengantar Ke [5 menit BKD + Lampiran
diproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag BKD + Lampiran Dokumen
untuk diperbaiki. Dokumen
7 |Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk \I/ Surat Pengantar Ke Surat Pengantar Ke
memproses surat usulan Taspen yang telah ditandatangani BKD + Lampiran [5 menit BKD + Lampiran
Karo. . Dokumen Dokumen
8 |Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan Surat Pengantar Ke Penomoran Surat
Taspen dan mengirimkan ke BKD. BKD + Lampiran [5 menit | Pengantar Ke BKD
Dokumen + Lampiran
Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROSEDUR PEMBUATAN USULAN PENGANGKATAN
Nama SOP CPNS KE PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No.8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN PENGANGKATAN CPNS KE PNS

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Uraian Prosedur . _
. Pengadministrasi
Kepala Bagian Kasubbag . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Disposisi Surat +
untuk memproses usulan pengangkatan CPNS ke PNS. ( ) Surat Pengantar, SK Lampiran
CPNS, SPMT, Surat [5 menit Dokumen
Tanda Lulus Diklat
Prajabatan (LPJ),
DP3,Surat Hasil
Pengujian Kesehatan,
Surat Keterangan
Bebas dari Narkoba
2 [Menerima usulan pengangkatan CPNS ke PNS dan melakukan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
verifikasi dan validasi. Jika dokumen lengkap kemudian Lampiran 20 menit Lampiran
memerintahkan pengadministrasi kepegawaian membuat Dokumen Dokumen
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Jika tidak lengkap,
pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen.
3 [Membuat usulan pengangkatan CPNS ke PNS kemudian Disposisi Surat + Draft Surat
mengajukannya kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk A Lampiran Pengantar Ke
Dokumen BKD + Lampiran
T Dokumen
4 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Draft Surat Pengantar Paraf Draft Surat
surat usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika tidak, Ke BKD 5 menit | Pengantar Ke BKD
mengembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian untuk + Lampiran Dokumen + Lampiran
diperbaiki. Dokumen
5 |Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada AV
surat usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika tidak, Paraf DraftSurat 5 menit Paraf Draft Surat
mengembalikan kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Pengantar Ke Pengantar Ke BKD
diperbaiki. BKD + Lampiran + Lampiran
Dokumen Dokumen
6 |Mengoreksi surat usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Jika N\ Paraf Draft Surat Surat Pengantar K¢
setuju,memberikan tanda tangan dan menyerahkan Pengantar Ke BKD + Lampiran
kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika BKD + Lampiran  [5 menit Dokumen

tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.

Dokumen




Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk

Surat Pengantar

Surat Pengantar Ke

memproses Ke BKD + Lampiran |5 menit BKD + Lampiran

surat usulan pengangkatan CPNS ke PNS yang telah Dokumen Dokumen

ditandatangani

Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan Surat Pengantar Penomoran Surat
Ke BKD + Lampiran |5 menit Pengantar Ke

pengangkatan
CPNS ke PNS dan mengirimkan ke BKD.

Dokumen

BKD
+




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN PENINJAUAN MASA KERJA
(PMK)

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No.8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN PENINJAUAN MASA KERJA (PMK)

No. . Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur — _ Keterangan
. Pengadministrasi
Kepala Bagian Kasubbag ] KepalaBiro| Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat
untuk memproses usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). ( ) Pengantar, Karpeg, Disposisi Surat +
SK Honor, SKCPNS, 5 menit Lampiran
SK PNS, SK Terakhir, Dokumen
DP3, SPMT, ljazah
Terakhir Riwayat
Hidup, dll
2 |Menerima usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
melakukan verifikasi dan validasi. Jika dokumen lengkap Lampiran Lampiran
kemudian memerintahkan pengadministrasi kepegawaian Dokumen 20 menit Dokumen
membuat pengantar untuk diteruskan ke BKD. Jika tidak
lengkap, pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen.
3 |Membuat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) kemudian Disposisi Surat + Draft Surat
mengajukannya kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Lampiran Pengantar Ke
Dokumen BKD + Lampiran
Dokumen
4 |Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada \p‘__'
surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Jika tidak, Draft Surat 5 menit Paraf Draft
mengembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian untuk Pengantar Ke BKD Surat Pengantar
diperbaiki. + Lampiran Ke BKD +
7 Dokumen Lampiran
N\, Dokumen
5 |Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Paraf Draft Surat Paraf Draft
surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Jika tidak, Pengantar Ke 5 menit [Surat Pengantar
mengembalikan kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk BKD + Lampiran Ke BKD +
diperbaiki. 1, Dokumen Lampiran
6 [Mengoreksi surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Paraf Draft Surat Surat Pengantar
Jika setuju, memberikan tanda tangan dan menyerahkan Pengantar Ke 5 menit Ke BKD +
kembali kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika BKD + Lampiran Lampiran
tidak, mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. Dokumen Dokumen
7 |Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk \]/ Surat PengantarKe Surat Pengantar
memproses surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) yang BKD + Lampiran 5 menit Ke BKD +
telah ditandatangani Dokumen Lampiran
Dokumen




Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan
Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan mengirimkan ke BKD.

Surat Pengantar Ke
BKD + Lampiran
Dokumen

5 menit

Penomoran
Surat Pengantar
Ke BKD +
Lampiran




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBUATAN USULAN SATYA LENCANA KARYA
SATYA

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl No.8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

No. . Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur — _ Keterangan
. Pengadministrasi
Kepala Bagian Kasubbag ] Kepala Biro| Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat
untuk memproses usulan Satya Lencana Karya Satya. ‘ > Pengantar, Karpeg, Disposisi Surat +
SK Honor, SKCPNS, 5 menit Lampiran
SK PNS, SK Terakhir, Dokumen
DP3, SPMT, ljazah
Terakhir Riwayat
Hidup, dll

2 |Menerima usulan Satya Lencana Karya Satya dan melakukan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
verifikasi dan validasi. Jika dokumenlengkap kemudian Lampiran Lampiran
memerintahkan pengadministrasi kepegawaian membuat Dokumen 20 menit Dokumen
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Jika tidak lengkap,
pengembalian ke Biro untuk kelengkapan dokumen.

3 |Membuat usulan Satya Lencana Karya Satya kemudian Disposisi Surat + Draft Surat
mengajukannya kepada Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk Lampiran Pengantar Ke
mendapatkan Dokumen BKD + Lampiran

Dokumen

4 |Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada ] Draft Surat
surat usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika tidak, \/ Pengantar Ke BKD 5 menit Paraf Draft
mengembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian untuk + Lampiran Surat Pengantar
diperbaiki. Dokumen Ke BKD +

Lampiran
X Dokumen

5 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Paraf Draft Surat Paraf Draft
surat usulan Satya Lencana Karya Satya. Jika tidak, Pengantar Ke 5 menit |Surat Pengantar
mengembalikan kepada BKD + Lampiran Ke BKD +
Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk diperbaiki. 7, Dokumen Lampiran

6 [Mengoreksi surat usulan Satya Lencana Karya Satya. Paraf Draft Surat Surat Pengantar
Jika setuju, memberikan tanda tangan dan Pengantar Ke 5 menit Ke BKD +
menyerahkan kembali kepada Kabag untuk diproses BKD + Lampiran Lampiran
lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag Dokumen Dokumen
untuk diperbaiki

7 |Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk \l/ Surat PengantarKe Surat Pengantar
memproses surat usulan Satya Lencana Karya Satya yang telah BKD + Lampiran 5 menit Ke BKD +
ditandatangani Dokumen Lampiran

Dokumen




Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan Satya
Lencana Karya Satya dan mengirimkanke BKD.

Surat Pengantar Ke
BKD + Lampiran
Dokumen

5 menit

Penomoran
Surat Pengantar
Ke BKD +
Lampiran




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 19640823 1986 011 002
PEMBUATAN USULAN MUTASI ANTAR INSTANSI DI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Rl No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

No.Undang-Undang Rl No.43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003
3. Keputusan Ka.BKN No.13 Tahun 2003
4. Kep.Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 tahun 2003

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN




URAIAN PROSEDUR PEMBUATAN USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

No. . Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur — _ Keterangan
. Pengadministrasi
Kepala Bagian Kasubbag ] Kepala Biro| Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
1 |Memberikan disposisi kepada Subbag TU Biro dan Pimpinan Dokumen: Surat
untuk memproses usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro < > Pengantar, Karpeg, Disposisi Surat +
dilingkungan Setda Provinsi. SK Honor, SKCPNS,|  5menit |  Lampiran
SK PNS, SK Terakhir, Dokumen
DP3, SPMT, ljazah
Terakhir Riwayat
Hidup, dll
2 |Menerima usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Disposisi Surat + Disposisi Surat +
Setda Provinsidan melakukan verifikasi dan validasi. Jika Lampiran Lampiran
dokumen lengkap kemudian membuat Nota Dinas ke Biro yang Dokumen 20 menit Dokumen
dituju untuk mutasi, meminta jawaban tertulis kesediaan Biro
tersebut menerima Ybs untuk mengisi kebutuhan pelaksanaan
3 [Membuat surat pengantar usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro Disposisi Surat + Draft Surat
dilingkungan Setda Provinsikemudian mengajukannya kepada Lampiran Pengantar Ke
Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk mendapatkan Dokumen BKD + Lampiran
persetujuan. Dokumen
4 [Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Draft Surat Paraf Draft
surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda W__I Pengantar Ke BKD 5 menit |Surat Pengantar
Provinsi. Jika tidak, mengembalikan kepada pengadministrasi + Lampiran Ke BKD +
kepegawaian untuk Dokumen Lampiran
N Dokumen
5 |Mengoreksi. Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada Paraf Draft Surat Paraf Draft
surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda Pengantar Ke 5 menit |SuratPengantar
Provinsi. Jika tidak, mengembalikan kepada Kasubbag TU Biro BKD + Lampiran Ke BKD +
dan Pimpinan untuk Dokumen Lampiran
6 [Mengoreksi surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro \|/ Paraf Draft Surat Surat Pengantar
dilingkungan Setda Provinsi. Jika setuju, memberikan tanda Pengantar Ke 5 menit Ke BKD +
'éa?ngan d?nbm?ny.ersf]iant.l;e?bali kepad; Iﬁibaiuntgk cab BKD + Lampiran Lampiran
iproses lebih lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kaba
unptuk diperbaiki : i i ’ Dokumen Dokumen
7 |Memerintahkan Kasubbag TU Biro dan Pimpinan untuk | Surat PengantarKe Surat Pengantar
memproses surat usulan Mutasi Dari Instansi ke Biro \1/ BKD + Lampiran 5 menit Ke BKD +
dilingkungan Setda Provinsi yang telah ditandatangani Karo. Dokumen Lampiran
Dokumen




Meminta TU Biro untuk memberikan nomor surat usulan
Mutasi Dari Instansi ke Biro dilingkungan Setda Provinsi dan
mengirimkan ke BKD.

Surat Pengantar Ke
BKD + Lampiran
Dokumen

5 menit

Penomoran
Surat Pengantar
Ke BKD +
Lampiran




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 19640823 1986 011 002

PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP PERMINTAAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 3. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

4. Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis
Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

3. SOP Pendokumentasian Dokumen

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual

akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.




URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN PERMINTAAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Karo Umum Ket.
Tata Usaha Kabag Umumdan | Kasubbag | Pendistribusi K
elengkapan | Waktu Output
dan Humas Rumah Tangga TU Surat gkap P
Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kalimantan @ surat masuk hari ) o
1. | Utara, perihal usulan tenaga ABK dari Sekd 1 hari disposisi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. ari >ekda
Mengagendakan, memberi nomor register lalu Y .
. . . . 10 pemberian
2. disampaikan ke Karo Umum dan Humas Untuk disposisi .
. . menit nomer surat
arahan lebih lanjut.
3. Menerima, meneliti dan memberikan disposisi y beri 1 di isi
kepada Kabag Umum dan Rumah Tangga pemberian 0. 1SPOSIS
nomer surat menit nomer surat
Memberikan disposisi surat tersebut dan dilansir
ke Kasubbag Tata Usaha untuk membuat draft . .
. . disposisi . Draft surat
4, surat rekomendasi pengusulan Tenaga ABK Biro, 5 menit )
_ _ nomer surat rekomendasi
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7
Membuat draft surat rekomendasi pengusulan P
Tenaga ABK Biro, sesuai dengan Peraturan Draft surat 30 Draft surat
5. Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang rekomendasi menit rekomendasi
Organisasi Perangkat Daerah
Ya
6. Memberikan koreksi dan membubuhkan paraf Draft surat 10 Pengoreksian
koordinasi Tidak . . dan paraf
I_LI rekomendasi menit koordinasi
Memberikan koreksi kembali dan membubuhkan I I oordinasi
'\l/' T Pengoreksian 10 Pengoreksian
dan paraf . dan
7. tandatangan. S t
g [ A koordinasi men tandatangan
~~~ ; ;
8. Memberikan nomor dan membubuhkan stempel v Pengoreksian 10 Pemberian
draft surat yang telah ditandatangani Karo. dan menit nomer dan
L . L tandatangan stempel
IVIETTY dITTPdIRAIT SUTdU LETSEDUL REPAUA ITTISLATTSI J Pembel’ian Penyampaian
9. terkait setelah di stempel dan diberi nomor di 15
) ) nomer dan . surat ke
Biro. menit . .
stempel instansi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN
Nama SOP STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL (SKM)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalamJabatan Struktual

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Departemen

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pendokumentasian Dokumen

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka akan
mengganggu pelaksanaan fasilitasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN TENAGA PELAKSANAAN PERMINTAAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Karo Umum Kabag Umumdan | Kasubbag | Pendistribusi Ket.
Tata Usaha Kelengkapan | Waktu Output
dan Humas Rumah Tangga TU Surat gkap P
Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kalimantan Mulai surat masuk ) ) o
1. | Utara, perihal usulan tenaga SKM ( ) dari Sekd 1 hari disposisi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. ar >ekda
Mengagendakan, memberi nomor register lalu A 4 10 emberian
2. disampaikan ke Karo Umum dan Humas Untuk disposisi . P
. . menit nomer surat
arahan lebih lanjut.
3. Menerima, meneliti dan memberikan disposisi beri 10 di isi
kepada Kabag Umum dan Rumah Tangga A 4 pemberian ) ISPOSISI
nomer surat menit nomer surat
Memberikan-disposisisurattersebut danditansir
ke Kasubbag Tata Usaha untuk membuat draft
surat rekomendasi pengusulan Tenaga SKM Biro,
disposisi Draft surat
4. sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 5 menit .
nomer surat rekomendasi
Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen
Membuat draft surat rekomendasi pengusulan e
Tenaga SKM Biro, sesuai dengan Keputusan <
5. Presiden Nomor 103 Tahl_]n 2001 tentang Draft surat 30 Draft surat
kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan . . .
. . . rekomendasi menit rekomendasi
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen
6. Memberikan koreksi dan membubuhkan paraf Ya Tidak Pengoreksian
koordinasi Draft surat 10
. . dan paraf
rekomendasi menit koordinasi
Memberikan koreksikembali dan-membubuhkan e oordinasi
7 tandatangan. J Pengoreksian 10 Pengoreksian
c dan paraf menit dan
Memberikan nomor dan membubuhkan stempel draft vI koordinasi tandatangan
8. | suratyang telah ditandatangani Karo. Pengoreksian 10 Pemberian
dan menit nomer dan
l\/lnnqupqikqn surat tersebut kepada instansi terkait tandatangan stempel
9. | setelah di stempel dan diberi nomor di Biro. y Pemberian 15 envampaian
nomer dan menit surat ke
selesal stempel instansi







S OMANTAN U
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=
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI

Nama SOP PEMERINTAH (LAKIP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan | 1. Memahami perencanaan program dan kegiatan
Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Kemampuan merencanakan kegiatan
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20/M.PAN/II/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama.
6. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.




1. SOP Pengolahan Data 1. Peraturan Perundang-undangan

2. Renstra

3. ATK
Rencana Kegiatan harus dibuat, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala | Kepala | Bagian Tim Pendistribusi Ket.
Kasubbag Biro Bagian | Bagian | Penyusun Surat Kelengkapan | Waktu Output
1. | Menerima surat masuk dari Sekretaris Daerah Surat masuk | 10menit | Disposisi
Prov Kaltara perihal Penyampaian LAKIP dan ( mulai ) dari SEKDA
Penetapan Kinerja(format terlampir),dan
mengagendakannya. J
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala Disposisi 15 Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut. menit
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga Disposisi 10menit | Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk melakukan 4 Disposisi 10menit | Disposisi
koordinasi dengan Bagian-Bagian
5. | Mendistribusikan dan mengkoordinasikan ke 4 Disposisi 60 Pengisian
Bagian-Bagian dalam rangka pengisian data. menit data-data
6. | Menerima data yang telah diiisi oleh bagian- Pengisian 2 hari Data
bagian, untuk dihimpun dan disusun sesuai y data-data
dengan format yang telah diserahkan oleh masing-
masing Bagian kemudian dimasukan ke file yang
telah tersedia.
7. | Mengkoreksi dan mengasistensi kembali Bahan- Data 1 hari Hard copy
bahan yang telah berbentuk hard copy I data
8. | Mengkoreksi dan membubuhkan tanda tangan Hard copy 120 data yang
l data menit telah di ACC




9. | Membukukan Data dan Informasi yang telah data yang 60 Membukukan
ditandatangani Kepala Biro. telah di ACC menit data

10. | Menyerahkan LAKIP BIRO KEPEGAWAIAN DAN Membukukan | 15 LAKIP
DIKLAT ke Biro Organisasi selaku Koordinator y data menit

Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja untuk
dikompilasi dan diproses.

( selesai ’




S OMANTAN U
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LBENUANTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD

5. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten Kota

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

tentang Pedoman Evaluasi

1. Memahami Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
2. Memahami Pedoman Penyusunan Peraturan Gubernur




KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyelenggaraan Rapat 1. Peraturan perundang-undangan
2. SOP Pendokumentasian Dokumen 2. Naskah Akademik
3. Komputer
4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terlambat atau tidak Disimpan sebagai data elektronik dan manual

dilaksanakan, maka tidak akan bisa dilaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala | Kepala | Bagian Tim Pendistribusi Ket.
Kasubbag Biro Bagian | Bagian | Penyusun Surat Kelengkapan | Waktu Output
1. | Menerima surat dari Sekretaris Daerah Prov Surat masuk | 10menit | Disposisi
Kaltara perihal Penyampaian LPPD dan Indikator @ dari SEKDA
Kinerja Kunci (IKK) dengan format terlampir,
kemudian diagendakan. J
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala Disposisi 15 Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut. menit
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga Disposisi 10menit | Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU Biro dan b4 Disposisi 10menit | Disposisi
Pimpinan untuk melakukan koordinasi dengan
Bagian-Bagian
5. | Mendistribusikan dan mengkoordinasikan ke - Disposisi 60 Pengisian
Bagian-Bagian dalam rangka pengisian data menit data-data
6. | Menerima data yang telah diiisi oleh bagian- Pengisian 2 hari Data
bagian, untuk dihimpun dan disusun sesuai data-data
dengan format yang telah diserahkan oleh masing-
masing Bagian kemudian dimasukan ke file yang
telah tersedia.
7. | Bahan-bahan yang telah berbentuk hard copy Data 1 hari Hard copy
diajukan kembali ke Bagian-Bagian untuk dikoreksi l data
dan diasistensi AN
8. | Mengkoreksi dan menandatangani hasil koreksi | | Hard copy 120 data yang
dan asistensi kabag data menit telah di ACC




9. | Membukukan Data dan Informasi yang telah data yang 60 Membukukan
ditandatangani Kepala Biro. telah di ACC menit data

10. | Menyerahkan LPPD BADAN KEPEGAWAIAN Membukukan | 15 LAKIP
DAERAH ke Tim Penyusun LPPD untuk h data menit

dikompilasi dan diproses.

( selesai '




S OMANTAN U
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LBENUANTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA ALOKASI

Nama SOP (RADALOK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang No.1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

8. Peraturan Pemerintah no.56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

1. Memahami Proses Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi




Daerah.

10. Peraturan Pemerintah No. 8 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan Gubernur Kaltara
2. LCD Projector
3. Komputer
4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Peraturan Gubernur harus dapat disosialisasikan, jika tidak PNS tidak akan
mengetahui pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DANA ALOKASI (RADALOK)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala | Kepala | Bagian- | Pengelola | Pendistribusi Ket.
Kasubbag Biro Bagian | Bagian | Keuangan Surat Kelengkapan | Waktu Output

1. | Menerima surat dari Sekretaris Daerah Prov Surat masuk | 10menit Disposisi
Kaltara cq. Biro Bangda perihal Penyampaian dan dari SEKDA
pengisian Radalok pertriwulan, satu semester dan mmulai
satu tahun anggaran dengan format terlampir,
kemudian diagendakan.

2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala Disposisi 15 Disposisi
Biro selaku KPA untuk arahan lebih lanjut. menit

3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga : Disposisi 10menit Disposisi

4. | Mendisposisikan keKasubbag TU untuk melakukan ¥ Disposisi 10menit Disposisi
koordinasi dengan Bagian-Bagian

5. | Mendistribusikan dan mengkoordinasikan ke 4 Disposisi 60 Pengisian
Bagian-Bagian dalam rangka pengisian data menit data-data

6. | Menerima data yang telah diiisi oleh bagian- Pengisian 2 hari Data
bagian, untuk dihimpun dan disusun sesuai data-data
dengan format yang telah diserahkan oleh masing- <
masing Bagian kemudian dimasukan ke file yang
telah tersedia.

7. | Mengoreksi dan mengasistensi bahan-bahan yang Data 1 hari Hard copy
telah berbentuk hard copy diajukan kembali ke l data
Bagian-Bagian . +

8. | Mengoreksi dan menandatangani. > Hard copy 120 data yang

l data menit telah di ACC




9. | Membukukan data dan informasi yang telah ACC data 60 Pembukuan
ditandatangani Kepala Biro. menit Data
10. | Menyerahkan Radalok BADAN KEPEGAWAIAN Pembukuan 15 Penyerahan
y Data menit Radalok

DAERAH ke Biro Bangda untuk dikompilasi dan
diproses.

‘ selesai ’




S OMANTAN U

-

=

LBENUANTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS Jo
Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang,
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan Gaji PNS Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan kesebelas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977.

6. Keputusan BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan

1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan




Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000.
7. Pergub. Kaltara ...

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengolahan Data

1.

2.
3.
4

Rencana pelaksanaan kegiatan

Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Komputer

ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila monitoring pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak akan
diketahui sejauh mana perkembangan suatu kegiatan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kebala P dministrasi Ket.
Kasubbag | Kepala Biro p. engadministras Kelengkapan Waktu Output
Bagian Kepegawaian
1. | Menerima nota dinas dari BADAN KEPEGAWAIAN Nota Dinas 5 menit Disposisi
DAERAH perihal menindaklanjuti surat edaran dari Biro
BKD mengenai penyampaian usulan Kenpa. ‘ mulai ’
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala = Disposisi 10 menit Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut.
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga — Disposisi 5 menit Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk melakukan ' ! Disposisi 10 menit Disposisi
monitoring di buku penjagan kenaikan pangkat
PNS di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5. | Memerintahkan pengadministrasi kepegawaian = Disposisi 45 menit | Rekapitulasi
unuk merekapitulasi PNS yang akan naik pangkat PNS
periode April dan Oktober
6. | Menyerahkan nama-nama PNS yang akan naik Rekapitulasi 5 menit | Nama-nama
pangkat ke Kasubbag TU o PNS PNS
7. | Menginformasikan pada PNS yang akan naik | Nama-nama 2 hari Penginform
pangkat untuk melengkapi syarat berkasnya I PNS asian
kepada PNS
8. | Menyerahkan berkas yang telah lengkap kepada /\ Penginforma | 60 menit | Penyerahan
Pengadministrasi kepegawaian untuk dibuatkan NP g sian kepada Berkas
surat rekomendasi yang ditandatangani kepala l PNS

Biro




9. | Menandatangani Surat Rekomendasi, setelah itu Penyerahan 15 menit Surat
diserahkan ke Kasubbag TU Berkas Rekomen

dasi

10 | Menyerahkan ke caraka untuk mengirimkan surat ! Surat 15 menit Surat
rekomendasi beserta berkas kenpa PNS ke BIRO : Rekomendas Rekomen

KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT untuk diproses. ( selesai ) [ dasi




S OMANTAN U
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LBENUANTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,.MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan Gaji PNS Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan kesebelas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui sistem dan prosedur pemerintahan
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Kuesioner
Jaringan Internet
Komputer

ATK

PwnN




Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui tingkat kinerja SKPD dan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kabupaten/Kota




URAIAN PROSEDUR USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Kegiatan Kepala Pengadministra
Kasubbag | Kepala Biro p. . & . Kelengkapan Waktu Output
Bagian si Kepegawaian
1. | Menerima nota dinas dari BADAN KEPEGAWAIAN Nota Dinas 5 menit Disposisi
DAERAH perihal tindaklanjut surat edaran BKD dari Biro
mengenai penyampaian usulan Kenaikan gaji ‘ mulai ,
berkala
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala = Disposisi 10 menit Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut.
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga — Disposisi 5 menit Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk melakukan 3 Disposisi 10 menit Disposisi
monitoring di buku penjagan kenaikan gaji berkala
PNS di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5. | Memerintahkan pengadministrasi kepegawaian = Disposisi 45 menit | Rekapitulasi
unuk merekapitulasi PNS yang akan naik gaji PNS
berkala
6. | Menyerahkan nama-nama PNS yang akan naik gaji Rekapitulasi 5 menit | Nama-nama
berkala ke Kasubbag TU P PNS PNS
7. | Menginformasikan pada PNS yang akan naik gaji Nama-nama 2 hari Penginform
berkala untuk melengkapi syarat berkasnya PNS asian
kepada PNS
8. | Menyerahkan berkas yang telah lengkap kepada /'\ Penginforma | 60 menit | Penyerahan
Pengadministrasi Kepegawaian untuk dibuatkan A sian kepada Berkas
surat rekomendasi yang ditandatangani kepala l PNS

Biro




9. | Menandatangani Surat Rekomendasi, setelah itu Penverahan Surat
diserahkan ke Kasubbag TU v 15 menit Rekomen

Berkas .

dasi

10 | Menyerahkan ke caraka untuk mengirimkan surat | Surat Surat
rekomendasi beserta berkas kenaikan gaji berkala : Rekomendas 15 menit Rekomen

PNS ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH untuk ( selesai ) i dasi

diproses.




S OMANTAN U
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENETAPAN PEMBERIAN UJIN CUTI PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo.
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil, tanggal 23 Desember 1976.

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
Materi/bahan fasilitasi
Komputer

ATK

PwnN




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila fasilitasi kegiatan tidak dilaksanakan, maka program kegiatan yang telah
disusun perencanaannya tidak akan berjalan dengan maksimal.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENETAPAN PEMBERIAN LJIN CUTI PNS

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan L. .| PNSyang | Sub Bag. Ket.
K | K | P
Kasubbag ePa a epf:\ @ engadmmls.trasn Melakukan | Arsip & Kelengkapan Waktu Output
Biro Bagian Kepegawaian . . .
Cuti Ekspedisi
1. | Menerima nota dinas dari BADAN KEPEGAWAIAN Nota Dinas dari | 5 menit | Disposisi
DAERAH perihal tindaklanjut surat edaran BKD ( ) Biro
mengenai penetapan pemberian ijin cuti PNS
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala Disposisi 10 Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut. menit
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga. Disposisi 5 menit | Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk \ 4 Disposisi 10 Disposisi
melakukan monitoring di buku penjagan cuti PNS menit
di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5. | Melakukan monitoring di buku penjagaan cuti { Disposisi 45 Rekapitulasi PNS
PNS, setelah itu Kasubbag TU memerintahkan menit
pengadministrasi kepegawaian untuk
berkoordinasi dengan PNS yang akan mengajukan
cuti, selanjutnya PNS yang akan cuti direkapitulasi
6. | Menyerahkan nama-nama PNS yang akan Rekapitulasi PNS | 5 menit | Nama-nama PNS
mengajukan cuti ke Kasubbag TU
7. | Menginformasikan pada PNS yang akan ijin cuti \4 Nama-nama PNS | 2 hari Penginformasian
untuk melengkapi persyaratan berkasnya l kepada PNS
8. | Menyerahkan berkas persyaratan cutinya ke Penginformasian | 60 Penyerahan
Pengadministrasi kepegawaian untuk dibuatkan kepada PNS menit Berkas

surat rekomendasi yang ditandatangani kepala
Biro




9. | Menandatangani Surat Rekomendasi, setelah itu Penyerahan 15 Surat
diserahkan ke Kasubbag TU untuk selanjutnya Berkas menit Rekomendasi
dilakukan penomoran di sub bagian arsip &
eksepedisi Biro Umum

10. | Memberikan penomoran lalu diserahkan ke Surat 15 Pemberian
Kasubbag TU Rekomendasi menit nomer

11. | Menyerahkan ke caraka untuk mengirimkan surat Pemberian 15 Penyerahan
rekomendasi beserta berkas ijin cuti PNS ke nomer menit Surat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH untuk diproses. Rekomendasi

Cuti




S OMANTAN U
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGUSULAN PENETAPAN SATYA LENCANA KARYA
Nama SOP SATYA PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1959 tentang tentang tanda-tanda
kehormatan

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo.
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 tentang tanda kehormatan tanda
Satyalencana Karya Satya

1. Memahami prosedur perencanaan kegiatan
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rencana pelaksanaan kegiatan
2. Data/bahan hasil monitoring
3. Komputer




4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila evaluasi pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak dilaksanakan, maka tidak
akan diketahui permasalahan yang dihadapi, dan tidak dapat dihasilkan rencanan
tindak lanjut untuk kegiatan ke depan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENGUSULAN PENETAPAN SATYA LENCANA KARYA SATYA PNS

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan L. . Sub Bag. Ket.
Kasubbag KePaIa Kep:a la Pengadmmls.tram P!\Is yang Arsip & Kelengkapan Waktu Output
Biro | Bagian Kepegawaian diusulkan ..
Ekspedisi
1. | Menerima nota dinas dari BADAN KEPEGAWAIAN Nota Dinas dari 5 menit | Disposisi
DAERAH perihal tindaklanjut surat edaran BKD Biro
mengenai pengusulan penetapan Satya Lencana
Karya Satya l
2. | Mengagendakan surat masuk tersebut ke Kepala Disposisi 10 Disposisi
Biro untuk arahan lebih lanjut menit
3. | Mendisposisi ke Kabag Umum dan Rumah Tangga Disposisi 5 menit | Disposisi
4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk \ 4 Disposisi 10 Disposisi
melakukan monitoring di buku penjagan masa menit
kerja PNS di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5. | Memerintahkan pengadministrasi kepegawaian { Disposisi 45 Rekapitulasi PNS
merekapitulasi PNS yang memiliki masa kerja 10, menit
20 dan 30 tahun, Setelah melakukan monitoring di
buku penjagaan masa kerja PNS
6. | Menyerahkan nama-nama PNS yang telah bekerja v Rekapitulasi PNS | 5 menit | Nama-nama PNS
selama 10, 20 dan 30 tahun ke Kasubbag TU
7. | Menginformasikan pada PNS yang akan dusulkan v Nama-nama PNS | 2 hari Penginformasian
memperoleh Satya Lencana dengan masa kerja kepada PNS
10, 20 dan 30 tahun untuk melengkapi persyaratan
berkasnya
8. | Menyerahkan berkas persyaratannya ke Penginformasian | 60 Penyerahan
Pengadministrasi kepegawaian untuk dilampirkan kepada PNS menit Berkas

dengan surat rekomendasi yang akan
ditandatangani kepala BIRO KEPEGAWAIAN DAN




DIKLAT

9. | Menandatangani Surat Rekomendasi setelah itu Penyerahan 15 Surat
diserahkan ke Kasubbag TU untuk selanjutnya Berkas menit Rekomendasi
dilakukan penomoran di sub bagian arsip &
eksepedisi Biro Umum

10. | Memberikan lalu diserahkan ke Kasubbag TU Surat 15 Pemberian

Rekomendasi menit nomer

11. | Menyerahkan ke caraka untuk mengirimkan surat Pemberian 15 Penyerahan
rekomendasi beserta berkas usulan PNS nomer menit Surat
penerima Satya Lencana Karya Satya ke BIRO Selesai Rekomendasi

KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT untuk diproses.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005
menjadi Undang — Undang

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

7. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD
dan DPRD

9. Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Perubahan kedua)

1. Memahami prosedur penyelenggaraan rapat
2. Mampu menyiapkan bahan dan peralatan untuk rapat




10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres dan Wapres

Undang - Undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ danILPPD
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pelaksanaan




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitasi
Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2009 tentang Dukungan Penyelenggaraan
Pemilu tahun 2009

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi
dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Kabupaten/Kota

Permendagri Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan
Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Kepala BKN Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil
yang menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Bahan/materi rapat

2. Undangan
3. Laptop dan LCD Projector
4. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila uraian kegiatan pada SOP penyelenggaraan rapat tidak dilaksanakan, maka
pelaksanaan rapat tidak akan maksimal, dan akan memengaruhi hasil keputusan

rapat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pelaksana Mutu Baku
. . Kabag
No Uraian Keglatan Kepala Kepala Umum dan Kabag- | Pendistribusi Ket.
Tata Usaha ) Sub Kelengkapan Waktu Output
Biro . Rumah Kabag Surat
Bagian
Tangga

1. | Menerima surat dari Sekda perihal Penyusunan Surat dari Sekda | 5 menit | Disposisi
Draft awal Renja SKPD dilingkungan Setda, untuk Mulai
menyusun Rancangan Renja SKPD yang masih
bersifat indikatif dengan memperhatikan Renstra
SKPD dan prioritas Pembangunan.

2. | Mengagendakan surat tersebut ke Karo. Disposisi 10 Disposisi

menit

3. | Menerima, meneliti dan memferifikasi surat Disposisi 5 menit | Disposisi
kemudian mendisposisi ke Kabag. PPN.

4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk melakukan Disposisi 10 Disposisi
koordinasi ke Bagian-Bagian. menit

5. | Mendistribusikan dan mengkoordinasikan surat Disposisi 45 Disposisi
dimaksud ke Bagian-Bagian dalam rangka menit
penyusunan draft Renja sesuai dengan
tupoksinya.

6. | Menyerahkan ke Kasubbag TU untuk dihimpun Disposisi 360 Susunan bentuk
dan disusun dalam bentuk hard copy sesuai format menit hard copy
dari Surat edaran Sekda.

7. | Setelah dihimpun dan disusun Kasubbag TU Susunan bentuk | 120 Draft Renja
mengajukan Draft Renja ke Kabag-Kabag untuk hard copy menit
dikoreksi dan diasistensi.




8. | Menyerahkan ke Kasubbag TU hasil koreksi dan Tidak Draft Renja 10 Hasil Koreksian
asistensi Renja untuk diserahkan ke Karo. menit

9. | Memferifikasi dan mengkoreksi Renja sebelum Hasil Koreksian 60 Ferifikasi Data
ditandatangani. menit

Ya

10. | Membukukan Renja Biro yang telah Ferifikasi Data 60 Pembukuan
ditandatangani Karo. menit Renja

11. | Mendistribusikan Renja yang telah dibukukan Pembukuan 15 Distribusi Renja
Kasubbag TU sesuai dengan tempat tujuan Renja menit

diserahkan.

Selesai




S OMANTAN U

-

=

LBENUANTA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No.1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

8. Peraturan Pemerintah no.56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

w

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan




10. Peraturan Pemerintah No. 8 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan
atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Peraturan perundang-undangan
2. Materi/bahan fasilitasi
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila persiapan pelaksanaan fasilitasi/sosialisasi/bimtek belum matang, maka
pelaksanaan sosialisasi bisa tertunda atau tidak sesuai dengan harapan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Pelaksana Mutu Baku
. . Kabag
No Uraian Kegiatan Kepala Kepala Umum dan Kabag- Pendistribusi Ket.
Tata Usaha . Sub Kelengkapan Waktu Output
Biro . Rumah Kabag Surat
Bagian
Tangga

1. | Menerima surat dari Sekda perihal Juknis Surat dari SEKDA | 5 menit | Disposisi
pengisian Pra RKA dilingkungan Setda, (menyusun Mulai
Pra RKA harus selaras dengan Renja yang telah
ditetapkan )

2. | Mengagendakan surat tersebut ke Karo Disposisi 10 Disposisi

menit

3. | Menerima, meneliti dan memferifikasi surat Disposisi 5 menit | Disposisi
kemudian mendisposisi ke Kabag Umum dan
Rumah Tangga

4. | Mendisposisikan ke Kasubbag TU untuk melakukan Disposisi 10 Disposisi
koordinasi ke Bagian -Bagian menit

5. | Mendistribusikan dan mengkoordinasikan surat Disposisi 45 draft Pra RKA
dimaksud ke Bagian-Bagian dalam rangka menit
penyusunan draft Pra RKA diselarakan dengan
Renja

6. | Menyerahkan draft Pra RKA yang telah selesai draft Pra RKA 360 Susunan draft
disusun kepada Kasubbag TU untuk dihimpun dan menit Pra RKA bentuk
disusun dalam bentuk hard copy sesuai format hard copy
dari Surat edaran Sekda

7. | Mengajukan Draft Pra RKA ke Kabag/PPTK yang Susunan draft 120 Mengoreksi
telah dihimpun dan disusun untuk dikoreksi dan Pra RKA bentuk | menit Susunan draft
diasistensi hard copy Pra RKA




8. | Menyerahkan ke KTU hasil koreksi dan asistensi Tidak Mengoreksi 10 Penyerahan
Pra RKA untuk diserahkan ke Karo Susunan draft menit hasil
Pra RKA pengoreksian
draft Pra RKA
9. | Memferifikasi dan mengkoreksi Pra RKA sebelum Penyerahan 60 Ferifikasi draft
ditandatangani hasil menit Pra RKA
pengoreksian
Ya draft Pra RKA
10. | Membukukan Pra RKA Biro yang telah Ferifikasi draft 60 Pembukuan
ditandatangani Karo Pra RKA menit draft pra RKA
yang telah
ditandatangani
11. | Mengentry Pra RKA yang telah dibukukan di Biro Pembukuan 15 RKA
keuangan untuk menjadi RKA draft pra RKA menit
Selesai yang

ditandatangani




S OMANTAN U

SR

=

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

USULAN TENAGA ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
BIRO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah

2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007, Pasal 2, Penataan OPD dilakukan
melalui Anjab dan ABK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

3. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Anjab di lingkungan
Depdagri dan Pemda

4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja di Lingkungan Depdagri dan Pemda

1. Memiliki kemampuan merancang dan menyelenggarakan fasilitasi
2. Mengetahui sistem dan prosedur pelaksanaan fasilitasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pendokumentasian Dokumen

1. Materi/bahan fasilitasi
Undangan

Laptop dan LCD Projector
ATK

AW




Apabila tahapan pada uraian kegiatan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan maka Disimpan sebagai data elektronik dan manual
akan mengganggu pelaksanaan fasilitasi.




URAIAN PROSEDUR USULAN TENAGA ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BIRO

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Kegiatan L. ) Kasub.bag .
Pengadministrasi | Kepala Kepala TU Biro Pendistribusi Kelengkapan Waktu Outout
Umum Biro Bagian dan Surat gkap P
Pimpinan
1. | Menerima surat dari Sekda Prov. Kaltara, perihal surat masuk dari | 1 hari Disposisi
usulan tenaga Anjab SKPD. Mulai Sekda
2. | Mengagendakan, memberi nomor register lalu disposisi 10 pemberian
disampaikan ke Karo Umum dan Humas untuk menit nomer surat
arahan lebih lanjut.
3. | Menerima, meneliti dan memberikan disposisi pemberian 10 disposisi
kepada Kabag Umum dan Rumah Tangga nomer surat menit nomer surat
4. | Memberikan disposisi surat tersebut dan dilansir disposisi nomer | 5 menit | Draft surat
ke Kasubbag Tata Usaha untuk membuat draft surat rekomendasi
surat rekomendasi pengusulan Tenaga Anjab Biro,
sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2005
5. | Membuat draft surat rekomendasi pengusulan Draft surat 30 Draft surat
Tenaga Anjab Biro, sesuai dengan Permendagri rekomendasi menit rekomendasi
Nomor 4 Tahun 2005
6. | memberikan koreksi dan membubuhkan paraf Draft surat 10 Pengoreksian
koordinasi rekomendasi menit dan paraf
koordinasi




Memberikan koreksi kembali dan membubuhkan Pengoreksian 10 Pengoreksian
tandatangan. Tidak dan paraf menit dan
koordinasi tandatangan
Memberikan nomor dan membubuhkan stempel Ya Pengoreksian 10 Pemberian
draft surat yang telah ditandatangani Karo. dan menit nomer dan
tandatangan stempel
Menyampaikan surat tersebut kepada instansi Pemberian 15 Penyampaian
terkait setelah di stempel dan diberi nomor di Biro. nomer dan menit surat ke
Selesai stempel instansi




S AMANTAN U

=
ERRASST

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
BIRO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Prov. Kaltara ...

1. Mampu menelaah Surat
2. Mampu mengosep surat

3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas

1. Peraturan perundang-undangan

2. Komputer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan

memengaruhi kegiatan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




URAIAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BIRO

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Kegiatan Kasubbag
Pengadministrasi | Kepala Kepala TU Biro Tenaga
Umum Biro Bagian dan Anjab Kelengkapan Waktu Output
Pimpinan
1. | Menerima nota dinas dari BADAN Terima nota 5 menit | Disposisi
KEPEGAWAIAN DAERAH perihal surat edaran ulal dinas
BKD mengenai usulan kebutuhan dan pengisian mulai
formasi pegawai dengan form terlampir.
2. | Mengagendakan surat ke Karo Umum dan Humas Disposisi 5 menit | Disposisi
3. | Menerima, meneliti dan memberikan disposisi ke v Disposisi 15 Disposisi
Kabag Umum dan Rumah Tangga menit
4. | Mendisposisi Kasubbag TU Biro dan Pimpinan. y Disposisi 5 menit | Disposisi
5. | Menerima disposisi Kabag Umum dan Rumah l Disposisi 5 menit | Disposisi
Tangga
6. | Memerintahkan Pengadmisistrasi Kepegawaian Disposisi 1-5 hari | Rekapitulasi
Biro untuk mendata, merakapitulasi jumlah Y jumlah
pegawai, menghitung jumlah kebutuhan pegawai pegawai
struktural maupun fungsional sesuai dengan
Permen PAN Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS
untuk Daerah dan form yang ada serta l l
berkoordinasi dengan pihak terkait.




7. | Mengoreksi dan membubuhkan paraf setelah form i Rekapitulasi 10 Koreksi dan
selesai diisi dan direkapitulasi oleh Tidak jumlah pegawai | menit pemberian
Pengadministrasi Kepegawaian. I I paraf

8. | Memberikan koreksi kembali dan menandatangani -I— Koreksi dan 15 Koreksi dan
berkas form yang telah diparaf hierarki oleh pemberian paraf | menit pemberian
Kasubbag TU dan Kabag Umum dan Rumah Tangga tandatangan

Ya berkas

9. | Membawa berkas form yang telah ditandatangani Koreksi dan 10 Registrasi dan
Karo ke Biro Umum untuk diregister dan 3 pemberian menit penomeran
penomoran surat. Setelah diregister dan dinomori, | — ] tandatangan surat
berkas form tersebut diserahkan ke Kasubbag TU berkas

10. | Memerintahkan pengadministrasi surat untuk Registrasi dan 5 menit | Mengantar
mengantar berkas form yang telah lengkap ke \ 4 penomeran berkas
instansi terkait. | _I| surat

11. | Mengantar berkas form yang telah lengkap ke Mengantar 25 Mengantar
instansi terkait. i berkas menit berkas ke

instansi




S AMANTAN U

=
ERRASST

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP LINGKUNGAN BIRO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perda Prov. Kaltara ...

1. Mampu menelaah Surat
2. Mampu mengosep surat
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas

1. Peraturan perundang-undangan
2. Komputer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan
memengaruhi kegiatan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

19640823 1986 011 002

PELAKSANNAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI




URAIAN PROSEDUR PELAKSANNAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BIRO

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Kegiatan Kasubbag
Pengadministrasi Kepala Kepala TU Biro Biro Tim Arsip
Umum Biro Bagian dan Umum Biro Kelengkapan | Waktu Output
Pimpinan
1. | Menerima surat dari Sekda Prov. Kaltara, perihal Surat dari 5 menit | Disposisi
pelaksanaan Pengelolaan Arsip Biro. SEKDA
mulai
2. | Mengagendakan surat ke Karo Umum dan Disposisi 5 menit | Disposisi
Humas
3. | Menerima, meneliti dan memberikan disposisi v Disposisi 10 Disposisi
ke Kabag Umum dan Rumah Tangga menit
4. | Mendisposisi Kasubbag TU. Y Disposisi 5 menit | Disposisi
5. | Menerima disposisi Kabag Umum dan Rumah v Disposisi 30 draft SK
Tangga kemudian memproses dan membuat menit- Pembentukan
draft surat SK pembentukan Tim Arsip Biro 1jam arsip
sesuai dengan Perda Prov. Kaltara
6. | Mengkoreksi dan membubuhkan paraf draft J draft SK 15 draft surat
surat yang telah dibuat. Pembentukan | menit
arsip
A 4
7. | Mengkoreksi dan membubuhkan tandatangan draft surat 15 SK Definitif
untuk menjadi SK Definitif. menit
\ 4




8. | Membawa ke Biro Umum untuk diregister dan SK Definitif 20 Penomeran
penomoran surat. Setelah diregister dan menit dan registrasi
dinomori, SK tersebut diserahkan ke Kasubbag
TU.

9. | Berkoordinasi dengan Tim Arsip Biro Atas dasar Penomeran 15 Koordinasi SK
SK tersebut dan registrasi | menit

10. | Melaksanakan pengelolaan arsip sesuai Koordinasi SK | 1-30 Pengelolaan
ketentuan. hari arsip




S AMANTAN U

=
ERRASST

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS KEGIATAN DI

Nama SOP LINGKUNGAN BIRO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

Milik Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Nota Dinas/Disposisi
2. Buku Agenda
3. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana
dengan baik

Pencatanan nomor, tanggal, perihal surat pada buku agenda




URAIAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BIRO

Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan Kasubbag ] . .

Tata Usaha KePaIa Kep:a la TU Biro dan Penginventaris | Pendistribusi Kelengkapan | Waktu Output
Biro Bagian - Barang Surat
Pimpinan

1. | Menerima surat dari Sekda Prov. Kaltara, perihal surat dari 5 menit | Disposisi
Pengelolaan Barang Inventaris Kegiatan dengan form SEKDA
terlampir dan mengagendakannya ke Karo.

2. | Menerima, meneliti dan memberikan disposisi ke Disposisi 10 Disposisi
Kabag Umum dan Rumah Tangga menit

3. | Mendisposisi Kasubbag TU Biro dan Pimpinan Disposisi 5 menit | Disposisi

4. | Menerima disposisi Kabag Umum dan Rumah Tangga Disposisi 15 Susunan
kemudian memproses dan menindaklanjuti surat menit inventaris
tersebut berkoordinasi dengan Penginventaris
Barang Biro mengenai pembuatan usulan rencana
kebutuhan barang/jasa, penyusunan rencana
kebutuhan barang/jasa, pembuatan daftar
kebutuhan barang inventaris/jasa dan penyusunan
daftar inventaris kegiatan sesuai dengan PP Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara.

5. | Merekapitulasi permintaan surat dimaksud dengan Susunan 1-5 hari | Rekapitulasi
form yang tersedia dengan mengkoordinasikan inventaris Permintaan
dengan pihak terkait. surat

6. | Mengkoreksi dan membubuhkan paraf setelah form Rekapitulasi | 15 Hasil Koreksi
selesai diisi dan direkapitulasi oleh Penginventaris Permintaan menit
Barang. surat




7. | Mengoreksi kembali dan menandatangani berkas Hasil Koreksi | 30 Koreksi
form yang telah diparaf hierarki oleh Kasubbag TU Tidak menit kembali
dan Kabag Umum dan Rumah Tangga Ya

8. | Membawa berkas form yang telah ditandatangani Koreksi 10 registrasi
Karo ke Biro Umum untuk diregister dan penomoran 3 kembali menit dan
surat. Setelah diregister dan dinomori, berkas form | | penomeran
tersebut diserahkan ke Kasubbag TU. surat

9. | Memerintahkan pengadministrasi surat untuk registrasi 5 menit | Pengantaran
mengantar berkas form yang telah lengkap ke dan berkas
Instansi terkait. penomeran

surat

10. | Mengantar berkas form yang telah lengkap ke Pengantaran | 10 Pengantaran

Instansi terkait. berkas menit berkas




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

S AMANTAN U

@ Tgl Revisi

!
ERRLNS

Tgl Efektif

2

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 19640823 1986 011 002
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Nama SOP USULAN KEBUTUHAN DAN FORMASI PEGAWAI BIRO

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permen PAN dan RB Nomor 26 Tauhn 2011 tentang Pedoman Perhitungan 1. Mampu menelaah Surat

Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah. 2. Menguasai sistem kearsipan
i.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Peraturan perundang-undangan

2. SOP Penomoran Naskah Dinas 2. Nota Dinas/Disposisi

3. ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana Disimpan sebagai data elektronik dan manual

dengan baik




URAIAN PROSEDUR USULAN KEBUTUHAN DAN FORMASI PEGAWAI BIRO

Pelaksana Mutu Baku Ket.
No Uraian Keglatan Kepala Kepala Kasubbag Pengadministrasi
Tata Usaha p p. TU Biro dan & Kelengkapan | Waktu Output
Biro Bagian L Surat
Pimpinan

1. | Menerima nota dinas dari BADAN KEPEGAWAIAN Terima nota | 5 menit Disposisi

DAERAH perihal surat edaran BKD mengenai usulan dinas

kebutuhan dan pengisian formasi pegawai dengan

form terlampir.
2. | Mengagendakan surat ke Karo Umum dan Humas Disposisi 5 menit Disposisi
3. | Menerima, meneliti dan memberikan disposisi ke A Disposisi 15 menit | Disposisi

Kabag Umum dan Rumah Tangga
4. | Mendisposisi Kasubbag TU Biro dan Pimpinan. Disposisi 5 menit Disposisi
5. | Menerima disposisi Kabag Umum dan Rumah Tangga - Disposisi 5 menit Disposisi
6. | Memerintahkan Pengadmisistrasi Kepegawaian Biro { Disposisi 1-5 hari Rekapitulas

untuk mendata, merakapitulasi jumlah pegawai, i jumlah

menghitung jumlah kebutuhan pegawai struktural ; pegawai

maupun fungsional sesuai dengan Permen PAN

Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman

Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah _l

dan form yang ada serta berkoordinasi dengan pihak I

terkait.




7. | Mengoreksi dan membubuhkan paraf setelah form 1 Rekapitulasi | 10 menit | Koreksi
selesai diisi dan direkapitulasi oleh Pengadministrasi jumlah dan
Kepegawaian. pegawai pemberian

paraf

8. | Memberikan koreksi kembali dan menandatangani Koreksi dan | 15 menit | Koreksi
berkas form yang telah diparaf hierarki oleh pemberian dan
Kasubbag TU dan Kabag Umum dan Rumah Tangga paraf pemberian

tandatanga
n berkas

9. | Membawa berkas form yang telah ditandatangani Koreksi dan | 10 menit | Registrasi
Karo ke Biro Umum untuk diregister dan penomoran pemberian dan
surat. Setelah diregister dan dinomori, berkas form tandatangan penomera
tersebut diserahkan ke Kasubbag TU berkas n surat

10. | Memerintahkan pengadministrasi surat untuk Registrasi 5 menit Mengantar
mengantar berkas form yang telah lengkap ke dan berkas
instansi terkait. penomeran

surat

11. | Mengantar berkas form yang telah lengkap ke Mengantar 25 menit | Mengantar

instansi terkait. — berkas berkas ke
p instansi




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Biro Dilingkungan Pemerintah
Daerah

1. Menguasai teknis alur surat menyurat
2. Memiliki pemahaman tentang tata naskah Biro
3. Memiliki pemahaman tentang arsip surat dan dokumentasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengarsipan Surat masuk/ Dokumentasi

1. Buku kendali surat Keluar

2. Buku kendali lembar disposisi

3. ATK

4. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan
sejenisnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan
kesulitan dalam pencarian surat dan ketidak rapian dalam pengarsipan dokumen
surat

2. Surat masuk yang bersifat Rahasia ,pengadministrasi umum hanya menerima dan
mencatat nomor/asal surat serta tanggal penerimaan surat, tidak perlu melalui

Data dan dokumen surat masuk

alur nomor 3 dan 4




SOP Surat Masuk

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ini i KET
& Pengalj:lrr:l:::straa Kasrjl::ﬁ:ata gz:?:‘ K;?ra;a Kelengkapan Waktu Output
1.| Pengadministrasi umum menerima Surat Masuk 2 Menit Surat Masuk
surat masuk ( 1 ]
2.| Pengadministrasi umum  mencatat Surat Masuk dan 5 menit Surat Masuk dan
surat masuk dalam buku kendali surat 2 Lembar Disposisi Lembar Disposisi
masuk dan pemberian lembar disposisi
serta menggandakan surat
3.| Kasubag Tata Usaha Biro memberi paraf Surat Masuk dan 5 menit Surat Masuk dan
surat masuk di lembar disposisi » 3 Lembar Disposisi Lembar Disposisi
yang sudah diparaf
4.| Sekretaris memberi paraf pada surat Surat Masuk dan 5 menit Surat Masuk dan
masuk di lembar disposisi dan dinaikan » 4 Lembar Disposisi Lembar Disposisi
ke kepala biro yang sudah diparaf
5.| Kepala dinas memberikan disposisi Surat Masuk dan 10 menit Surat Masuk dan
Surat masuk dan memberikan petunjuk »5 Lembar Disposisi Lembar Disposisi
atau arahan kepada Kabbag Tata Usaha yang sudah diparaf
Biro dan diberi
petunjuk atau
arahan kepada
bidang
6.| Kabbag biro memberi disposisi sesuai Surat Masuk dan 5 menit Surat Masuk sudah
dengan arahan kepala dinas untuk di 6 |[¢— Lembar Disposisi diberi arahan atau
tindak lanjuti kepada Kabbag dan petunjuk dari
kasubbag kepala dinas
7.| Pengadministrasi umum  mencatat A 4 Surat Masuk dan 10 menit Surat Masuk sudah
hasil disposisi kepala dinas pada buku 7 > Lembar Disposisi di catat dalam
kendali surat masuk - untuk dicatat buku kendali surat
dalam buku masuk
kendali surat
8.| Pengadministrasi umum Surat Masuk, 5 menit Surat Masuk sudah
mendistribusikan surat masuk ke Lembar Disposisi di terima sebagai
bidang dan sekretariat sesuai dengan 8 |4 dan Buku Kendali tanda terima surat
hasil disposisi kepala dinas Surat sebagai
tanda terima surat
9. Kasubbag dan Kabbag menerima surat ( 9 J Surat Masuk, 5 menit Surat Masuk sudah
masuk hasil disposisi kepala biro untuk > Lembar Disposisi di terima sebagai




di tindak lanjuti dan didokumentasikan dan Buku Kendali tanda terima surat
Surat sebagai sekaligus
tanda terima surat didokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN

Nama SOP

SURAT KELUAR

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Biro Dilingkungan Pemerintah
Daerah

1. Menguasai teknis alur surat menyurat
2. Memiliki pemahaman tentang tata naskah Biro
3. Memiliki pemahaman tentang arsip surat dan dokumentasi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengarsipan Surat Keluar / Dokumentasi

1. Buku kendali surat Keluar

Buku kendali lembar disposisi

2.
3. ATK
4,

Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan

sejenisnya

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka alur surat masuk dan surat keluar akan kesulitan
dalam pencarian surat dan ketidak rapian dalam pengarsipan dokumen surat

Data dan dokumen surat keluar




URAIAN PROSEDUR PENYSUNAN SURAT KELUAR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pengadministrasi Kepala KET
Umum Kasubag Kabag Biro Kelengkapan Waktu Output
1. .. R N
Pengadministrasi umum menerima dak Konsep surat
. 1 < Tida Konsep Surat keluar 2 menit
Konsep/Draf Surat dari Kasubbag TU ) p-u ! ! keluar
2| Kasubag TU Biro meneliti konsep suratyang Konsep Surat keluar . Konsep surat
diberikan oleh sekretaris/bidang sesuai » 2 df"” buku tata naskah | 5 menit keluar
dengan aturan tata naskah Biro Ya Biro
3. Sekretaris memberi paraf pada surat keluar
setelah di teliti oleh kasubag umum dan 3 Konsep Surat keluar 5 menit Konsep surat
kepagawaian dan dinaikkan ke kepala Biro keluar
untuk dirditandatangamni v
4.
. . . K t
Kepala Biro menanda tangani surat keluar 4 Konsep Surat keluar 5 menit kglr;?p sura
5. Kabag memberikan arahan kepada
k TU untuk diperbanyak i .
asubag TU untuk diperbanyak sesuai < Surat keluar 5 menit Surat keluar
dengan kebutuhan undangan yang akan 5
dikirimrsesuai dengantujuanmya
6. Pengadministrasi umum melakukan :
- Mencatat dalam buku kendali surat
keluar sesuai kode surat yang diatur
dalam tata naskah Biro Surat keluar, ATK, Surat keluar,
" stempel dan foto copy surar () celvar, stempel oro | 120menit | S8 o
- Menggandakan/Foto copy surat ! d, dp c] du K tasi
- Buku kendali tanda terima surat copy dan roda dua okumentast
- Mendistribusikan/kirim surat

D : [ ol ol 4 :
= FCITEd ST/ UURUTITETTLA ST
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Permen PAN dan RB Nomor 26 Tauhn 2011 tentang Pedoman Perhitungan
Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah.

1. Mampu menelaah Surat
2. Menguasai sistem kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penomoran Naskah Dinas

1. Peraturan perundang-undangan
2. Nota Dinas/Disposisi
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana
dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

USULAN KEBUTUHAN DAN FORMASI PEGAWAI BIRO




Pelaksana

Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Ket
Kepala Biro Kas:llojbag P:’;ﬁg':: :i:;;‘:: Kelengkapan Waktu Output
1. Menyampaikan informasi akan kebutuhan e Agenda 5 menit Informasi
barang untuk diusulkan masing — masing Mulai kerja/tupoksi
seksi [ ] e Informasi
2. Memeriksa kondisi fisik barang atau inventris e Agenda 15 menit Daftar
yang layak diganti atau diperbaiki oleh kerja/tupoksi kebutuhan
masing — masing seksi serta rencana L e Rancangan barang
kebutuhan barang tahun mendatang dalam A kebutuhan
rangka tuntutan kerja €
| I barang
3. Membuat rekapitulasi atas usulan masing— Rekapitulasi 60 menit Rekapitulasi
masing seksi untuk diteruskan kepada kepala l'_" kebutuhan kebutuhan
melalui Kasubbag :l I barang barang
Komputer, ATK
4. Memeriksa dan mencermati rekapitulasi Tidak Draft rekapitusai | 15 menit Draft
usulan. Jika dinilai pantas untuk diganti daftar kebutuhan rekapitusai
maka diteruskan kepada Kepala. Jika barang daftar
usulan masih dapat diservise tanpa Ya kebutuhan
mengurangi kinerja akan ditunda [ barang
5. Memeriksa dan mencermati rekapitulasi Tidak Draft rekapitusai | 10 menit Draft
usulan. lJika keuangan anggaran ada daftar kebutuhan rekapitusai
maka segera dibeli atau diperbaiki. Jika Ya barang daftar
tidak ada diusulkan sebagai prioritas kebutuhan
—
pada tahun anggaran mendatang barang
6. Menerima rekomendasi dari Kepala untuk \i/ [ I Rekomendasi/ Rekomendasi/
memasukkan kebutuhan barang prioritas l disposisi daftar disposisi daftar
kedalam rancangan usulan program kegiatan kebutuhan 3 menit kebutuhan
mendatang barang barang
7. Rapat koordinasi internal pembahasan dan [ Rekomendasi/ 240 menit Hasil rapat
penentuan kebutuhn barang l < disposisi daftar penentuan
kebutuhan kebutuhan
barang
8. Menetapkan kebutuhan barang bdalam Hasil rapat 10 menit Penetapan
rangka peningkatan kerja atau pelayanan Selesai penentuan kebutuhan
masyarakat [: kebutuhan brang




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENSTRA SUB BAGIAN
TU BIRO DAN PIMPINAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Gubernur...

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BIROPEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

1. Pedoman Penyusunan Renstra BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ;
2. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika penyusunan Renstra BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN tidak dilakukan maka
Renja Biro Umum Dan

Dokumen Renstra BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN mengacu dokumen
RPJMD serta sebagai bahan penyusunan Renja BIRO PEREKONOMIAN DAN




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA

Pelaksa Mutu
No Kegiatan Kasubag Kepala Keteranga
Pengelola TU Kabag Biro Kelengkapan Waktu Output n
Data Biro
Menerima disposisi Kepala O Surat Edaran Sekda ] 15 Agenda
1 me penyusun
untuk penyusunan Renstra nit an
o 120
Kabag melaksanakan koordinasi dengan 7 Agenda Datg usulan
i R Penyusu me kegiatan
2 | kepala bagian, kasubag TU Pimpinan dan 2 Inan nit dari bagian-
kabag meminta data usulan kegiatan Renstra bagian
Pengolah data menerima data usulan Tidak Data 2.1 Rancangan awal
3 | dari bidane. dan kasubag TU Pimpi 3 usulan 00 Matriks Renstra
ari bidang, dan kasubag impinan dari me
Kasubag TU Pimpinan memverifikasi Rancangan awal 1.2 Rancangan
4 dan Matriks Renstra 60 Matriks Renstra
. . . 4
mengolah data dari bagian-bagian Ya > :?f
Melaksanakan rapat koordinasi Rancangan Matriks 240 Rancangan
penetapan visi, misi, sasaran dan Renstra me awal dokumen
prioritas program dan target nit Renstra
5 program Biro Umum Dan Humas selama 5
5 tahun
serta penjabarannya dalam rencana
6 Rancangan 45 Rancangan
Merevisi Matriks serta menyusun awal 00 dokumen
6 draft dokumen awal Renstra Sub Bagian r—3 1dak dokumen me Renstra
TU Pimpinan hasil keputusan rapat Renstra nit
Rancang 186 Rancangan
an me akhir dokumen
dokume nit Renstra
Memaraf dan merevisi draft dokumen /<> —9@ Renstra
7 | Renstra Ya




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
No Kegiatan Rumah Kepala Keterangan
Pengelola Data Tangga Kabag Biro Kelengkapan Waktu Output
Pimpinan
b
g Kepala menandatangani RENSTRA 3 RENSTRA 20 ‘ Dokumen RENSTRA
menit
Kasubag TU Pimpinan menerima RENSTRA
yang sudah  ditandatangani  kepala, 1.960
9 | menyerahkan ke Kasubag TU Pimpinan @ B Dokumen RENSTRA n;enit Dokumen RENSTRA
untuk digandakan diarsipkan dan dikirim ke =
BAPPEDA
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci 8
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZ?At vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an § &
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

S ANIAN U

o Tanggal Revisi
AN -

Tanggal Efektif

LN}

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Muhamad Ishak, SE..MM

19640823 1986 011 002
Nama SOP i ; ;
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Peninjauan Masa Kerja PNS Kalimantan Utara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999 1. Pendidikan minimal D.llI

2. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP.11 Tahun 2002 2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4

Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS .e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan i‘i

\ "4

!e terdistribus
i

Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD
terkait

2 |Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit jusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. [Tidak] kenaikan kenaikan
Yang kemudian mendisposisikan pangkat pangkat

kepada Kepala Bidang Mutasi

terdistribus
Fungsional [

3 |Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas

Berkas 10 Berkas
kenaikan menit kenaikan

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak
lengkap / tidak memenuhi persyaratan

v
"~
L A

L




dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menitkenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan/ menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan| menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lIl ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju|menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan |menit keputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai

13 Konsep SK Bupati tentang Kenaikan | Surat 10 Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d ] keputusan |menitkeputusan




kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 |Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menitBupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 5 [Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan




Sekretaris pangkat pangkat
egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati ;~- Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 7 |Petikan SK
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Perbaikan lain - lain pada SK Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatu Sipil Negara
2. PP No. 99 Tahun 2000 Jo PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1.
2.
3.
4.
5.

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1

2
3
4

Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

Nota usul Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepala BKN Pusat

Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Presiden sesuai
dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS -e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD

\ /2

!e terdistribus
|
2 d

terkait J,

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit|usulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tiakl kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

— -0l

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist) terverifikas




6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 |Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan|menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN -E Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat




golongan lll/d kebawah pegawali pegawali
13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK




Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris > pangkat pangkat
- egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Perbaikan Masa Kerja pada SK Kenaikan Pangkat PNS
Provinsi Kaltara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatu Sipil Negara
2. PP No. 99 Tahun 2000 Jo PP No. 12 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1.
2.
3.
4.

5.

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1

2.
3
4.

Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait
Nota usul Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara
Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepala BKN Pusat

Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Presiden sesuai
dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS -e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD

\ /2

!e terdistribus
|
2 d

terkait J,

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit|usulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tiakl kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

— -0l

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist) terverifikas




6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 |Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 |Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan|menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN -E Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat




golongan lll/d kebawah pegawali pegawali
13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK




Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris > pangkat pangkat
- egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Permohonan Persetujuan Pindah Antar Instansi di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatu Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

1. Pendidikan minimal D.llI

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Persetujuan pindah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara

3. Pemindahan serta penempatan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan ,
kompetensi serta kualifikasi pendidikan PNS yang bersangkutan.

4. Keputusan Perpindahan/ penempatan PNS ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur Kaltara No. 34 Tahun 2007




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan| Petugas| SKPD | Pengad SekdaBupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS . > terdistribus
.- _ 2 i

Fungsional yang kemudian -
ditandatangani oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ
didistribusikan kepada seluruh SKPD

|
B

terkait

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menitjusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tidak] kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas

syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata




ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas
[

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lIl ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang




selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 |Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol llI/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 |Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




(]

17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 |Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala ;~- tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 |Petikan SK
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 7 |Petikan SK
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menit Bupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan
Utara Golongan Ruang lll/b ke bawah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentag
Kenaikan Pangkat

Pendidikan minimal D.IlI

1.

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

1

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait
Nota usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

2.
3. Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepla BKN Pusat
4.  Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oelh Presiden sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP:

Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil | Kepala | Bidang Mutasi dan Petugas SKPD  |Pengadmini| Sekda | Bupati Propinsi | BKN | Kelengkapan | Waktu Output
BKD Mutasi Pensiun terkait strasian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun suratedaran Surat Edaran |30 menitSurat edaran
perihal Batas waktu penerimaan usul kenaikan terdistribusi
pangkat PNS Fungsional yang kemudian
ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian .%* >

Daerah untuk kemudian didistribusikan kepada
seluruh SKPD terkait

2

2 |Kepala BKD menerima usulan kenaikan pangkat dari ~ Surat usulan |15 menitSurat usulan
SKPD kemudian mendisposisikan kepada Sekretaris. '- kenaikan kenaikan
'Yang kemudian mendisposisikan kepada Kepala -i pangkat pangkat
Bidang Mutasi Fungsional terdistribusi

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional mendisposisikan Lembar 5 menit Lembar
kepada Kepala Sub Bidang Jabatan dan disposisi disposisi
Kepangkatan Fungsional

4 Kepala Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan ] |Tidak/ Berkas usulan |5 menit Berkas usulan
Fungsional menyerahkan berkas usulankepada —ﬁ}- kenaikan kenaikan
pemroses kenaikan pangkat PNS Fungsional \|/ pangkat pangkat

5 |Pemroses memeriksa kelengkapan dan syarat - Berkas 10 menitBerkas
kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuanyang persyaratan persyaratan
berlaku ( menggunakan Form Checklist ) Ya J terverifikasi

6 |Berkas kenaikan pangkat yang tidak lengkap / tidak Berkas 10 menitBerkas
memenuhi persyaratan dikembalikan ke SKPD terkait kenaikan kenaikan

pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang lengkap dan A4 Berkas 10 menitBerkas
memenuhi syarat kemudian di entry dalam program kenaikan kenaikan
SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Persetujuan Nota 7 menit Nota
Teknis tentang Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan Persetujuan

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat Nota 5 menit Nota
PNS Fungsional untuk jabatan fungsional Golongan Il Persetujuan Persetujuan

dan Ill ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian




10 Bidang Mutasi PNS Fungsional memberi stempel Nota 2 menit Nota
pada nota persetujuan teknis Kenaikan Pangkatyang Persetujuan Persetujuan
sudah ditandatangani
11 Nota Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat e Nota 15 menitBerkas
PNS fungsional Gol Il dan lll/d kebawah dikirim Persetujuan kelengkapan
kepada BKN untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat terkirim ke
dengan dilampiri surat pengantar yangditandatangani pengantar BKN
oleh Kepala BKD
12 |Nota Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat Surat 7 menit Surat
PNS Fungsional yang sudah diverifikasi baik oleh keputusan keputusan
BKN sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya Bupati tentang Bupati tentang
dibuatkan konsep keputusan kepada Bupati untuk kenaikan kenaikan
golongan I1l/d kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS Surat 10 menitSurat
Fungsional Gol Ill/d kebawah diverifikasi oleh Kepala keputusan keputusan
Sub Bidang Kepangkatan Fungsional, dan diparaf Bupati tentang Bupati tentang
Kepala Bidang Mutasi PNS Fungsional dan Sekretaris kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan Surat 5 menit Surat
proses verifikasi dan paraf pada konsep SKBupati N keputusan keputusan
tentang Kenaikan Pangkat PNS Fungsional 1 Bupati tentang Bupati tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 menit Surat
Pegawai kemudian dikirim ke Sekda untuk keputusan keputusan
ditandatangani oleh Bupati Bupati tentang Bupati tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandatanga
ni Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawaiyang Surat 5 menit Petikan SK
sudah ditandatangani Bupati kemudian dibuatkan keputusan Bupati tentang
Petikan SK Bupati oleh Bidang Mutasi Bupati tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Petikan SK 5 menit |Petikan SK
diverifikasi dan diparaf Kepala Sub Bidang Mutasi S Bupati tentang Bupati tentang
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi Fungsional dan 1 - kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat

pegawai pegawai

18 [Kepala Badan Kepegawaian Daerah menandatangani Petikan SK 5 menit [Petikan SK
Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Bupati tentang Bupati tentang
Pegawai Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/dkebawah kenaikan kenaikan

pangkat pangkat

pegawai pegawai
Tertandatanga
ni Kepala BKD

19 [Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Petikan SK 7 menit [Petikan SK
Pegawai kemudian disampaikan ke masing-masing Bupati tentang Bupati tentang
SKPD kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
pegawai pegawai




Nomor SOP

5

e Tanggal Pembuatan

ot N
b, <
HEAR ot

Tanggal Revisi

K};‘_‘r_;‘i Foi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

Nama SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota di

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Wilayah Kalimantan Utara Golongan Ruang lllic

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 12 1. Pendidikan minimal D.IlI
Tahun 2012 Tentag Kenaikan Pangkat 2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Nota usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

3. Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepla BKN Pusat

4. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oelh Presiden sesuai
dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS -e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD

\ /2

!e terdistribus
|
2 d

terkait J,

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit|usulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tiakl kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

— -0l

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist) terverifikas




6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 |Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 |Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan|menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN -E Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat




golongan lll/d kebawah pegawali pegawali
13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK




Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris > pangkat pangkat
- egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali




Nomor SOP

emint Tanggal Pembuatan
I&\: Tanggal Revisi

g

et Tanggal Efektif

¢

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE..MM

19640823 1986 011 002
Nama SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota di
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Wilayah Kalimantan Utara Golongan Ruang lll/d
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 12 1. Pendidikan minimal D.llI

Tahun 2012 Tentag Kenaikan Pangkat Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

2.
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Nota usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

3. Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepla BKN Pusat

4. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oelh Presiden sesuai
dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS -e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD

\ /2

!e terdistribus
|
2 d

terkait J,

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit|usulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tiakl kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

— -0l

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist) terverifikas




6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 |Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan|menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN -E Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat




golongan lll/d kebawah pegawali pegawali
13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK




Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris > pangkat pangkat
- egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan
Utara Golongan Ruang IV/a - IV/b

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 Tentag
Gaiji Pokok

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Tentag
Kenaikan Pangkat

Pendidikan minimal D.IlI

1.

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian

1

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Nota usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

3. Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepla BKN Pusat

4.  Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oelh Presiden sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP:

Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil | Kepala | Bidang Mutasi dan Petugas SKPD  |Pengadmini| Sekda | Bupati Propinsi | BKN | Kelengkapan | Waktu Output
BKD Mutasi Pensiun terkait strasian
Umum
1 Bidang Mutasi Fungsional menyusun suratedaran Surat Edaran {30 menitSurat edaran

perihal Batas waktu penerimaan usul kenaikan
pangkat PNS Fungsional yang kemudian
ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian
Daerah untuk kemudian didistribusikan kepada
seluruh SKPD terkait

\ /4

_ 3

terdistribusi

2 |Kepala BKD menerima usulan kenaikan pangkat dari ~ Surat usulan 15 menitSurat usulan
SKPD kemudian mendisposisikan kepada Sekretaris. - - kenaikan kenaikan
Yang kemudian mendisposisikan kepada Kepala -i pangkat pangkat
Bidang Mutasi Fungsional terdistribusi

3 |Kepala Bidang Mutasi Fungsional mendisposisikan Lembar 5 menit Lembar
kepada Kepala Sub Bidang Jabatan dan disposisi disposisi
Kepangkatan Fungsional

4 Kepala Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan | I Tidakl Berkas usulan |5 menit Berkas usulan
Fungsional menyerahkan berkas usulankepada _>- kenaikan kenaikan
pemroses kenaikan pangkat PNS Fungsional J/ pangkat pangkat

5 |Pemroses memeriksa kelengkapan dan syarat - Berkas 10 menitBerkas
kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuanyang persyaratan persyaratan
berlaku ( menggunakan Form Checklist ) Ya ] terverifikasi

6 |Berkas kenaikan pangkat yang tidak lengkap / tidak Berkas 10 menitBerkas
memenuhi persyaratan dikembalikan ke SKPD terkait kenaikan kenaikan

pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang lengkap dan A4 Berkas 10 menitBerkas
memenuhi syarat kemudian di entry dalam program kenaikan kenaikan
SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Persetujuan Nota 7 menit Nota
Teknis tentang Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan Persetujuan

9 Nopta Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat Nota 5 menit Nota
PNS Fungsional untuk jabatan fungsional Golongan Il Persetujuan Persetujuan

dan Ill ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian




10 Bidang Mutasi PNS Fungsional memberi stempel Nota 2 menit Nota
pada nota persetujuan teknis Kenaikan Pangkatyang Persetujuan Persetujuan
sudah ditandatangani
11 Nota Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat e Nota 15 menitBerkas
PNS fungsional Gol Il dan lll/d kebawah dikirim Persetujuan kelengkapan
kepada BKN untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat terkirim ke
dengan dilampiri surat pengantar yangditandatangani pengantar BKN
oleh Kepala BKD
12 |Nota Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Pangkat Surat 7 menit Surat
PNS Fungsional yang sudah diverifikasi baik oleh keputusan keputusan
BKN sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya Bupati tentang Bupati tentang
dibuatkan konsep keputusan kepada Bupati untuk kenaikan kenaikan
golongan I1l/d kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS Surat 10 menitSurat
Fungsional Gol Ill/d kebawah diverifikasi oleh Kepala keputusan keputusan
Sub Bidang Kepangkatan Fungsional, dan diparaf Bupati tentang Bupati tentang
Kepala Bidang Mutasi PNS Fungsional dan Sekretaris kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan Surat 5 menit Surat
proses verifikasi dan paraf pada konsep SKBupati N keputusan keputusan
tentang Kenaikan Pangkat PNS Fungsional 1 Bupati tentang Bupati tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 menit Surat
Pegawai kemudian dikirim ke Sekda untuk keputusan keputusan
ditandatangani oleh Bupati Bupati tentang Bupati tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandatanga
ni Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawaiyang Surat 5 menit Petikan SK
sudah ditandatangani Bupati kemudian dibuatkan keputusan Bupati tentang
Petikan SK Bupati oleh Bidang Mutasi Bupati tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Petikan SK 5 menit |Petikan SK
diverifikasi dan diparaf Kepala Sub Bidang Mutasi S Bupati tentang Bupati tentang
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi Fungsional dan 1 - kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat

pegawai pegawai

18 [Kepala Badan Kepegawaian Daerah menandatangani Petikan SK 5 menit [Petikan SK
Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Bupati tentang Bupati tentang
Pegawai Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/dkebawah kenaikan kenaikan

pangkat pangkat

pegawai pegawai
Tertandatanga
ni Kepala BKD

19 [Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Petikan SK 7 menit [Petikan SK
Pegawai kemudian disampaikan ke masing-masing Bupati tentang Bupati tentang
SKPD kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
pegawai pegawai




Nomor SOP

e el Tanggal Pembuatan

&N’" Tanggal Revisi

/£
\2&“‘

2

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE..MM

19640823 1986 011 002
Nama SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten/Kota di
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Wilayah Kalimantan Utara Golongan Ruang Ivc ke atas
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah No. 12 1. Pendidikan minimal D.llI

Tahun 2012 Tentag Kenaikan Pangkat Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

2.
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Nota usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani oleh Gubernur Prov. Kaltara

3. Nota persetujuan teknis ditandatangani oleh Kepla BKN Pusat

4. Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani oelh Presiden sesuai
dengan PP No. 9 Tahun 2003




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS -e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD

\ /2

!e terdistribus
|
2 d

terkait J,

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit|usulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tiakl kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

— -0l

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit|usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist) terverifikas




6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 |Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan|menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN -E Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat




golongan lll/d kebawah pegawali pegawali
13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menit keputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK




Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris > pangkat pangkat
- egawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pemroses Hasil Wawancara Pemohon Pindah dari Luar

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara ke dalam
lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2003

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1.
2.
3.
4.
5.

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.
2.
3.

4.

Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

Persetujuan pindah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara

Pemindahan serta penempatan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan , kompetensi
serta kualifikasi pendidikan PNS yang bersangkutan.

Keputusan Perpindahan/ penempatan PNS ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur
Kaltara No. 34 Tahun 2007







Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

;»'«‘:: Tanggal Revisi
g&% Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE..MM

19640823 1986 011 002
Nama SOP Pemroses Hasil Wawancara Pemohon Pindah dari
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara ke dalam
lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 1. Pendidikan minimal D.IlI

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2003 2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4

Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

2. Persetujuan pindah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara

3. Pemindahan serta penempatan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan , kompetensi
serta kualifikasi pendidikan PNS yang bersangkutan.

4. Keputusan Perpindahan/ penempatan PNS ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur
Kaltara No. 34 Tahun 2007
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
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Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pemrosesan SK Pindah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara ke Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan
Utara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1.
2.
3.
4.
5.

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1.
2.
3.

4.

Diperlukan koordinasi dengan steakholder terkait

Persetujuan pindah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara
Pemindahan serta penempatan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan ,
kompetensi serta kualifikasi pendidikan PNS yang bersangkutan.

Keputusan Perpindahan/ penempatan PNS ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur Kaltara No. 34 Tahun 2007




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitledaran

penerimaan usul kenaikan pangkat PNS .e
Fungsional yang kemudian

ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian
didistribusikan kepada seluruh SKPD
terkait

!e terdistribus
[

2 |Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit jusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. [Tidak] kenaikan kenaikan
Yang kemudian mendisposisikan pangkat pangkat

kepada Kepala Bidang Mutasi

terdistribus
Fungsional )

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub
Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

Berkas 10 Berkas

5 |Pemroses memeriksa kelengkapan dan




syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata

ketentuan yang berlaku ( menggunakan n

Form Checklist ) terverifikas
[

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit |Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan |l n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan |menit keputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati




sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol Ill/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawali




17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 [Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala ;~- Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menitBupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawali
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 7 |Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menit Bupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Peninjauan Masa Kerja PNS Kabupaten/Kota Golongan IV/a
dan IV/b di wilayah Kalimantan Utara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999
2. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP.11 Tahun 2002

1. Pendidikan minimal D.lII

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan
1. Diperlukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum

1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS . > terdistribus
Fungsional yang kemudian .e - !e [
ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ >-
didistribusikan kepada seluruh SKPD
terkait

2 [Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit jusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. [Tidald kenaikan kenaikan
Yang kemudian mendisposisikan pangkat pangkat
kepada Kepala Bidang Mutasi terdistribus
Fungsional [

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional Lembar 5 |Lembar
mendisposisikan kepada Kepala Sub disposisi | menit|disposisi
Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) : terverifikas

_ i
6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas




lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 |Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menitkenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju|menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan Ili/d kebawah pegawai pegawai

13 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 Surat




Pangkat PNS Fungsional Gol lli/d keputusan |menit keputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawali pegawali
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 |Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai
pegawai
17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 5 [Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang




Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
< egawai pegawali
18 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah - ;~- Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK | 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEDPAILA BACGIAN
PEMBINAAN DAN PENCEMBANCGAN



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEDAIL A SUB BACGIAN
PENCEMBANCGAN KFARIR
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kebpal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZt vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & g
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 | usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD




PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

SOP pelaksanaan tugas dan izin belajar PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3.

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatantidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




PROSEDUR

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pengelolal Ka Kabag | kabiro | Sekda Gubern | persyaratan/ Ket
Waktu Output
dokumen|Subbag ur Kelengkapan
1 Berkas Permohonan Masuk dari
Instansi Pengusul [ ]
Berkas Diperiksa Sesuai dengan Lembar
kelengkapannya, dituangkan v I;eratl;rilg 1-2 | Verifikasi dan
2 dalam lembar verifikasidan upatl . Hari Print Out Izin
) I Tahun 2007 jo Belaiar
proses print out 40 Tahun 2009 J
Hasil Print Out diteruskan v |zin Belajar
3 10 Menit | diparaf
k(_apada I_<asubb_ag untuk : Kasubbag
dikoreksi dan diparaf
A 4
Kasubbag meneruskan ke .| 1zin Belajar
4
Kabag untuk diparaf I 5 Menit diparaf Kabag
Surat 1zin Belajar, kemudian Proses
5 diteruskan kepada kepala Izin Belajar Penandatanganan
BKD/Sekda/Gubernur untuk > — ™ ditandatangani disesuaikan dengan
ditandatangani. J | Ka. BKD/Sekda |jenjang pendidikan
vana akan dilkuti
JFU mengambil Surat Izin Y VY Izin Belajar T
Belajar yang telah . |telah
6 ditanda anggani oleh kepala 10Menit | jiandatangani
BKD/Sekda/Gubernur \ Ka. BKD/Sekda
Penggandaan, mengirimkan ||
7 Surat Izin Belajar kepada il 10 Menit Surat Izin
pemohon, tembusan kepada Belajar
Kepala Instansi dan Arsip [:]




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEDPAILA SUB BACGIAN
KEDUDUKFAN HUKUM PECAWAI



PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan Pemberian Cuti Besar Bagi Pegawai

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil

1. Pendidikan minimal D.3

2. Mengerti Tentang Persyaratan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

3. Menguasai Sistem Operasi Komputer minimal MS. Word dan MS. Excel
4. Memahami Tata Naskah Dinas

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




SOP Penetapan Pemberian Cuti Besar Bagi Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
f Kasubba .
No. Kegiatan Pemohon Agendaris Kepala BKD Kabag Kedudukagr]1 Fungsional Pendistribusi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembinaan Hukum Umum Surat
Pemohon (SKPD) menyampaikan Tarkda terima
1 ?:ert?tBneaSr;\rakFélr\)lg aag gﬂgrﬁﬁ?akm < Surat pengajuan cuti b menit han berk
Agendaris penyerahan berkas
Agendaris-mencatat-strat-dan -
2 menyerahkan kepada Sekretaris é S:;:;S::‘;:irat 5 menit ﬁzt:ljin surat
Badan
Sekretaris Badanmendisposisikan Dishosisi
3 [Bascpaca Kepaa B, ) ] surat penguan cu § merit O
lanjuti.
Kabag Pembinaan menugaskan
4 ﬁ‘l%snlljgr?l?gal(begﬁgg'%Teﬂstggnagnguﬁi WV Surat pengajuan cuti § menit Disposisi Kabag
Besar Eﬁ Pembinaan
Kasubbag Kedudukan Hukum
IlIb'lIIb'lil’\bd DETRAs yanyg arkart Lﬁ'ﬁlludK
lanjuti. Jika berkas lengkap Kasubbag
Kedudukan Hukum menugaskan A 4 Surat pengajuan Disposisi
5 Fungsional Umum untuk cuti, Disposisi Kabag [LO menit Kasubbag
menindaklanjuti. Jika tidak lengkap Pembinaan Kedudukan Hukum
maka Kasubbag Kedudukan Hukum
menghubungi SKPD untuk memenubhi
berkas yang kurang.
Fungsional umum memproses surat Surat pengajuan
permeh Cuti-Besarkemudian cuthDispostst 5 enit DTt Surat-tzin-Cut
6 menyerahkan draft Surat Cuti Besar W Kasubbag Besar
kepada Kasubbag Kedudukan | . | Kedudukan Hukum
Kasubbag Kedudukan Hukum
memeriksa draf- SK-Cutir Besarjika Braft-Stirat-tzin-Citf
sudah sesuai diserahkan kepada Draft Surat Izin Cuti Besar yang telah
7 |Kabag Pembinaan untuk paraf v Besar 5 menit |diperiksa oleh
koordinasi. Jika belum sesuai / Kasubbag
dikembalikan kepada Fungsional Kedudukan Hukum
Umum untuk diperbaiki \
Kabag Pembinaan memeriksa N
X . M Braf-Suraitz "
ordaitFempeTar CUlrbesart. ]IKd orarc-osuratZin ot - o
sudah Sesuai maka disrerahkan Besar yang telah g:;f;r&;r;n Itzelgﬁuu
8 |kepada Kepala BKD untuk Y diperiksa oleh 5 menit diperik);a c?leh
ditandatangani. Jika belum sesuai /\ Kasubbag Kabag Pembinaan
makan dikembalikan kepada Kedudukan Hukum
Kabag Pembinaan untuk diperbaiki \/
Kepala BKD memeriksa draf Sk Cuti LS
BesarJika sudatrsesuar Kepata BKD
menandatangani surat permohonan Draft Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti
9 |Cuti Besar dan menyampaikannya Besar yang telah . Besar yang telah
k'?’?"’.‘da Kal?_ag Pemginagn u_ntu V\ diperik);a c?leh 5 menit ditande)lltan%ani
d!k'”mkah' Jika belum sesuai Kabag Pembinaan oleh Kepala BKD
dikembalikan kepada Kabag
Pembinaan untuk diperbaiki
Kabag pembinaan menyerahakan Surat Izin Cuti Besar
< tloin Ot D ) o B i I
0 [KaSubbag Dukkum unidik o kiim ke o ttangan oleh |2 ™ | beminaan”
SKPD/pemohon. Kepala BKD
Kasubbag Kedudukan Hukum Surat Iz.m. Cuti Besar
1 rknenyerahakar] Surat Izin Cuti Besar yang et s .
epada Fungsional Umum untuk di ditandatangani oleh |5 pent PipPOSISi
kirim ke SKPD/pemohon Kepala BKD, Kasubbag
Disposisi Kabag Kedudukan Hukum
Pembinaan
. . Surat Izin Cuti Besar
Fungso_rjal L_Jmum meminta vangtetair
12 Pendlsn_'lbu5| Surat untuk mengantar W ditandatangani oleh |5 menit Tdnda Terima
Surat Izin Cuti Besar kepada E— Kepala BKD, penyerahan berkas
SKPD/pemohon Disposisi Kasubbag
Kedudukan Hukum




Pelaksana Mutu Baku
i Kasubbag .
No. Kegiatan Keterangan
9 Pemohon Agendaris Kepala BKD Kabag Kedudukan Fungsional Pendistribu Kelengkapan Waktu Output 9
Pembinaan Hukum Umum si Surat
Surat Izin Cuti Besar
13 Pendistribusi Surat Mengirim Surat Izin yang telah 1 hari Catatan
Cuti Besar beserta kepada ditandatangani oleh pengiriman surat
SKPD/pemohon L Kepala BKD
W Surat Izin Cuti Besar
14 SKPD/pemohon menerima Surat 1zin yang telah 5 menit Tanda terima

Cuti Besar

ditandatangani oleh
Kepala BKD

penyerahan surat




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan Pemberian Cuti Sakit Bagi Pegawai

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil

1. Pendidikan minimal D.3

2. Mengerti Tentang Persyaratan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

3. Menguasai Sistem Operasi Komputer minimal MS. Word dan MS. Excel
4. Memahami Tata Naskah Dinas

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD
2. Diperlukan checklist kelengkapan berkas usulan




SOP Penetapan Pemberian Cuti Sakit Bagi Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
f Kasubba .
No. Kegiatan Pemohon Agendaris Kepala BKD Kabag Kedudukagr]1 Fungsional Pendistribusi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembinaan Hukum umum Surat
Pemohon (SKPD) menyampaikan
1 Strat nama PNS yang melaksanakan P Surat sakit, surat 5 menit Tdnda terima
cuti sakit. kepada BKD melalui ( ;‘ pengajuan cuti penyerahan surat
Agendaris
Agendaris mencatat surat dan Surat sakit, surat . Catatan surat
2 |menyerahkan kepada Sekretaris pengajuan cuti 5 menit masuk
Badan
Sekre‘t(aris(ljBadan rrllenq(ijsposisikan v
3 [puratkepada Kepaa Boang, ] Suat s, sual 18 ory | Disposs
lanjuti.
Kabag-Pembinaanmentgaskan
4 |Kasubbag Kedudukan Hukum untuk . . .
memeriksa berkas kelengkapan cuti Y Surat sakit, surat 5 menit Disposisi Kabag
sakit | ﬁl pengajuan cuti Pembinaan
Kasubbag Kedudukan Hukum
memeriksa berkas yang akan ditindak
lanjuti. Jika berkas lengkap Kasubbag Vv
Kedudukan Hukum menugaskan Surat sakit, surat Disposisi
. pengajuan cuti, .
5F 'ngSl_onaI Um_un_1 untuk_ Disposisi Kabag 15 menit Kasubbag
menindaklanjuti. Jika tidak lengkap Pembinaan Kedudukan Hukum
maka Kasubbag Kedudukan Hukum
menghubungi SKPD untuk memenuhi
berkas yang kurang.
Fungsional umum memproses surat Surat sakit, surat
¢ |permohonan cutisakit, kemudian I_V pengajuan cuti, 10 menit Jraft Surat Izin Cuti
njenyerahkan draft Surat Cuti Sakit 1 | Disposisi Sakit
kepada Kasubbag Kedudukan Kasubbag
Kasubbag Kedudukan Hukum
memeriksa draf SK cuti sakit. jika Draft Surat Izin Cuti
sudah sesuai diserahkan kepada ) & Draft Surat Izin Cuti Sakit yang telah
7 |Kabag Pembinaan untuk paraf /> Sakit 5 menit |diperiksa oleh
koordinasi. Jika belum sesuai \ Kasubbag
dikembalikan kepada Fungsional Kedudukan Hukum
Umum untuk diperbaiki 4
Kabag Pembinaan memeriksa
Draft Pemberian Cuti Sakitr. jika ¥ grif_t Surat IzlinhCuti Draft Surat Izin Cuti
sudah Sesuai maka disrerahkan /\ _a |t.yang telal . Sakit yang telah
8 |kepada Kepala BKD untuk dlperltI;sa oleh Smenit | giperiksa oleh
ditandatangani. Jika belum sesuai Kasubbag .
makan dikembalikan kepada \J\/ Kedudukan Hukum Kabag Pembinaan
Kabag Pembinaan untuk diperbaiki
Kepala BKD memeriksa draf Sk cuti
sakit. Jika sudah sesuai Kepala BKD
menandatangani surat permohonan Y Draft Surat Izin Cuti Surat Izin Cuti
% R ahag AN i N Sirang e |smenit | Gekeyang e
dikirimkan. jika belum sesuai Kabag Pembinaan oleh Kepala BKD
dikembalikan kepada Kabag
Pembinaan untuk diperbaiki
Raoag pEIIIUiIIddII menyeramarkart Surat Izin CUU Saklt
10 Egg?}b%g]g%ul}lkﬁgrﬂtukrﬁﬁﬁ%eil kirim ke z_ang(;elah i oleh 5 menit bi ’gOS'i'. Kabag
SKPDJ/pemohon. itandatangani ole embinaan
Kepala BKD
Kasubbag Kedudukan Hukum Surattlzlthuu Sakit
11 |menyerahakan Surat lzin Cuti Sakit yangtelah = 1o
kepada Fungsional Umum untuk di ditandatangani oleh |5 et DipPOSISI
kirim ke SKPD/pemohon Kepala BKD, Kasubbag
Disposisi Kabag Kedudukan Hukum
Pembinaan
Fungsional Umum meminta ¥ Surat Izin Cuti Sakit ]
yang telah Tersampaikannya
12 Rendistribusi Surat untuk mengantar E_ ditandatangani oleh 5 menit |surat kepada
Surat Izin Cuti Sakit kepada Kepala BKD, Pendistribusi
SKPD/pemohon Disposisi Surat
Kasubbag




Pelaksana Mutu Baku
i Kasubba .
No. Kegiatan Pemohon Agendaris Kepala BKD Kabag Keduduka% Fungsional Pendistribu Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembinaan Hukum Umum si Surat
Surat Izin Cuti Sakit
13 Pendistribusi Surat Mengirim Surat yang telah 1 hari Tanda terima
Izin Cuti Sakit beserta kepada ditandatangani oleh penyerahan surat
SKPD/pemohon Kepala BKD
) ] W Surat Izin Cuti Sakit )
14 SKPD/pemohon menerima Surat 1zin yang telah 5 menit Tanda terima
Cuti Sakit ‘ ’ ditandatangani oleh penyerahan surat
Kepala BKD




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan Pemberian SK Pensiun BUP bagi Pegawai Gol IV
b ke bawah

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pensiun janda/duda

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Penetapan Pemberian SK Pensiun BUP bagi Pegawai Gol IV b ke bawah

Pelaksana Mutu Baku
: Kasubbag ;
No. Kegiatan ; Kabag Fungsional Keterangan
Pemohon Agendaris Hengolah Data Kepala BKD Kelengkapan Waktu Output
9 9 Pembinaan Kedudukan Umum p gkap p
Hukum
Pemohon (SKPD) menyampaikan surat Surat | t Tanda teri

1 ngma PNS yang melaksanakan cuti sakit & agr[r?in?sst?aasl?’ persyaratan gl manjt anaa ehnmekl) «
kepada Agendaris penyeranan berkas

2 Agendaris mencatat dan menyerahkan 1 Surat usulan, persyaratan 5 it Chtatan surat
kepada Sekretaris Badan — administrasi menit 1masuk
Sekretaris Badan mendisposisikan surat Surat usulan, persyaratan Disposisi Sekretaris

3 |kepada Kepala Bidang Pembinaan untuk . . 5 menit
segera di tindak lanjuti. administrasi BKD
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag v ) .

4 |Kedudukan Hukum untukmemeriksa | -1 S(;Jra} usulan, persyaratan g, et D|spo§|5| Kabag
berkas kelengkapan pensiun administrasi Pembinaan
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan Vv Surat usulan, persyaratan Disposisi Kasubbag

5 |Fungsional Umum untuk memeriksa E—L administrasi, disposisi 5 menit
berkas Kabag Pembinaan Kedudukan Hukum
Fungsional umum memeriksa berkas. Jika Y
sudah lengkap maka Fungsional Umum / Surat usulan, persyaratan Draft surat
membuat surat pengantar penerbitan SK administrasi, disposisi 10 menit pengantar

6 [pensiun. Jika berkas belum lengkap maka Kasubbag Kedudukan penerbitan SK
Fungsional umum menghubungi pemohon Hukum Pensiun
untuk melengkapi syarat yang kurang

. Draft surat
Kasubbag dukkum memeriksa surat v pengantar
pengantar penerbitan SK pensiun. Jika /\ enerbitan SK

; |tidak sesuai maka dikembalikan kepada Draft surat pengantar 5 menit E ) ah
fungsional umum. Jika sudahsesuai \/ penerbitan SK Pensiun meni diegsr;tgay;r;% tela
diparaf dan diserahkan kepada Kabag A p
Pembinaan Kasubbag

Kedudukan Hukum
Kabag Pemblnaap memerlksalsuratl Draft surat pengantar Draft surat
pengantar penerbitan SK pensiun. Jika v enerbitan SK Pensiun pengantar
tidak sesuai maka dikembalikan kepada P L . |penerbitan SK

8 . ) yang telah diperiksa oleh |5 menit ;

Kasubbag Dukkum. Jika sudah sesuai Pensiun yang telah

) ) / Kasubbag Kedudukan S
diparaf dan diserahkan kepada Kepala Hukum diperiksa oleh
BKD Kabag Pembinaan
Kepala BKD memeriksa surat pengantar

] h P . Surat pengantar

penerbitan SK pensiun. Jika tidak sesuai Draft surat pengantar energitar?SK
kepala BKD dikembalikan kepada Kabag penerbitan SK Pensiun . pener

9 . . S - 5 menit |Pensiun yang telah
pembinaan untuk di perbaiki. Jika sudah yang telah diperiksa oleh . :

. . . ) ditandatangani oleh
sesuai ditandatangani dan diserahkan Kabag Pembinaan
. Kepala BKD
kepada Kabag Pembinaan
Kabag Pembinaan menyerahakan surat Surat pengantarpenerbitan
10 pengantar penerbitan SK pensiun kepada SK Pensiun yang telah 10 menit Disposisi Kabag
Hasubbag Dukkum untuk di kirim ke ditandatangani olehKepala " |Pembinaan
Kanreg Banjarbaru BKD
Kasubbag Dukkum menyerahakan surat gr(rr;t pengantarp;er;e':bltan . .
pengantar penerbitan SK pensiun kepada ensiun yangtela Disposisi Kasubbag
1 10 menit

Fungsional Umum untuk di kirim ke
Kanreg Banjarbaru

ditandatangani oleh Kepala
BKD, Disposisi Kabag
Pembinaan

K

edudukan Hukum




Pelaksana Mutu Baku
: Kasubbag :
No. Kegiatan . Kabag Fungsional Keterangan
Pemohon Agendaris Hengolah Data Kepala BKD Kelengkapan Waktu Output
9 9 Pembinaan Kedudukan Umum p gkap p
Hukum
Fungsional Umum menyerahkan surat
pengantar penerbitan SK pensiun beserta Surat pengantar penerbitan
persyaratannya ke Kanreg Banjarbaru. ; SK Pensiun, surat
Setelah SK Pensiun diterbitkan oleh I_V ds}: Pgntsmn ya_ngl tﬁlﬁh | . pengantar _
12 Kanreg Banjarbaru, FungsionalUmum 1 I BIKalg a;zg;r;tgne epala hari penyerahan SK prosesnya ditunggu
membuat surat pengantar penyerahan SK N admi'n‘i)stra)s/i Pensiun
Pensiun kepada SKPD kemudian
diserahkan kepada Kasubbag Dukkum
Kasubbag Dukkum memeriksa surat Surat pengantar
pengantar penyerahan SK Pensiun. Jika SK Pensiun, surat penyerahan SK
belum sesuai dikembalikan kepada A . |Pensiun yang telah
13 fungsional umum. Jika sudah sesuai gzzgijn;ar penyerahan SK 15 menit diperiksa oleh
diparaf dan diserahkan kepada Kabag Kasubbag
Pembinaan Kedudukan Hukum
Kabag Pembinaan memeriksa surat
) . Surat pengantar Surat pengantar
pengantar penyerahan SK Pensiun. Jika [\ .
e A penyerahan SK Pensiun penyerahan SK
belum sesuai dikembalikan kepada S . )
14 ) . yang telah diperiksa oleh |5 menit |Pensiun yang telah
Kasubbag Dukkum. Jika sudah sesuai A
) ) Kasubbag Kedudukan diperiksa oleh
diparaf dan diserahkan kepada Kepala .
BKD Hukum Kabag Pembinaan
Kepala BKD memeriksa surat pengantar Surat pengantar
penyerahan SK Pensiun. Jika sudah Surat pengantar n ‘: h gn SK
1 sesuai ditandatangani dan diserahkan penyerahan SK Pensiun 5 it ge yerana telah
5 kepada Kabag Pembinaan. Jika belum yang telah diperiksa oleh men ensiun yang tela
. . ) ditandatangani oleh
sesuai dikembalikan kepada Kabag Kabag Pembinaan
. Kepala BKD
Pembinaan.
1 -
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag SK Pensiun, Surat
- pengantar penyerahan SK . .
Dukkum untuk menyerahkan SK Pensiun ) .. |Disposisi Kabag
16 Pensiun yang telah 5 menit )
beserta surat pengantar kepada Pengelola . . Pembinaan
; ditandatangani olehKepala
Kepegawaian SKPD BKD
SK Pensiun, Surat
Kasubbag Dukkum memerintahkan V_I pengantar penyerahan SK B
17 |Fungsional Umum untukmenyerahkan Ll P.en5|un yang t_elah 5 menit Djsposisi Kasubbag
kepada Pengelola Kenegawaian SKPD ditandatangani olehKepala Kedudukan Hukum
p g peg BKD, Disposisi Kabag
Pembinaan
v SK Pensiun, Surat
Fungsional Umum menghubungi — pengantar penyerahan SK
Pengelola Kepegawaian SKPD untuk 1 I Pensiun yang telah 10 menit Catatan komunikasi
18 |mengambil Pensiun besertasurat ditandatangani olehKepala I
pengantarnya BKD, Disposisi Kasubbag
Kedudukan Hukum
SK Pensiun, Surat Tanda terima
19 |SKPD menerima SK Pensiun (__) un, su !

pengantar

penyerahan berkas




A Bl

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan SK MPP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pensiun janda/duda

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Penetapan SK MPP

Pelaksana Mutu Baku
. . Kasubbag .
No. Kegiatan Pemohon Agendaris Sekretaris Kak?ag Kedudukan Fungsional Kepala BKD Gubernur Kelengkapan Waktu Output Keterangan
BKD Pembinaan Umum
Hukum
Pemohon (SKPD) menyerahkan kepada
1 Agendaris surat usulan PNS yang akan i:;z:o%zilz:ydsafat 5 menit Tanda terima
memasuki MPP disertai dengan surat t dministrasi penyerahan berkas
permohonan dari yang bersangkutan persyaratan administrasi
f — Surat Usulan, Surat
> ggindarfs g\e(l;catat dan menyerahkan kepada Permohonan dan 5 menit Catatan surat masuk
ekretaris Badan persyaratan administrasi
Pengolah Data menugaskan Kabag Pembinaan Surat Usulan, Surat . Disposisi Pengolah
4 1k indak laniuti h Permohonan dan 5 menit Data kepada Kabag
untuk menindax lanjuti permohonan persyaratan administrasi Pembinaan
Kabag Pembinaan menugaskan Ll Surat Usulan, Surat E:r?\f)iséjaia::ga da
5 Kasubbag Kedudukan Hukum Untuk Permohonan dan 5 menit P
. - . Kasubbag Kedudukan
memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administrasi Hukum
. . Disposisi Kasubbag
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan A Disposisi Kabag
. X L N . Kedudukan Hukum
6 Fungsional Umum untuk menindaklanjuti berkas Pembinaan, Berkas 5 menit .
t but h MPP kepada Fungsional
ersebut. permohonan Umum
Fungsional Umum memeriksa berkas dan Disposisi Kasubba
membuat draft SK MPP serta surat pengantar A P 9 X Draft SK MPP, surat
7 . Kedudukan Hukum, 10 menit
kermudian menyerahkannya kepada Kasubbag N | Berk h MPP pengantar
Kedudukan Hukum “1 erkas permononan
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa draft le:ra:t seKng:nF:adra;ang
g |SK MPP. Jika sudah diserahkan kepada Kabag Draft SK MPP 5menit  |sudah diperiksa
Pembinaan dan jika belum sesuai dikembalikan
Kepada F ional U Kasubbag Kedudukan
epada Fungsional Umum Hukum
- - ]
Kabag Pembinaan memeriksa draft SK MPP Draft SK MPP dan surat Draft SK MPP dan
beserta surat pengantarnya. Jika sudah sesuai engantar vang sudah surat pengantar van
9 diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD, jika 5 p‘ g' yang 5 menit p . 9 ¥ yang
. . > diperiksa Kasubbag sudah diperiksa
belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbag Kedudukan Huk Kabag Pembi
Kedudukan Hukum. edudukan Hukum abag Pembinaan
Kepala BKD memerlksa draft SK MPP dan. surat I Draft SK MPP yang
pengantarnya. Jika sudah sesuai maka diparaf S
X " Draft SK MPP dan surat sudah diperiksa oleh
dan selanjutnya menugaskan Kabag Pembinan
IS pengantar yang sudah . Kepala BKD dan surat
10 |melakukan paraf koordinasi hingga s 5 menit
" R h . - diperiksa Kabag pengantar yang telah
ditandatangani oleh Gubernur. Jika belum sesuai N N ;
N . . Pembinaan ditandatangani oleh
maka dikembalikan kepada Kabag Pembinaan Kepala BKD
untuk diperbaiki epaia
) D‘raﬂvSK MPP yang sudah| Disposisi Kabag
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag diperiksa oleh Kepala Pembinaan kepada
11 Kedugukgn Hukum untuk melakukan paraf BKD dan surgt penganta» 5 menit Kasubbag Kedudukan
koordinasi yang telah ditandatangani
Hukum
oleh Kepala BKD
Ll D.raﬂ.SK MPP yang sudahy Disposisi Kasubbag
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan diperiksa oleh Kepala Kedudukan Hukum
12 | Fungsional Umum untuk menindaklanjuti berkas BKD dan surat pengantar| 10 menit kepada Fungsional
tersebut. yang telah ditandatangani Umum
oleh Kepala BKD
‘Ll Draft SK MPP yang sudah|
Fungsional Umum menyerahkan berkas untuk diperiksa oleh Kepala
" S . Catatan penyerahan
13 | dilakukan alur paraf koordinasi hingga BKD dan surat pengantar| 1 hari berkas surat
ditandatangani oleh Gubernur yang telah ditandatangani
oleh Kepala BKD
, \ D.raft.SK MPP yang sudah tidak dapat
14 | Proses di kantor Gubernur | diperiksa oleh Kepala ditentukan SK MPP
I BKD dan surat pengantar
Fungsional Umum mengambil berkas SK MPP
. Draft surat pengantar
15 dan membuat surat pengantar pengiriman SK MPP 15 menit peng

kemudian diserahkan kepada Kasubbag
Kedudukan Hukum

pengiriman




Pelaksana utu Baku
. . Kasubbag .
No. Kegiatan Ket
9 Pemohon Agendaris Sekretaris Ka’?ag Kedudukan Fungsional Kepala BKD Gubernur Kelengkapan Waktu Output eterangan
BKD Pembinaan Umum
Hukum
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa draft Draft surat pengantar
surat pengantar pengiriman. Jika sudah sesuai pengiriman yang
16 |maka diparaf dan diserahkan kepada Kabag D;zﬂ;:ztnpengantar 5 menit sudah diperiksa oleh
Pembinaan. Jika belum sesuai dikembalikan peng Kasubbag Kedudukan
untuk diperbaiki AN Hukum
Kabag Pembinaan memeriksa draft surat ) 4 1 Draft surat pengantar Draft surat pengantar
17 pengantar pengiriman. Jika sudah sesuai maka \ pengiriman yang sudah 5 menit pengiriman yang
diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD Jika diperiksa oleh sudah diperiksa oleh
belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki Kasubbag Kedudukan Kabag Pembinaan
Kepala BKD memeriksa draft surat pengantar Surat pengantar
- " ; Draft surat pengantar S
pengiriman. Jika sudah sesuai maka engiriman vana sudah pengiriman SK MPP
18 |ditandatangani dan diserahkan kepada Kabag p_ g_ yang 5 menit yang telah
N " A diperiksa oleh Kabag " .
Pembinaan untuk ditindaklanjuti. Jika belum Pembi ditandatangani Kepala
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki emoinaan BKD
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Elesgﬁfnliaﬁaf:ga da
19 | Dukkum untuk mengirimkan SK MPP kepada Surat pengantar, SK MPP || 5 menit P
Kasubbag Kedudukan
Pemohon (SKPD)
Hukum
Kasubbag Dukkum menugaskan Fungsional E:Sf;fl:an}(a?—iu:&arg
20 |Umum untuk menyerahkan SK MPP kepada Surat pengantar, SK MPP | 5 menit .
kepada Fungsional
Pemohon (SKPD)
umum
Ce—
21 Fungsmna! Umum menghubungi Pengelola Surat pengantar, SK MPP | 10 menit Informasi pengambilan
Kepegawaian SKPD dan menyerahkan SK MPP SK MPP
]
2o |Pemohon (Pengelola Kepegawaian mengambil (L) SK MPP 5 menit Tersampaikannya SK

SK MPP)

MPP kepada Pemohon




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan Hukuman Disiplin

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pensiun janda/duda

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Penetapan Hukum Disiplin

belum sesuai dikembalikan kepada Kasubbag

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Asda, Sekda, . Keterangan
Kaba N Fungsional Kasubba - n
Inspektorat | Kedudukan Pembingan Kepala BKD | Wakil Gubernur, Ugmm Umum 9 Pendistribusi SKPD Kelengkapan Waktu Output
Hukum Gubernur Surat
Inspektorat meyerahkan hasil pemeriksaan Surat permohonan 5 menit |Hasil pemeriksaan
kepada Kepala BKD melalui Kasubbag pemeriksaan
1 |Dukkum
m— |
Kasubbag Dukkum membuat draft SK Hukuman Hasil pemeriksaan 15 menit | Draft SK Hukuman
2 Disiplin Disiplin
Kabag Pembinaan memeriksa draft SK v Draft SK Hukuman | 15 menit | Draft SK Hukuman
Penjatuhan Hukuman Disiplin. Jika sudah sesuai /\ Disiplin Disiplin dengan paraf]
diparaf dan diserahkan kepada Kepala BKD. Jika Kabag Pembinaan
3 g
\ \/
4

Kedudukan Hukum

Kepala BKD memeriksa draft SK Penjatuhan Hukuman
Disiplin. Jika belum sesuai dikembalikan kepada Kabag
Pembinaan dan Jika sudah sesuai diparaf dan
diserahkan kepada Kabag Pembinaan

Ne

Draft SK Hukuman
Disiplin dengan paraf
Kabag Pembinaan

15 menit

Draft SK Hukuman
Disiplin dengan paraf]
Kepala BKD

Kabag Pembinaan menyerahkan draft SK Penjatuhan
Hukuman Dispilin kepada Kasubbag Dukkum untuk
paraf koordinasi

Draft SK Hukuman
Disiplin dengan paraf
Kepala BKD

10 menit

Disposisi Kabag
Pembinaan

Kasubbag Dukkum menyerahkan surat kepada
Asda, Sekda, W akil Gubernur untuk paraf
koordinasi dan Gubernur untuk ditandatangani.

Draft SK Hukuman
Disiplin dengan paraf
Kepala BKD

10 menit

Disposisi Kasubbag
Dukkum

Asda, Sekda, W akil Gubernur memaraf draft SK

Draft SK Hukuman

SK Pembebasan

Pembebasan Sementara, kemudian Gubernur Disiplin dengan paraf Sementara

7 |menandatangani SK Pembebasan Sementara. Kepala BKD
Selanjutnya disampaikan kepada BKD cq
Kasubbag Dukkum
Kasubbag Dukkum membuat surat pengantar SK SK Pembebasan 15 menit | Draft surat

g |dan disampaikan kepada Kabag Pembinaan Sementara pengantar SK

Hukuman Disiplin

Kabag Pembinaan memeriksa draft surat Draft surat pengantar| 15 menit | Draft surat
pengantar. Jika tidak ada kesalahan diparaf dan ‘L‘ SK Hukuman Disiplin pengantar SK

9 diserahkan kepada Kasubbag untuk dikirim. Jika | I Hukuman Disiplin

masih ada kesalahan maka dikembalikan untuk
diperbaiki

dengan paraf
Kabag Pembinaan

10

Kepala BKD memeriksa draft surat pengantar.
Jika tidak ada kesalahan diparaf dan diserahkan
kepada Kabag Pembinaan untuk dikirim. Jika
masih ada kesalahan maka dikembalikan untuk
diperbaiki

Draft surat pengantar
SK Hukuman Disiplin
dengan paraf Kabag
Pembinaan

10 menit

Surat Pengantar

Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Surat Pengantar, SK | 5 menit | Disposisi Kabag
11 Dukkum untuk mengirimkan surat Hukuman Disiplin Pembinaan
Kasubbag Dukkum menugaskan Fungsional 3 Surat Pengantar, SK | 5 menit | Disposisi Kasubbag
Umum untuk menyerahkan surat kepada l I Hukuman Disiplin Dukkum
12 Kasubbag
umum
Fungsional umum menyerahkan surat kepada Surat Pengantar, SK | 15 menit | Tanda terima
13 |Kasubbag Umum | J I Hukuman Disiplin penyerahan surat
Kasubbag Umum menugaskan Pendistribusi Surat Pengantar, SK | 10 menit | Disposisi Kasubbag
14 |Surat untuk mengirim/mengantar surat Hukuman Disiplin Umum




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Kabag As.da. Sekda, Fungsional Kasubbag . Keterangan
Inspektorat | Kedudukan Kepala BKD | Wakil Gubernur, Pendistribu SKPD Kelengkapan Waktu Output
Pembinaan umum umum ;
Hukum Gubernur si Surat

Pendistribusi Surat mengirim/mengantar surat Surat Pengantar, SK ljam |Tanda terima

kepada SKPD Hukuman Disiplin penyerahan surat
15

SKPD menerima SK Pemberhentian Sementara Surat Pengantar, SK [ 5 menit | Tanda terima

16

Hukuman Disiplin

penyerahan surat
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

e

\I TR 4

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan Pemberhentian Sementara

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pensiun janda/duda

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Penetapan Pemberhentian Sementara

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . . o Keterangan
SKPD Agendaris Sekretaris Kabag Kasubbag Kepala BKD Fungsional Kasubbag Pendistribu|  kelengkapan Waktu Output
BKD Pembinaan Dukkum Umum Umum si Surat
Pemohon (SKPD) menyampaikan permohonan Catatan Kepolisign 5 menit Tanda terima
pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana penyerahan surat
1
Agendaris menerima surat kemudian Surat 5 menit Gatatan surat
disampaikan kepada Pendistribusi masuk
2 Sprat. L)
Pendistribusi Surat mendisposisikan surat kepadal Surat usulan 5 menit Disposisi Sekretaris
Kabag Pembinaan untuk segera di tindak lanjuti. pemberhentian dan BKD
3 persyaratan
administrasi
Kabag Pembinaan memerintahkan Disposisi 5 menit Djsposisi Kabag
Kasubbag Kedudukan Hukum Untuk Pendistribusi Surat, Pembinaan
memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat usulan
5 pemberhentian dan|
persyaratan
administrasi
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa Disposisi 15 menit Draft SK
kelengkapan berkas permohonan, jika masih ada Kasubbag Dukkum, Pembebasan
kekurangan maka Kasubbag menghubungi surat usulan Sementara
Pemohon meminta untuk melengkapi berkas. Jika / pemberhentiandan
6 siidah lengkap maka Kasubbag menyusun draft persyaratan
SK Pembebasan Sementara dari Jabatan PNS administrasi
kemudian disampaikan kepada Kabag Pembinaar
——
Kabag Pembinaan memeriksa draft SK Draft SK 15 menit Draft SK
Pembebasan Sementara, apabila tidak ada Pembebasan Pembebasan
7 |kesalahan diparaf dan diserahkan kepada Kepala Sementara Sementara yang
BKD. Jika ada kesalahan dikembalikan kepada sudah dikoreksi
Kasubbag Dukkum untuk diperbaiki Kabag
Kepala BKD memeriksa drait SK Pembebasan ! Draft SK 10 menit Draft SK
Sementara. Jika tidak ada kesalahan diparaf dan Pembebasan Pembebasan
diserahkan kepada Kabag Pembinaan. Jika Sementara yang Sementara yang
8 |masih terdapat kesalahan dikembalikan untuk sudah dikoreksi diparaf oleh kepala
diperbaiki Kabag
Pembinaan
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Draft SK 5 menit Dlisposisi Kabag
Dukkum untuk meminta tandatangan Gubernur Pembebasan Pembinaan
9 \dl\(ler;\ﬁnc-}%%’:rfn hgordmaﬂ dari Asda, Sekda dan Sementara yang
diparaf oleh kepala
BKD
Kasubbag Dukkum menyerahkan surat kepada Draft SK 5 menit Tpnda terima
Asda untuk memaraf draft SK Pembebasan Pembebasan penyerahan surat
Sementara bersama menugaskan Kasubbag Sementara yang
10 Pukkum untuk meminta tandatangan Gubernur diparaf oleh kepala
dengan paraf koordinasi dari Asda, Sekda dan BKD, disposisi
W akil Gubernur Kabag Pembinaan
Asda, Sekda, W akil Gubernur memaraf draft SK Draft SK tidak dapat|[SK Pembebasan
Pembebasan Sementara, kemudian Gubernur Pembebasan ditentukan [Sementara
menandatangani SK Pembebasan Sementara. Sementara yang
SK Pembebasan Sementara tersebut selanjutnya diparaf oleh kepala
11 | gisampaikan kepada BKD cq Kasubbag Dukkum BKD, disposisi
Kabag Pembinaan
Kasubbag Dukkum membuat surat pengantar SK SK Pembebasan 5 menit | Draft surat
12 dan disampaikan kepada Kabag Pembinaan Sementara pengantar




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . . Keterangan
SKPD Agendaris Sekretaris Kapag Kasubbag Kepala BKD Fungsional Kasubbag Pendistribul  Kelengkapan Waktu Output
BKD Pembinaan Dukkum Umum Umum si Surat
Kabag Pembinaan memeriksa draft surat Draft surat 5 menit || Draft surat
pengantar. Jika tidak ada kesalahan diparaf dan pengantar pengantar dengan
13 |diserahkan kepada Kasubbag untuk dikirim. Jika paraf Kabag
masih ada kesalahan maka dikembalikan untuk Pembinaan
diperbaiki
Kepala BKD memeriksa draft surat pengantar. L Draft surat 5 menit || Surat Pengantar
Jika tidak ada kesalahan diparaf dan diserahkan pengantar dengan
14 |kepada Kabag Pembinaan untuk dikirim. Jika paraf Kabag
masih ada kesalahan maka dikembalikan untuk Pembinaan
diperbaiki
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Surat Pengantar 5 menit || Disposisi Kabag
15 |DPukkum untuk mengirimkan surat Pembinaan
Kasubbag Dukkum menugaskan Fungsional Surat Pengantar 5 menit || Disposisi Kasubbag
Umum untuk menyerahkan surat kepada dan SK Dukkum
16 |kasubbag Pemberhentian
umum Sementara
Fungsional umum menyerahkan surat kepada Surat Pengantar 15 menit | Tanda terima
Kasubbag Umum dan SK penyerahan surat
Pemberhentian
Kasubbag Umum menugaskan Pendistribusi Surat Pengantar 5 menit || Disposisi Kasubbag
Surat untuk mengirim/mengantar surat dan SK Umum
17 Pemeberhentian
Sementara
Pendistribusi Surat mengirim/mengantar surat Surat Pengantar ljam || Tanda terima
kepada SKPD dan SK penyerahan surat
18 Pemberhentian
Sementara
SKPD menerima SK Pemberhentian Sementara Surat Pengantar 5 menit | Tanda terima surat
dan SK
19 ‘ } Pemberhentian
Sementara




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Penetapan SK Pensiun Dini Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pensiun janda/duda

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Penetapan SK Pensiun Dini Pegawai Di Lingkungan Kabupaten/Kota

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Kasubbag E . | Keterangan
Pemohon Agendaris Pengolah Kedudukan | Kedudukan ungsional Kepala BKD Gubernur Kelengkapan Waktu Output
(SKPD) Data Hukum Hukum umum
SKPD i« ¢ an PNS Syarat administrasi § menit Surat laporan,
menyampaikan surat usulan an
1 |3kan pensiL)J/n kgpada Agendaris vang & berkas syarat
administrasi
g d h Surat usulan 5 menit Qatatan surat masuk
Agendaris mencatat surat dan menyerahkan iun dini
2 kepada Pengolah Data BKD pensiun dini
- - Suratusutar 5 Tmemnit fisposisi Kepata
Pengolah Data.BKD memenksa dan m_emllah v pensiun BKD kepada
3 |berkas untuk disampaikan kepada Kabid 1 Pengolah Data
Pengembangan BKD
DispusisiPengotatr 5 menit fisposisi Kabid
Kabid Pembinaan menugaskan Kasubbag A 4 Data BKD, Berkas Pembinaan kepada
4 | Kedudukan Hukum untuk memeriksa | I persyaratan Kasubbag
kelengkapan berkas pensiun dini pensiun Kedudukan Hukum
Bispesistkabict isposisit bb
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan v Pembinaan, Kedudukan Hukum
5 Flingsional Umum untuk untuk memeriksa — Berkas persyaratan kepada Fungional
kelengkapan berkas pensiun dini pensiun Umum
. - — BisposistKastibbagt5-menit-Braft-Sk-Pensiun
Fungsional Umum memeriksa berkas, jika sudah Kedudukan
sesual maka segera menghitung jumlah pensiun, v Hukum, Berkas
menginput data dan membuat draft SK Pensiun /
L " ) persyaratan
Dini serta surat pengantar kemudian diserahkan pensiun
6 kepada Kasubbag Kedudukan Hukum. Jika \
belum sesuai maka Fungsional Umum A
menghubungi pemohon agar melengkapi data.
Rasubbag Kedudukan Hukum memeriksa Draft Braft- Sk-Pensiun S-menit-fraft-Sk-pensitm
4 | SK Pensiun Dini. Jika sudah sesuai diserahkan ) 4 Dini yang sudah
kepada Kabid Pembinaan. Jika belum sesuai / \ diperiksa Kasubbag
dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk Kedudukan Hukum
diperbaiki \ /
- - - - Stiratpengantar; S-menit-Braft-SK-Pensitin
Kf';\t?ld Pemblnaan menjenks.a draft SK Pensiun Draft SK Pensiun Dini yang telah
Dini. Jika sgdah sesuai Kabid Pembinaan v Dini yang sudah diperiksa Kabid
8 menyampalkan kepada kevpaIaVBKD unFuk \ diperiksa Kasubbag Pembinaan
diparaf. Jika belum sesuai Kabid Pembinaan Kedudukan Hukum
mengembalikan kepada Kasubbag Kedudukan /
Hukum untuk diperbaiki.
Praft-Sk-Pensiun S-menit-Bispostsi-Kepata
Kepala BKD memeriksa draft SK Pensiun Dini. Dini yang telah BKD, Draft SK
Jika sudah sesuai diparaf dan menugaskan diperiksa Kabid Pensiun Dini yang
9 Kpbid Pembinaan untuk menyampaikan draft SK Pembinaan telah diparaf Ka.
tersebut untuk ditandatangani Gubernur, sesuai | | BKD
alur paraf. Jika belum sesuai dikembalikan
kepada kabid Pembinaan untuk diperbaiki
Di isikepath 10 + i Kabid
Kabid Pembinaan menugaskan Kasupbag BKD, Draft SK Pembinaan, Draft
10 Kedudukgn Hgkum untuk menyampal.kan draft Pensiun Dini yang SK Pensiun Dini
SK Pgnsmn Dini untuk ditandatangani Gubernur, telah diparaf Ka. yang telah diparaf
sesuai alur paraf BKD Ka. BKD
Di: P 1ol K ahid 10. it P e bb.
A 4 Pembinaan, Draft Kedudukan Hukum
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan | | SK Pensiun Dini kepada Fungional
11 yang telah diparaf Umum, Draft SK

Fungsional Umum untuk menyampaikan draft
SK Pensiun Dini untuk ditandatangani Gubernur,

sesuai alur paraf

Ka. BKD

Pensiun Dini yang
telah diparaf Ka.
BKD




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan h Kasubbag Kasubbag ional Keterangan
Pemohon Agendaris Pengolah Kedudukan || Kedudukan Fungsional Kepala BKD Gubernur Kelengkapan Waktu Output
(SKPD) Data Umum
Hukum Hukum
Disposisi Kasubbag | 60 menit | Tanda terima
Fungsional Umum menyampaikan draft SK Kedudukan Hukum penyerahan surat
N - N . kepada Fungional
12 | Pensiun Dini untuk ditandatangani Gubernur
I Umum, Draft SK
sesuai alur paraf. X -
Pensiun Dini yang
telah diparaf Ka.
Draft SK Pensiun SK Pensiun Dini
13 Proses di Gubernur, kemudian dikembalikan ke Dini
BKD Kaltim melalui Fungsional Umum.
. | hk . SK Pensiun Dini 5 menit |Nota dinas
Fl.m.gsmna umum menyeral gn SK Pensiun fungsional umum
14 | Dini yang telah ditandatangani Gubernur
kepada Kabid Pembinaan
Kabid Pembinaan memeriksa SK Pensiun Dini v SK Pensiun Dini 5menit | Disposisi Kabid
13 kemudian menugaskan Kasubbag Kedudukan Pembinaan
Hukum untuk menyerahkan SK tersebut kepada
Pemohon
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan A D|sp0§|5| Kabid 5 menit | Disposisi Kasubbag
3 - Pembinaan Kedudukan Hukum
14 | Fungsional Umum untuk mengirimkan SK
Pensiun Dini kepada Pemohon l
Fungsional Umum menghubungi Bagian Disposisi Kasubbag | 5 menit |Catatan komunikasi
15 |Kepegawaian SKPD untuk mengambil SK Kedudukan Hukum
Pensiun Dini
SK Pensiun Dini 5 menit | Tanda terima
16 |Pemohon (SKPD) menerima SK Pensiun Dini penyerahan SK
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Permohonan Pemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Permohonan Pemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Keterangan
SKPD Agendaris Sekretaris Kat?ag Kasubbag Kepala BKD Inspektorat Kelengkapan Waktu Output
BKD Pembinaan Dukkum
Pemohon (SKPD) menyampaikan permohonan Catatan pelanggaran disiplin|5 menit Tar{da terima
1 |penetapan hukuman disiplin Q« penyerahan surat
Agendaris menernma surat kemudian disampaikan Surat 5 menit Catatan surat
2 |kepada Pengolah Data. masuk
Pengolan Data mendisposisikan surat kepada — Surat usulan penetapan 5 menit DISposISI Sekretaris
3 |Kabag Pembinaan untuk segera di tindak lanjuti. E hukuman disiplin BKD
Kabag-PembinaanmemerintahkarKastibag Bisposisi-PengotatrBata; 5 menit Dfsposistkabagy
Kedudukan Hukum Untuk memeriksa berkas surat usulan penetapan Pembinaan
4 |permohonan hukuman disiplin
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa Dispasisi Kasubbag 15 menit Draft surat
kelengkapan berkas permohonan, jika sudah Dukkum, surat usulan pengantar
lengkap Kasubbag Dukkum membuat surat penetapan hukuman disiplin pemeriksaan
5 |pengantar pemeriksaan yang diserahkan kepada Y
Kabag Pembinaan. Jika masih ada kekurangan /
maka Kasubbag menghubungi Pemohon meminta \
untuk melengkapi berkas. )
Kabag Pembinaan memeriksa draft surat Surat usulan penetapan 10 menit Draft surat pengantar
pengantar pemeriksaan. Jika tidak ada kesalahan AA hukuman disiplin, Draft surat pemeriksaan dengan
6 |disampaikan kepada Kepala BKD. Jika ada pengantar pemeriksaan paraf Kabag
kesalahan dikembalikan untukdiperbaiki \ Pembinaan
Kepala BKD memeriksa draft surat pengantar. 1 Surat usulan penetapan 10 menit $urat pengantar
Jika tidak ada kesalahan ditandatangani dan hukuman disiplin, Draft surat pemeriksaan
7 diserahkan kepada Kabag Pembinaan untuk pengantar pemeriksaan
ditindaklanjuti. Jika masih ada kesalahan maka dengan paraf Kabag
dikembalikan untuk diperbaiki Pembinaan
Kabag Pembhinaan menyerahkan surat Surat usulan penetapan 5 menit Disposisi Kahag
pengantar kepada Kasubbag Dukkum hukuman disiplin, Surat Pembinaan
8 pengantar pemeriksaan
dengan paraf Kabag
Pembinaan
Kasubbag Dukkum menyerahkan surat kepada Surat usulan penetapan 5 menit TAnda terima
Inspektorat hukuman disiplin, Surat penyerahan surat
9 pengantar pemeriksaan
dengan paraf Kabag
Pembinaan
Inspektorat menerima surat Surat usulanpenetapan 5 menit TAnda terima surat
hukuman disiplin, Surat
10 A pengantar pemeriksaan
A dengan paraf Kabag
< > Pembinaan
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PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian PNS

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag Fungsional Kepala BKD Asda/Sekda Pgndistribusi Kelengkapan Waktu Output
No. Pembinaan Kedudukan Umum Surat Keterangan
Hukum
SKPD menyampaikan laporan PNS yang
m;:aar‘l:‘k;aat t\en'i;l;zldana kepada Kepala BKD . Surat dan Tanda terima
1 9 /> dokumen 5 menit surat
pendukung
1
Agendaris mencatat surat masuk dan
menyerahkan kepada Pengolah Data Surat dan
| Tercatatnya surat
2 dokumen 5 menit
dalam agenda
pendukung
Sekretaris mendisposisikan surat kepada
i i i Surat dan . .
3 SeEIaIaIB:fiang Pembinaan untuk segera di dokumen 5 menit Disposisi
ijdak fanjutl Sekretaris Badan
pendukung
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Surat dan
Kedudukan Hukum untuk memeriksa berkas dokumen . .
.. | Disposisi Kabag
4 pendukung, 5 menit A
) L Pembinaan
disposisi
Sekretaris Badan
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa
berkas, jika berkas lengkap maka membuat s d
draft SK Pembebasan Sementara kemudian ) & urat dan
diserahkan kepada Kabag Pembinaan. Jika / dokumen Draft SK
5 |perkas tidak lengkap maka pendukung, 15 menit| Pembebasan
menyampaikannya kepada pemohon disposisi Sementara
Kabag
Pembinaan
Kabag Pembinaan memeriksa draft SK
Pembebasan Sementara. Jika sudah sesuai Draft SK
diserahkan kepada Kelapa BKD. Jika belum A Draft SK ) Pembebasan
6 sesuai dikembalikan kepada Kasubbag Pembebasan 15 menit Sementara yang
Kedudukan Hukum \ Sementara sudah dikoreksi
Kepala BKD memeriksa draft surat, jika on
sesuai dl.paraf. Jika belum sesuai . /V Draft SK
75 T‘k?":ba"ka" kte;ada :::bai Perzblr}lain. Pembebasan 15 menit Draft SK yang
;”J”bf‘ya surat diserankan kepada ftabag Sementara yang sudah diparaf
embinaan sudah dikoreksi
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag
Kedudukan Hukum untuk menyerahkan
8 surat kepe.zda Asda qan Sekda ur.mtuk paraf Draft SK yang 5 menit Disposisi Kabag
koordinasi hingga ditandatangani oleh sudah diparaf Pembinaan
Gubernur
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan X .
fungsional umum untuk mengantar surat ke Draft SK_ yang Disposisi
9 [kantor Gubernur SUda_‘h dlpa_raf, 5 menit Kasubbag
disposisi Kedudukan
Kabag Hukum
Pemhinaan
Fungsional umum mengantar draft SK Draft SK yang
Pembebasan Sementara sudah diparaf,
10 disposisi 1jam Tanda terima
Kasubbag surat
Kedudukan
Hukum




Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag Fungsional Kepala BKD Asda/Sekda Pendistribu Kelengkapan Waktu Output
No. Pembinaan Kedudukan Umum si Surat Keterangan
Hukum
Asda dan Sekda memberi paraf koordinasi
kemudian ditandatangani oleh Gubernur.
Setelah ditandatangani surah diserahkan SK Pembebasan
11 [kepada BKD melaluiFungsional Umum Draft SK Sementara
Fungsional Umum membuat surat pengantar
SK Pembebasan Sementara kemudian draft surat
15 Jiserahkan kepada Kasubbag Kedudukan v SK Pembebasan 1jam pengantar SK
Hukum — Sementara Pembebasan
| Sementara
L
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa
draft surat pengantar SK Pembebasan Y
Sementara. Jika sudah sesuai diserahkan / \ draft surat draft sturaStK
16 fepada Kabag Pembinaan, jika belum sesuai \/ pengantar SK 15 menit ;;engsnbar
dikembalikan kepada fungsional umum e Pembebasan embebasan
Sementara sementara yang
telah dikoreksi
Kabag Pembinaan memeriksa draft surat
pengantar SK F.’embebasan Sementara. Jika draft surat draft surat
sudah sesuai diserahkan kepada Kepala v
L . pengantar SK pengantar SK
17 KD dan jika belum sesuai dikembalikan \ Pembebasan 15 menit Pembebasan
kepada Kasubbag Kedudukan Hukum emoebasal e emoebasal
sementara yang sementara yang
telah dikoreksi telah dikoreksi
Kepala BKD memeriksa draft surat
pengantar SK Pembebasan Sementara. Jika draft surat
sudah sesuai ditandatangani, jika belum pengantar SK
18 qesuai dikembalikan kepada Kabag Pembebasan | 10 menit[Surat Pengantar
Pembinaan sementara yang
telah dikoreksi
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag
Kedudukan Hukum untuk mengiirim surat Surat Pengantar
19 Hfengantar dan SK Pembebasan Sementara dan SK 5 menit Disposisi Kabd
kepada pemohon Pembebasan Pembinaan
Sementara
Kasubbag menugaskan . -
Fungsional Umum untuk Vv Surat Pengantar Disposisi
20 thengarsipkan surat dan | dan SK 5 menit Kasubbag
mengirimkan surat beserta SK Pembebasan Kedudukan
Pembebasan Sementara Sementara Hukum
Fungsional Umum mengarsipkan
surat dan menghubungi Surat Pengantar SK yang telah
21 pendistribusi Surat untuk dan SK .| diarsipkan, tanda
Pembebasan | 15 menit ;
mengantar surat terima
Sementara penyerahan surat
Pendistribusi Surat mengantar \ Surat Pengantar
surat 2 dan SK 1iam Tanda terima
* Pembebasan ! pengiriman surat
Sementara
SKPD menerima surat v Surat Pengantar
dan SK
23 ( ’ i
Pembebasan 5 menit
Sementara




T

PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Permohonan Perceraian PNS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun
1990 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Permohonan Perceraian PNS

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
N Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag | Kementerian Kepala BKD Tim Asda, Sekda, Kelengkapan Waktu Output Ket
0 Pembinaan | Kedudukan Agama Pertimbangan Wagub dan eterangan
Hukum Gubernur
Pemohon (SKPD) menyampaikan surat
Ze;r::gzggan perceraian Kepala BKD melalui Surat
1 [ permohonan, | 5 menit Tanda terima surat
persyaratan
Agendaris mencatat surat masuk dan
menyerahkan kepada Pengolah Data N f_l Dokumen
2 | I permohonan | 5 menit Tzrclatatnya s:rat
perceraian alam agenda
Sekretaris mendisposisikan surat kepada v
Kepala Bidang Pembinaan untuk segera di —] Dokumen . . :
3 tifdak lanjuti. | I permohonan | 5 menit Dlspos‘IBS;1 dSaerl]«etans
perceraian
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag A 4 Dokumen
Kedudukan Hukum untuk memeriksa berkas | ] permohonan ) .
4 perceraian, 5 menit Pisposisi Kabag
Disposisi Pembinaan
Sekretaris Badan
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa
berkas, jika berkas lengkap maka disiapkan Y Dokumen
proses mediasi. Jika berkas tidak lengkap permohonan
5 |maka menyampaikannya kepada pemohon perceraian, 2 hari Jadwal mediasi
Disposisi
Kabag
] Pembinaan
|Kementerian Agama melakukan medias -
Hasil mediasi tersebut disampaikan kepada Dokumen
6 |Kasubbag Kedudukan Hukum permohonan 1 hari Hasil mediasi
perceraian
Kasubbag Kedudukan Hukum Dokumen Tersampaikannya
; meléporkan hasil mediasi kepada Kabag permohonan % ) informasi hasil
Ppmbinaan cerai, hasil menitl  ediasi kepada
mediasi Kabag
Kabag Pembinaan melaporkan hasil A 4 Dokumen Tersampaikannya
8 mediasi kepada Kepala BKD | |I permohonan 30 informasi hasil
cerai, hasil menit mediasi kepada
mediasi Kepala BKD
Kepala Bb:D rr:mznl;s.a :asll med|a5|bdar; J Dokumen Surat undangan
menugaskan lim Fertimbangan membual
rmohonan . )
9  |rekomendasi ] pe 9 ° a.l 1 hari untuk Tim
cerai, hasil )
o Pertimbangan
mediasi
Tim Pertimbangan mengadakan rapat untuk
membuat rekomenda§i terhaqap ¥ Dokumen
1 Zfermohg;ankperczrakans Ha;lh‘ly; I_j permohonan 1 hai Rekomendasi Tim
Isampaikan kepada Kabag Fembinaan cerai, hasil Pertimbangan

mediasi




Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag | Kementerian Kepala BKD Tim Asda, Sekda, Kelengkapan Waktu Output
No. Pembinaan | Kedudukan Agama Pertimbangan Wagub dan Keterangan
Hukum Gubernur
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Dokumen
Kedudukan Hukum untuk membuat draft SK permohonan
1 perceraian cergi, hasil 5 menit Pisposisi Kabag
mediasi dan Pembinaan
rekomendasi Tim
Pertimbangan
Kasubbag Kedudukan Hukum membuat draft Dokumen
SK Perceraian dan diserahkan kepada permohonan
Kabag Pembinaan cerai, hasil
15 mediasit ) 2 jam Draft S!(
rekomendasi Tim Perceraian
Pertimbangan
dan disposisi
Kabag
Kabag Pembinaan memeriksa draft SK, jika
’ ) Dokumen
sesuai maka diserahkan kepada Kepala BKQJ
. " ) ) 4 permohonan
untuk diparaf. Jika belum sesuai maka X .
dikembalikan kepada Kasubbag Kedudukan _)<\ ceral i ha_5|l Draft SK
16 fukum / medlash_ . |15 menit| Perceraian yang
rekomendasi Tim . ;
) telah dikoreksi
Pertimbangan
dan draft SK
Perceraian
Kepala BKD memeriksa draft SK, jika sesuai
maka diparaf dan selanjutnya dilakukan paraf
koordinasi, bila belum sesuai diserahkan v Draft SK Draft SK
17 |kembali kepada Kabag Pembinaan /\ Perceraian 15 menit| Perceraian yang
\/ telah diparaf
Asisten Administrasi, Setda, Wakil Gubernur
memberi paraf koordinasi kemudian I—‘ 4
ditandatangani oleh Gubernur. Setelah l | Draft SK
18 |ditandatanganimaka SKdiserahkankepada Perceraian yang SK Perceraian
BKD telah diparaf
Kabag Pembinaan menerima SK Peceraian
yang telah ditandatangani dan menugaskan
Kasubbag Kedudukan Hukum untuk v—I X -
19 [menyerahkan kepada pemohon | I SK Perceraian 5|menit Disposisi Kabag
Pembinaan
Kasubbag menginformasikan A 4 SK Perceraian
20 |pemohon untuk mengambil SK [ | dan disposisi 1 hari Surat panggilan
Perceraian Kabag
Pemohon menerima SK v SK Perceraian
21 Perceraian Surat Panggilan § menit diterima oleh

pemohon




PEMERINTAH PROVOINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE.. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAAN DAN DIKLAT

Nama SOP Pengucapan Sumpah Janji

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

1. Pendidikan S1 Hukum
2. Memahami Permasalahan Hukum

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
2. Komputer/PC;

3. Internet

4. ATK, Stempel;

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Diperlukan koordinasi dengan pegelola kepegawaian disetiap SKPD




SOP Pengucapan Sumpah Janji

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag Fungsional Kepala BKD Asda/Sekda Pendistribu Kelengkapan | Waktu Output
No. Pembinaan Kedudukan umum si Surat Keterangan
Hukum
SKPD menyampaikan usulan peserta
n;:\ﬁu;az:;ar:zah janji kepada Kepala BKD L Surat dan anda teri
1 " 2 € dokumen | 5 menit fanda erima
pengusulan
—
Agendaris mencatat surat masuk dan
menyerahkan kepada Pengolah Surat dan Tercatatnya surat
2 Dhta dokumen 5 menit dalam agenda
pengusulan
Sekretaris mendisposisikan surat kepada
Kepala Bidang Pembinaan untuk segera di Surat dan . Disposisi
3 tipdak lanjuti dokumen S menit| oy retaris Badan
pengusulan
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Surat dan
Kedudukan Hukum untuk memeriksa berkas | dokumen Disposisi Kabag
4 pengusulan, 5 menit Pembinaan
Disposisi
Sekretaris Badan
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa
berkas, jika berkas lengkap maka
v
menlAJgAasl;e;r;I Fungsl\or]al L;rg:rrg untuk Surat dan Disposisi
) I
pengucapan sumpah janji. Jika berkas tidak dokumen X Kasubbag
5 lgngkap maka menyampaikannya kepada pen.gusu.la.n, 1jam Kedudukan
pemohon Disposisi
Hukum
Kabag
Pembinaan
Fungsional umum mendata PNS yang akan
mengucapkan sumpah janji, membuat draft
surat ’?angg"a:”v 5”’? pe”‘:"h""a"h Surat dan Surat ditujukan
peminjaman tempat, surat permononan y dokumen untuk PNS van
protokol dan surat permohonan memandu [ | K yang
sumpah janji. Kemudian diserahkan kepada | - pen_gusu-a_n, . axan
6 Khsubbag Kedudukan Hukum N Disposisi 1 hari Draft surat mengu_cap"kar?
Kasubbag sumpah janji, biro
Kedudukan umum, biro humas
Hukum dan Sekda/Gub
Kasubbag Kedudukan Hukum memeriksa
draftsurat. Jika sesuai diserahkan kepada Draft S"“fat yang
Kabag Pembinaan, jika belumsesuai X sudah dikoreksi
7 |dikembalikan kepadaFungsional Umum / \ Draft surat 30 menit Kasubbag
\ / Kedudukan
1 Hukum
KabagPembinaan memeriksa draftsurat, jika
sudah sesuai maka diserahkan kepada v Draft suratyang Draft surat yang
Kepala BKD. Jika belum sesuai dikembalikan sudah dikoreksi : :
30 sudah dikoreksi
8  |kepada Kasubbag Kedudukan Hukum Kasubbag .
menit Kabag
Kedudukan Pembinaan

Hukum




Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Agendaris Pengolah Data Kabag Kasubbag Fungsional Kepala BKD Asda/Sekda Pendistribu Kelengkapan | Waktu Output
No. Pembinaan Kedudukan Umum si Surat Keterangan
Hukum
Kepala BKD memeriksa draft surat, jika |
sesuai diparaffditandatangani. Jika belum
L Surat permohonan
sesuai dikembailkan kepada Kabag K
) untuk Biro Umum,
Pembinaan. Selanjutnya surat diserahkan H dan Sekd
kepada Kabag Pembinaan umas an Se ,a
Draft surat yang Draft surat ditandatangani
9 sudah dikoreksi 15 menit panggilan dan | oleh Kepala BKD,
Kabag surat sedangkan surat
Pembinaan permohonan panggilan hanya
diparaf karena
ditandatangani
oleh Sekda
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag
Kedudukan Hukum untuk mengirimkan surat Draft surat
10 panggilan dan 5 menit Disposisi !(abag
surat Pembinaan
permohonan
Kasubbag Kedudukan Hukum menugaskan Draft surat
fungsional umum untuk meminta panggilan dan Disposisi
tandatangan Sekda di surat panggilan acara|
11 - - A 4 surat 5 menit Kasubbag
engucapan sumpah janji dan mengirimkan permohonan Kedudukan
surat lainnya I L
disposisi Hukum
Kabag
Fungsional umum mengantar surat panggilan Draft surat
untuk diparaf koordinasi dan ditandatangani panggilan dan
serta mengantar surat permohonan lainnya. surat
15 perr_noho_n_an, 2jam Tanda terima
disposisi surat
Kasubbag
Kedudukan
Hukum
\Sda, memberi parar koorainasi kemudian
ditandatangani oleh Sekda dan diserahkan W
16 |kepada BKD melalui fungsional umum — Draft Swat Surat Panggilan
panggilan
FUNgSionaT Umum mengarsipkan Surat
tersebut kemudian menyerahkannya kepada
Pendistribusi Surat .
17 Surat Panggilan 1 jam Tanda terima
penyerahan surat
Cara mendistribusiKan surat panggian
kepada SKPD
. Tan rim;
18 Surat panggilan a . (.ja terima
pengiriman surat
SKPD Menerima surat panggiran
19 pelaksanaan pengucapan sumpah janji é Surat panggilan




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEDAIL A SUB BACGIAN
KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN
PECAWAI
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci 8
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZ?At vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & &
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD




Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

o
O 4
AN

;

Tgl Efektif

@{) P

PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Sop Kenaikan Gaji Berkala Yang Ditandatangani Oleh

Kabiro (Gol Ruang IV/a - IV/b)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.Peraturan Pemerintah Rl No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji
PNS

2.Peraturan Pemerintah Rl No.15 Tahun 2012 tentang perubahan
keempat belas atas Peraturan Pemerintah Rl No.7 TAHUN 1977 tentang
Peraturan Gaji PNS

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetens
jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk
mengetahu potensi dan kompetensi PNS




SOP Kenaikan Gaji Berkala Yang ditandatangani oleh Kabiro (Gol Ruang IV/a - IV/b)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon Pengadminist| Kasubbag Kabag Kasubbag Fungsional Kabiro Pengola Kelengkapan Waktu Output Keterangan
(SKPD) [rasi Umum TU Pembinaan Kespeg Umum h Data
Pemohon (SKPD) menyampaikan surat
usulan nama PNS untuk mendapatkan Surat Surat Usulan, Berkas 5 Menit Tanda terima
1 |kenaikan Gaji Berkala. kepada Kabiro Syarat Administrasi penyerahansurat
melalui Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Umum menerima surat W
2 |ysulan nama-nama PNS untuk mendapatkan —1 Surat Usulan, Berkas |5 penit Catatan suratmasuk
Surat Kenaikan Gaji Berkala dan Syarat Administrasi
menyampaikannya kepada Kasubbag TU
Rasupbbag TU Badan mendisposisikan surat Surat Usulan, Berkas DiSposiSt Kasubbag
3 |kepadaKepala Bidang Pembinaan untuk A 4 - } 5 Menit TU
segera di tindak lanjuti. | _|| Syarat Administrasi Kepada Kabag
Kabag Pembinaan menugaskan Kasubbag Vv Surat Usulan, Berkas |\ Dispggsi Kakbag §
4 |Kespeg untuk ditindaklanjuti ini i en pembinaan kepada
peg J I_ } Syarat Administrasi Kasubbag Kespeg
Kasubbag Kespeg memeriksa berkas yang A 4 Surat Usulan, Berkas Disposisi Kasubbag
5 |akan ditindak lanjuti. Jika berkas lengkay | I ini i .
Kasubbag mendiJsposisikan berkasts%. I& g?;arczj;i?;j?;g:trash 15 menit Kespeg kepada
Fungsional Umum Penabinaan 9 Fungsional Umum
Furgsiona-tmum-remverfilas-usulan-dan
kelengkapan berkas, menghitung dan
mengentry kenaikan gaji berkala dan Surat Usulap,_ Berk_as Draft Surat Kenaikan
6 |membuatsurat pengantar. Setalah itu 'LI gyaratAq?lnlsérssu 15 menit Gaiji Berkala, Surat
Fungsional Umum menyerahkan surat tersebut] 1 Klesspoes|5| asubbag Pengantar
ke Kasubbag Kespeg M Peg
Kasct
Kenaikan Gaji Berkala jika sudah sesuai maka Draft Surat Kenaikan
diserahkan kepada Kabag Pembinaan untuk A Draft Surat Kenaikan Gaiji Berkala, Surat
7 |paraf koordinasi. Jika tidak sesuai maka surat < Gaji Berkala, Surat 15 menit Pengantar yang sudah|
dikembalikan kepada fungsional umum untuk A Pengantar diperiksa oleh
diperbaiki Kasubbag Kespeg
Kabaa-Ramhbinaan mamyuarifileact nlang Stat
Kenaikan Gaji Berkala ji_ka sudah sesuai maka Draft Surat Kenaikan Draft Surat Kenaikan
diserahkan kepada Kabiro untuk Gaiji Berkala, Surat Gaiji Berkala, Surat
8 [|ditandatangani. Jika tidak sesuai maka surat ~ Pengantar yangsudah [15 menit Pengantar yang sudah|
usulan dikembalikan kepada Kasubbag Kespeg diperiksa oleh diperiksa oleh Kabag
untuk diperbaiki Kasubbag Kespeg Pembinaan
Kabiro memverifikasi ulang surat Kenaikan Gaj l
Berkala, jika sudah sesuai Kabiro Draft Surat Kenaikan
) Gaji Berkala, Surat . .
9 menandatanganl surat usulan dan ‘ ) <\ Pengantar yangsudah |15 menit Surat Kenaikan Gaji
menyampaikan pda Kabag Pembinaan .jika diperiksa oleh Kabag Berkala
tidak sesuai Kabiro mengembalikan kepada Pembinaan
Kabag pembinaanuntuk di perbaiki.
Kabag Pembinaan menyerankan surat (' Surat Kenaikan Gaji Disposisi Kabag
10 |kenaikan Gaji Berkala kepada Kasubbag Berkal 5 menit pembi
Kespeg untuk ditindaklanjuti | erkala embinaan
Kasubid Kespeg menyerahkan surat kenaikan Surat Kenaikan Gaji Disposisi Kasubbag
11 |gaji berkala yang sudah ditandatangani kepada Berkala, Disposisi 5 menit

fungsional umum

Kabag Pembinaan

Kespeg




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon | Kasubbag Kabag Kasubbag [ Fungsional ) Keterangan
(SKPD) Pengadmini TU pembinaan | Kespeg Umum Kabiro Pengola Kelengkapan Waktu Output

Fungsional umum menyerahkan surat ke . -
Pengolah Data untuk di kirim ke SKPD Surat Ke”?""a“ .G.a“ . Tanda terima

12 Berkala, Disposisi 5 menit
pemohon dengan surat pengantar dan Kasubbag Kespe penyerahan surat
menyimpan arsip salinan berkas surat ubbag peg

13 Pengolah Data mengirim surat kenaikan gaji v Surat Kenaikan Gaji . Tanda terima
berkala Berkala 60 menit penyerahan surat
SKPD pemohon menerima surat kenaikan gaji Surat Kenaikan Gaii

14 |berkala dan menyerahkan tanda terima kepadal urat fenaikan Gajl 5 menit Tanda terima

Pengolah Data

Berkala
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Persiapan Kegiatan Konseling

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Kepala BKN Nomor 43/KEP/2001 tentang Standar

Kompetensi Jabatan Struktural PNS

2. Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penilaian KompetensiPNS

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan

aturan

2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




SOP Persiapan Kegiatan Konseling

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kapag Kasubbag| Fungsional Kabiro Pengola Kasubbag Iqstang/ SKPD Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pembinaan Kespeg Umum h Data Umum Universitas
Kabag Pembinaan meminta dan menerima

1 data !(e Dinfo nama-nama PNS yang akan Data nama-nama PNS | 15 Menit Daftar nama pegijlwai
Pensiun 4 tahun mendatang, dan yang akan pensiun
menyampaikannya kepada Kasubid Kespeg

2 Kasubid Kespeg menugaskan Fungsional Daftar nama pegawai 5 it Disposisi Kasubbag
umum untuk memproses data. yang akan pensiun meni Kespeg
Fungsional Umum memv§r|f|ka5| data nama- Yy ) Daftar nama pegawai

5 [nama PNS yg ikut konseling dengan Daftar nama pegawai 3 hari yang akan pensiun
persyaratan yg ditentukan dan l_j yang akan pensiun yang telah diperiksa
menyerahkannya kepada Kasubbag Kespeg N
Kasubbag Kespeg memverifikasi ulang Data v
nama-nama PNS yg ikut konseling dengan /\ Daftar nama pegawai Daftar nama pegawai

4 |persyaratan yg ditentukan. Jika sesuai akan yang akan pensiun 60 menit| yang akan pensiun
diserahkan kepada Kabag Pembinaan. Jika \/ yang telah diperiksa yang telah diperiksa
belum sesuai dikembalikan A
Kabag Pembinaan memverifikasi ulang

X ) A\ 4
Data nama-nama PNS yang ikut konseling Daft . Daft .
dengan persyaratan yg ditentukan, jika aftar nama pegawal atar nama pegawal

5 L ) yang akan pensiun 30 menit yang akan pensiun
sesuai diserahkan kepada Kabiro untuk - L

N R X yang telah diperiksa yang telah diperiksa
ditanda tangani. Jika belum sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki
Kabiro memverifikasi ulang Data nama- nama
PNS yang ikut konseling, jika sudah sesuai Daftar nama pegawai Daftar peserta

6 ditanda tangani kemudian diserahkan kepada yang akan pe';s?un 16 Menit konseling yang telah

Kabag Pembinaan untuk ditindaklanjuti. Jika N ditandatangani oleh
R yang telah diperiksa :

belum sesuai Kabiro

dikembalikan untuk diperbaiki

Kabag Pembinaan menyerahkan data Dattar _peserta ) .

7 PNS ikut k ling k konseling yang telah 5 it Disposisi Kabag
nama—lnama Hyang| u lonse Ing ke ditandatangani oleh meni Pembinaan
Kasubid untuk ditindak lanjuti Kabiro

Daftar peserta
Kasubid menyerahkan data nama-nama PNS konseling yang telah A =
. R . y X - . Disposisi Kasubbag

8 |yang ikut konseling ke Fungsional Umum o | ditandatangani oleh 5 menit Kespe

untuk ditindak lanjuti Kabiro, Disposisi peg
Kabag Pembinaan
Fungsional Umum membuat surat kDaftarIlpeserta telah Draft "

9 permohonan narasumber. Setelah itu A\ 4 dfjtnsz 'Tg yang Ti 60 it ra s;lra

Fungsional Umum menyerahkan kepada [ ' ar_1 a af‘ga”'."_ € menit permohonan .
L Kabiro, Disposisi narasumber konseling
Kasubbag Kespeg ~ .
Kabag Pembinaan
Kasubbag Kespeg memverifikasi surat Y Draft surat
permqhqnan narasumber apabila sudah \ Draft surat permohonan ) permohonan )
10 |sesuai diparaf dan diserahkan ke Kabag K 15 menit |narasumber konseling
; . A . narasumber konseling
Pembinaan. Jika belum sesuai dikembalikan dengan paraf
untuk diperbaiki Kasubbag Kespeg

{




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kapag Kasubbag| Fungsional Kabiro Pengola Kasubbag Iqstang/ SKPD Kelengkapan Waktu output Keterangan
Pembinaan Kespeg Umum h Data Umum Universitas
Kabag Pembinaan memverifikas ulang Draft surat permohonan Draft surat
surat undangan narasumber. Jika sudah narasumbe[: konselin permohonan
11 |sesuai diserahkan kepada Kabiro untuk dengan paraf 9 10 menit |narasumber konseling
ditandatangani dan jika belum sesuai K gbb P K dengan paraf Kabag
dikembalikan untuk diperbaiki asubbag Kespeg Pembinaan
Kabiro memverifikasi ulang surat yang |
ditujukan keinstansi terkait, jika dianggap Draft surat permohonan
12 sesuai maka ditanda tangani dan diserahkan narasumber konseling 10 " Surat permohonan
kepada Kabag Pembinaan untuk dengan paraf Kabag menit | harasumber konseling
ditindaklanjuti. Jika belum sesuai Pembinaan
dikembalikan untuk diperbaiki
Kabag Pembinaan _menyerahkan surat- Surat permohonan . Disposisi Kabag
13 |surat yang sudah ditandatangani tsb ke . 5 menit X
Kasubid Kespeg | narsumber konseling Pembinaan
Kasubid Kesp_eg menyerahkan surat- surat A 4 Surat permohonan A Disposisi Kasubbag
14 |yang sudah ditandatangani tsb ke I—'—]_ narausmber konseling 5 menit Kespeg
Fungsional Umum L
15 Fungsional Umum meminta Pengolah I_L| Surat permohonan 5 it Tanda terima
Data untuk mengirimkan surat I 1 narausmber konseling meni penyerahan surat
Pengolah Data menyampaikan surat kepada . Tanda terima
16 instansi pemberi konseling yang dituju. I Surat 1 hari penyerahan surat
Instansi/Universitas menerima surat
permohonan pelaksanaan konseling. v Surat kesediaan
17 |Kemudian membuat surat jawaban atas [—j Surat 4 hari narasumber konseling
permohonan pelaksanaan konseling. Surat
terebut disampaikan kepada Kabiro
Kabiro menugaskan Kabag Pembinaan "4 .
. Surat kesediaan ) . . .
18 |membuat surat undangan dan pemanggilan | l . 5 menit | Disposisi Kabiro
kepada Peserta. narasumber konseling
Kabag Pembinaan memerintahkan Disposisi Kaba
19 |Kasubid Kespeg membuat surat undangan Disposisi Kabiro 5 menit Perflbinaan 9
dan pemanggilan kepada Peserta.
Kasubid Kespeg memerintahkan Fungsional A 4 Disposisi Kabag . Disposisi Kasubbag
Eﬂ
20 |Umum membuat surat undangan dan Pembinaan 5 menit Kespeg
pemanggilan kepada Peserta.
Fungsional Umum membyat surat Undangay \ Disposisi Kasubbag | Surat undangan untuk
21 |dan mengentry pemanggilan kepada pesertd — Kespeg 60 menit peserta
dan menyampaikannya kepada Kasubid. f H—-—
Kasubbag Kespeg memverifikasi surat
o Surat undangan
U_ndangan peserta, jika tidak adg kesalahan Surat undangan _ [peserta yang telah
22 |diserahkan kepada Kabag Pembinaan. Jika peserta 10 menit diperiksa
masih ada kesalahan dikembalikan untuk Kasubbag K
diperbaiki asubbag Kespeg
Kabag Pembinaan memverifikasi surat
undangan jika tidak ada kesalahan diparaf Y surat undangan Surat undangan
) X peserta yang telah .. |peserta yang telah
23 |dan diserahkan kepada Kabiro untuk diperiksa 10 menit diperiksa Kabag
ditandatangani. Jika masih ada kesalahan X
dikemablikan untuk diperbaiki Kasubbag Kespeg Pembinaan
Kabiro memeriksa ulang surat L Surat undangan
undangan. Jika tidak ada kesalahan peserta yangtelah Surat undangan
24 |ditandatangani dan diserahkan kepada diperiksa Kabag 5 menit eserta konselin
Kabag Pembinaan. Jika masih ada kesalahan Pembinaan P 9
dikembalikan untuk diperbaiki embinaa




Pelaksana utu Baku
No. Kegiat i i Ket
© egiatan Kat_)ag Kasubbag) Fungsional Kabiro Pengola Kasubbag Iqstan_sﬂ SKPD Kelengkapan Waktu Output eterangan
Pembinaan | Kespeg Umum h Data Umum JUniversitas
Kabag Pembinaan men){erahkan Surgt a Surat undangan ) Disposisi Kabag
25 |undangan yang sudah ditandatangani ke eserta konselin 5 menit Pembinaan
Kasubid Kespeg untuk ditindaklanjuti | ] P 9
Ka;ubld Kespeg m;nlilzrlahk;n Surat( K Surat undangan R Disposisi Kasubbag
26 |un angan yang suda |ta‘n‘ atangani ke ; peserta konseling 5 menit Kespeg
Fungsional Umum untuk dikirmkan
Fungsional Umum menyampaikan surat \ 2 .
27 |Undangan kepada Kasubbag Umum untuk | Surat undanga.n 5 menit Tanda terima
diserahkan kepada Pengolah Data | peserta konseling penyerahan surat
28 Kasubbag Umum menugaskan Pengolah | . A Surat undangan 5 menit Disposisi Kasubbag
Data untuk mengirimkan surat kepada SKPD 1 | peserta konseling Umum
Pengolah Data menyampaikan surat kepada
SKPD untuk dibagikan kemasing-masing A\ 4 Surat undangan ) Tanda terima
29 ) " 1 : 1 hari
peserta konseling dan mengirimkan surat | peserta konseling penyerahan surat
kepada ,I,
30 |SKPD menerima surat ﬁ Surat undangan 5 menit |Tanda terima surat

peserta konseling




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA BACGIAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI



STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEPAILA SUB BACGIAN
DOKUMENTASI DAN PENCGOLAHAN DATA
KEDECAWAIAN
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kebpal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZt vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & g
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 | usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

Nama SOP SOP PEMROSESAN DAN PELAKSANAAN PEREKAMAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT BIOMETRIK KPE
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 1. Pendidikan minimal D.IIl
Elektronik 2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pemrosesan dan Pelaksanaan Perekaman Biometrik KPE

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Kasubdit Pengelola Data BIRO Keterangan
KEPEGA
Kepala Biro Bidang Doklahta Kepegawaian WAIAN Kelengkapan Waktu Output
Kepala Biro Prov. Kaltara menerima kuota
biometric KPE dari BKN dan memberikan . .
Jdisposisi kepada kepala bidang dokinfo untuk Kuota Biometrik 5 menit Disposisi
. . . ( } KPE
melaksanakan biometric KPE sesuai dengan
kuota yang diberikan
Kepala bidang memberikan disposisi kepada W Kuota Biometrik
kepala sub bidang doklahta untuk 2] KPE; Disposisi 5 menit Disposisi
melaksanakan biometric KPE sesuai dengan | |
kuota yang diberikan
Kasubbag Doklahta memerintahkan kepada v
Pengelola data kepegawaianuntuk membuat Kuota Biometrik
Jdraft surat pemanggilan dan jadwal KPE; Disposisi 5menit  |Disposisi
pelaksanaan biometric KPE
Pengelola data kepegawaian membuat draft L Kuota Biometrik draft surat
surat pemanggilan dan jadwal pelaksanaan I pemanggilan dan
4biometric KPE dan disampaikan kepada [ KPE; Disposisi jadwal pelaksanaan
Kasubag [ biometric KPE
120 menit
. v
Kasubbag Doklahta memeriksa draft surat e
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan e Sy Kuota Biometrik Kuota Biometrik KPE:
9 biometric KPE. Jika setuju diparaf dan ) KPE; Draft Surat Draft Surat
disampaikan kepada Kabag. Jika belum setuju Pemanggilan; Pemanggilan; Jadwal
dikembalikan untuk diperbaiki. Jadwal Pelaksanaan dengan
Pelaksanaan 15 menit  |paraf Kasubag
Kabag Dokinfo memeriksa draft surat Kuota Biometrik
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan ",!.,\ KPE; Draft Surat
biometric KPE yg diparaf Kasubag. Jika setuju Pemanggilan; Kuota Biometrik KPE;
diparaf dan disampaikan kepada Kepala Biro. Y Jadwal Draft Surat
Jika belum setuju dikembalikan untuk Pelaksanaan Pemanggilan; Jadwal
diperbaiki. dengan paraf Pelaksanaan dengan
Kasubag 15 menit  [paraf Kabag




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Kasubdit Pengelola Data BIRO Keterangan
KEPEGA
Kepala Biro Bidang Doklahta Kepegawaian WAIAN Kelengkapan Waktu Output
Kepala Biro memeriksa draft surat
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan é
biometric KPE yg diparaf Kabag. Jika setuju 5
7ditandatangani dan disampaikan kepada
disampaikan kepada Kabag untuk
ditindaklanjuti. Jika belum setuju Kuota Biometrik Kuota Biometrik KPE;
dikembalikan untuk diperbaiki. KPE; Draft Surat Draft Surat
Surat panggilan yang sudah di tanda tangani Pemanggilan; Pemanggilan; Jadwal
oleh Kepala Biro di sampaikan kepada Jadwal ) Pelaksanaan dengan
Kasubbag Doklahta guna di teruskan kepada Pelaksanaan 15 menit  kanda tangan Kepala
BIRO KEPEGAWAIAN nya. dengan paraf Kabag BIRO
Kuota Biometrik
d 1 KPE; Draft Surat
Kabag Dokinfo menyampaikan surat | f(demlanggllan;
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelaksanaan
biometric KPE yg ditandatangani Kepala Biro dengan tanda
kepada Kasubag. tangan Kepala Biro |5 menit Disposisi
v Disposisi; Kuota
Kasubbag Doklahta menyampaikan surat Biometrik KPE;
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Draft Surat
Ybiometric KPE yg ditandatangani Kepala Biro Pemanggilan;
kepada Pengelola Data Kepegawaian. Jadwal
Pelaksanaan
dengan tanda
tangan Kepala Biro |5 menit Disposisi
Pengelola data kepegawaian Disposisi; Kuota
mendokumentasikan dan mengirimkan surat Biometrik KPE;
pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Draft Surat
10biometric KPE kepada Kepala BIRO Pemanggilan;
KEPEGAWAIAN. Jadwal
Pelaksanaan
dengan tanda
tangan Kepala
BIRO, persyaratan |1 hari * Tanda terima surat




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP Pemrosesan Pembuatan KPE

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pemrosesan Pembuatan KPE

Dokinfo

Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon Front Office Kabag Kapag Kasubbag ~ {Pengelola I?ata Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta Kepegawaian

1 |Pemohon (Pengelola data kepegawaian Berkas persyaratan Surat pengantar
BIRO KEPEGAWAIAN) menyerahkan berkas
usulan usulan KPE dari Instansi
Pembuatan KPE kepada Kepala Biro
melalui penerima surat/agendaris. 1

2 |Agendaris menerima dan mengagendakan Surat pengantar 5 menit |Agenda surat
surat dan berkas dan meyampaikannya dari Instansi; masuk
kepada BIRO Berkas usulan KPE

A4

3 |Kebbag memeriksa surat dan - Surat pengantar 5 menit |disposisi
memberikan catatan disposisi kepada Kabag | dari Instansi;
Dokinfo Berkas usulan KPE

4 |Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada Surat pengantar 10 menit |disposisi
Kasubbag doklahta untuk memproses usulan |:| dari Instansi;
permintaan kuota untuk biometrik KPE Berkas usulan KPE

5 |Kasubbag Doklahta memberikan perintah Surat pengantar 10 menit |disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk | dari Instansi;
memproses usulan kuota biometrik KPE Berkas usulan KPE

6 |Pengelola data kepegawaian melakukan Surat pengantar 2 jam Draft surat
check list kelengkapan dan verifikasi berkas dari Instansi; pengantar
usulan kartu pegawai elektronik; Entry data A 4 Berkas usulan KPE Kepala Biro
kelengkapan ke system informasi kartu untuk pengajuan
pegawai; Membuat draft surat pengantar | A | usulan
Kepala Biro untuk pengajuan usulan kuota Ly pembuatan Kartu
biometrik Kartu pegawai elektronik dan pegawai; Check
meyampaikannya kepada Kasubag list berkas usulan

7 |Kasubbag Doklahta melakukan verifikasi Draft surat 15 menit | Draft surat
ulang checklist berkas usulan dan draft surat pengantar Kepala pengantar
pengantar. Jika setuju memberikan paraf BIRO untuk Kepala Biro
pada draft surat pengantar Kepala Biro untuk )k pengajuan usulan yang di paraf
pengajuan usulan kuota untuk biometrik s pembuatan Kartu oleh Kasubbag
Kartu pegawai elektronik dan l( pegawai; Berkas Doklahta
menyampaikannya kepada Kabag Dokinfo. usulan; Check list
Jika belum setuju dikembalikan untuk berkas usulan
diperbaiki.

8 |Kabag Dokinfo memeriksa berkas dan draft Draft surat 10 menit |Draft surat
surat yg sudah diparaf Kasubag. Jika setuju pengantar Kepala pengantar
draft surat diparaf dan disampaikan kepada BIRO yang di paraf Kepala Biro
Kepala Biro. Jika belum setuju dikembalikan 4 oleh Kasubbag yang di paraf
untuk diperbaiki. Doklahta oleh Kabag




Mutu Baku

Kaba
No. Kegiatan Pemohon Front Office Kabbag 9 ngtra?hatg Pengelola Data Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dokinfo a Kepegawaian
9 Kepala Biro memeriksa berkas dan draft Draft surat 10 menit |Surat pengantar
surat yg sudah diparaf Kabag. Jika setuju pengantar Kepala Kepala Biro
BIRO yang di
draft surat ditandatangani dan disampaikan paraf yang di
kepada Kabag Dokinfo. Jika belum setuju oleh Kabag Dokinfo tandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki. oleh Kepala Biro
10 |Kabag Dokinfo menyampaikan berkas dan Surat pengantar 5 menit |disposisi
surat yg sudah ditandatangani Kepala Biro Kepala Biro yang
kepada Kasubag Doklahta. if di tandatangani
oleh Kepala Biro
Kasubag Doklahta menyampaikan berkas
11 |dan Surat pengantar 5 menit |disposisi
surat yg sudah ditandatangani Kepala Biro Kepala Biro yang
kepada Pengelola Data Kepegawaian. 4 di tandatangani
| oleh Kepala Biro
12 |Pengelola data kepegawaian menyiapkan Berkas pengajuan |1 jam Tanda terima

surat pengantar dan berkas usulan kuota
biometrik KPE untuk diteruskan ke BKN

Surat pengantar
Kepala Biro

surat




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT Nama SOP SOP PEMROSESAN USULAN PEMBUATAN KARTU ISTRI
(KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 1. Pendidikan minimal D.IIl
Elektronik Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

2
3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pemrosesan Usulan Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kabbag Kabag Kasubbag |Pengelola Data . Keterangan
Pemohon Front Office BIRO Dokinfo Doklahta Kepegawaian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Pemohon (Kepala BIRO KEPEGAWAIAN)
menyerahkan
1 berkas usulan Pembuatan karis/karsu Berkas persyaratan Surat pengantar
kepada Kepala Biro melalui penerima usulan karis/karsu dari Instansi
surat/agendaris.
Agendaris menerima dan mengagendakan * Surat pengantar
. e dari Instansi; . |Agenda surat
2 |surat dan berkas dan meyampaikannya Berkas usulan 5 menit masuk
kepada Kabbag BIRO karis/karsu
Kabbag BIRO memeriksa surat dan v Surat pengantar
3 |memberikan catatan disposisi kepada Kabag dar Instans; 5 menit |disposisi
Dokinfo Berkas usulan
karis/karsu
Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada v Surat pengantar
4 |Kasubbag doklahta untuk memproses usulan dari Instansi; 10 menit |disposisi
[ W Berkas usulan
karis/karsu
Kasubbag Doklahta memeriksa kelengkapan "—[ Surat pengantar
5 persayaratan kemudian memberikan perintah dari Instansi; 10 menit |disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk Berkas usulan P
memproses usulan karis/karsu karis/karsu
Pengelola data kepegawaian melakukan Déiﬂ;:tr:rt
check list kelengkapan dan verifikasi berkas ﬁe ?ala Biro
usulan karis/karsu; Entry data kelengkapan Y Surat pengantar unt’ijk engaiuan
6 ke data base system informasi kartu dari Instansi; 2am usulanp 93
istri/suami; Membuat draft surat pengantar — Berkas usulan J embuatan Kartu
Kepala Biro untuk pengajuan usulan karis/karsu ipstri' Check list
pembuatan Kartu istri/suami dan berkas usulan
menyampaikannya kepada Kasubag
Kasubbag Doklahta melakukan verifikasi Déiﬁas:t;art Kepala
ulang berkas usulan dan draft surat gle untuk p Draft surat
pengantar. Jika setuju memberikan paraf engaiuan usulan pengantar
pada draft surat pengantar Kepala Biro untuk )K pengaj Kepala Biro
7 |pengajuan usulan pembuatan Kartu \( pembuatan Kartu |15 menit |yang di paraf
istri/suami dan menyampaikannya kepada / gggc?(elirskfts)eurﬁ;?n; oleh Kasubbag
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju usulan Doklahta
dikembalikan untuk diperbaiki.
Kabag Dokinfo memeriksa berkas dan draft Draft surat Dé:ﬂi:tr:rt
surat yg sudah diparaf Kasubag. Jika setuju pengantar Kepala ﬁepgala Biro
8 |draft surat diparaf dan disampaikan kepada BIRO yang di paraf |10 menit |yang di paraf
Kepala Biro. Jika belum setuju dikembalikan oleh Kasubbag oleh Kabag

untuk diperbaiki.

Doklahta

Dokinfo




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pemohon Front Office Kabbag Kabag KSZEF;hatg Pengelola Data Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output Keterangan
BIRO Dokinfo a Kepegawaian
Kepala Biro memeriksa berkas dan draft Draft surat Surat pengantar
surat yg sudah diparaf Kabag. Jika setuju engantar Kepala Kepala Biro
9 draft surat ditandatangani dan disampaikan gle an dip araf 10 menit |yang di
kepada Kabag Dokinfo. Jika belum setuju oleh Kilbag Dc?kinfo tandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki. 9 oleh Kepala Biro
Kabag Dokinfo menyampaikan berkas dan Surat pengantar
10 |draft surat yg sudah ditandatangani Kepala L Kepala Biro yang |5 menit |disposisi
BIRO kepada Kasubag Doklahta. gfgﬂda}(‘aenggqg Biro
gasubag Doklahta menyampaikan berkas Surat pengantar
an . . ) W Kepala Biro yang . . o
11 |surat yg sudah ditandatangani Kepala Biro —_— di tandatangani 5 menit |disposisi
k lol ta k i
epada pengelola data kepegawaian oleh Kepala Biro
Pengelola data kepegawaian menyiapkan w tanda terima,
12 |surat dan berkas usulan yang diteruskan ke Karis/Karsu + surat |1 hari arsip + surat

Kanreg wilayah VIII BKN Banjarmasin

pengantar

pengantar




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP SOP PEMROSESAN USULAN PEMBUATAN KARTU

PEGAWAI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik

1. Pendidikan minimal D.Ill

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pemrosesan Usulan Pembuatan Kartu Pegawai

Mutu Baku
No. Kegiatan . Kabbag Kabag Kasubbag |Pengelola Data . Keterangan
Pemohon Front Office BIRO Dokinfo Doklahta Kepegawaian Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon (Pengelola data kepegawaian Berkas persyaratan Surat pengantar
BIRO KEPEGAWAIAN) menyerahkan berkas
usulan usulan Karpeg dari Instansi
Pembuatan karpeg kepada Kepala Biro _l
melalui penerima surat/agendaris.
2 |Agendaris menerima dan mengagendakan - Surat pengantar 5 menit |Agenda surat
surat dan berkas dan meyampaikannya dari Instansi; masuk
kepada Kabbag BIRO [ Berkas usulan
Karpeg
3 |Kabbag BIRO memeriksa surat dan Surat pengantar 5 menit |disposisi
memberikan catatan disposisi kepada Kabag | dari Instansi;
Dokinfo Berkas usulan
karpeg
4 |Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada ) Surat pengantar 10 menit |disposisi
Kasubbag doklahta untuk memproses usulan |:| dari Instansi;
karpeg . Berkas usulan
karpeg
5 |Kasubbag Doklahta memberikan perintah ] Surat pengantar 10 menit |disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk | dari Instansi;
memproses usulan karpeg - Berkas usulan
karpeg
6 |Pengelola data kepegawaian melakukan Surat pengantar 2 jam Draft surat
check list kelengkapan dan verifikasi berkas dari Instansi; pengantar
usulan kartu pegawai; Entry data v Berkas usulan Kepala Biro
kelengkapan ke system informasi kartu karpeg untuk pengajuan
pegawai; Membuat draft surat pengantar | A usulan
Kepala Biro untuk pengajuan usulan —— pembuatan Kartu
pembuatan Kartu pegawai dan pegawai; Check
meyampaikannya kepada Kasubag list berkas usulan
7 |Kasubbag Doklahta melakukan verifikasi Draft surat 15 menit | Draft surat
ulang checklist berkas usulan dan draft surat pengantar Kepala pengantar
pengantar. Jika setuju memberikan paraf BIRO untuk Kepala Biro
pada draft surat pengantar Kepala Biro untuk )k pengajuan usulan yang di paraf
pengajuan usulan pembuatan Kartu pegawai \( pembuatan Kartu oleh Kasubbag
dan menyampaikannya kepada Kabag 4 pegawai; Berkas Doklahta
Dokinfo. Jika belum setuju dikembalikan usulan; Check list
untuk diperbaiki. berkas usulan
8 |Kabag Dokinfo memeriksa berkas dan draft Draft surat 10 menit | Draft surat
surat yg sudah diparaf Kasubag. Jika setuju b 4 pengantar Kepala Kepala Biro
BIRO yang di
draft surat diparaf dan disampaikan kepada paraf yang di paraf
Kepala Biro. Jika belum setuju dikembalikan oleh Kasubbag oleh Kabag
untuk diperbaiki. Doklahta Dokinfo
BIRO Dokinfo Doklaht Kepegawaian




9 Kepala Biro memeriksa berkas dan draft Draft surat 10 menit |Surat pengantar
surat yg sudah diparaf Kabag. Jika setuju pengantar Kepala Kepala Biro
BIRO yang di
draft surat ditandatangani dan disampaikan paraf yang di
kepada Kabag Dokinfo. Jika belum setuju oleh Kabag Dokinfo tandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki. oleh Kepala Biro
10 |Kabag Dokinfo menyampaikan berkas dan Surat pengantar 5 menit |disposisi
draft surat yg sudah ditandatangani Kepala Kepala Biro yang
BIRO kepada Kasubag Doklahta. di tandatangani
| oleh Kepala Biro
Kasubag Doklahta menyampaikan berkas
11 |dan Surat pengantar 5 menit |disposisi
surat yg sudah ditandatangani Kepala Biro Kepala Biro yang
kepada Pengelola Data Kepegawaian. ] b di tandatangani
oleh Kepala Biro
12 |Pengelola data kepegawaian menyiapkan Berkas pengajuan |1 jam Tanda terima

surat pengantar dan berkas usulan untuk
diteruskan ke BKN Kanreg VIII Banjarbaru
untuk diproses

kerpeg; Surat
pengantar Kepala
BIRO

surat




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak. SE.. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP Pendistribusian Karis/Karsu

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Keputusan Kepala BAKN No. 1158a Tahun 1983 tentang Penetapan Karis/Karsu

1. Pendidikan minimal D.Ill

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pendistribusian Karis/Karsu

No| Kegiatan Kepala Biro |Kepala Bidang |Kasubdit Doklahta | Pengelola Data Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Kepala Biro menerima Karis/Karsu yang
1 telah dlce_tak dari BKN dan memerintahkan Karis/Karsu 5 Menit Disposisi
Kepala Bidang Dokinfo untuk memproses
Karis/Karsu
Kepala Bidang Dokinfo memerintahkan
2 |Kasubbag Doklahta untuk memproses I Karis/Karsu 5 Menit Disposisi
Karis/Karsu
Kasubbag Doklahta memerintahkan ]
3 |Pengelola data kepegawaian untuk |—T_| Karis/Karsu 5 Menit Disposisi
memproses Karis/Karsu 1
Pengelola data kepegawaian mendata
4  |Karis/Karsu lalu diberikan kembali kepada Karis/Karsu 120 menit Data KPE
Kasubbag Doklahta
Kasubbag Doklahta mendisposisikan kepadal
Pengelola data kepegawaian untuk - .
5 |membuat draft surat pengantar Karis/Karsu ga?s/gzlras u 5 menit Disposisi
yang ditujukan kepada BIRO aa
KEPEGAWAIAN penerima
Karis/Karsu,
Pengelola data kepegawaian melakukan W
membuat draft surat pengantar Karis/Karsu — 1lkari K draft
yang ditujukan kepada BIRO aris/Karsu raft surat pengantar
6 |KEPEGAWAIAN penerima Data SKP 1 hari Karis/Karsu
Karis/Karsu kemudian menyerahkan
hasilnya kepada Kasubag doklahta.
Karis/Karsu yang
i udah di
Kasubag doklahta memeriksa draft surat e
. . ST draft surat klasifikasikan; draft
7 pengantar Karis/Karsu. Jika setuju diparaf e engantar 15 menit surat pengantar
dan disampaikan pada Kabag. Jika belum peng At peng
o ) - o L Karis/Karsu Karis/Karsu dengan
setuju dikembalikan untuk diperbaiki.
paraf Kasubag
Doklahta
Kabag memeriksa draft surat pengantar L 4 dre:]ft Sﬁtrai
g |Karis/Karsu. Jika setuju diparaf dan i Ee .g?K a 15 menit draft surat pengantar
disampaikan pada Kepala Biro. Jika belum 1‘::"’"‘_ d:r:gana;;zlrjaf Karis/Karsu
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. Kasubag Doklahta
Kepala Biro m_emerlksa d_raft surat ¥ draft surat draft surat pengantar
pengantar Karis/Karsu. Jika setuju S pengantar WKaris/Karsu dengan
ditandatangani dan disampaikan pada 9
9 |Kabag Karis/Karsu 5 menit

untuk tindak lanjut. Jika belum setuju
dikembalikan untuk diperbaiki.

dengan paraf
Kasubag Doklahta

tandatangan Kepala
BIRO




No. Kegiatan Kepala Biro |Kepala Bidang |Kasubdit Doklahta | Pengelola Data | Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Karis/Karsu yang
| sudah di
klasifikasikan;
Kabag menyerahkan surat pengantar i surat pengantar . . -
10 Karisﬁ(arsu, kepada Kasubag Doklahta. | | Karis/Karsu 5 Menit Disposisi
dengan
tandatangan
Kepala Biro
surat pengantar
Kasubag Doklahta menyerahkan surat W Karis/Karsu
11 |pengantar Karis/Karsu, kepada Pengelola dengan 5 Menit Disposisi
data kepegawaian tandatangan
Kepala Biro
Pengelola data kepegawaian
mendokumentasikan dan mendistribusikan Tanda terima: arsiot
12 |Karis/Karsu, kepada pengelola Karis/Karis + surat |1 Hari anca ternma, arsip

kepegawaian BIRO KEPEGAWAIAN terkait
guna melakukan
encoding dengan pihak bank

pengantar

surat pengantar




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Pendistribusian Kartu Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Keputusan Kepala BAKN No. 1158a Tahun 1983 tentang Penetapan Karis/Karsu

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pendistribusian Kartu Pegawai

No| Kegiatan Kepala Biro |Kepala Bidang |Kasubdit Doklahta | Pengelola Data Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Kepala Biro menerima Karpeg yang telah
1 dicetak dari BKN dan memerintahkan @ Karpeg 5 Menit Disposisi
Kepala Bidang Dokinfo untuk memproses
Karpeg
Kepala Bidang Dokinfo memerintahkan
2 |Kasubbag Doklahta untuk memproses [ji Karpeg 5 Menit Disposisi
Karis/Karsu I
Kasubbag Doklahta memerintahkan ] ,|,
3 |Pengelola data kepegawaian untuk | Karpeg 5 Menit Disposisi
memproses Karpeg |
Pengelola data kepegawaian mendata
4 |Karis/Karsu lalu diberikan kembali kepada |+| Karpeg 120 menit Data KPE
Kasubbag Doklahta [—
Kasubbag Doklahta mendisposisikan kepada |_*_|
Pengelola data kepegawaian untuk . Karpeg . ) -
5 membuat draft surat pengantar Karpeg yang Data SKP 5 menit Disposisi
ditujukan kepada BIRO KEPEGAWAIAN
penerima Karpeg,
Pengelola data kepegawaian melakukan L
membuat draft surat pengantar Karpeg yan
ditujukan kepada BIRpO KgEPEGAW,F;\Igl\)l/ ’ Karpeg draft surat pengantar
6 penerima Karpeg . L Data SKP 1 hari Karpeg
kemudian menyerahkan hasilnya kepada
Kasubag doklahta.
Kasubag doklahta memeriksa draft surat Karpgg yang §udah di
tar Karpeg. Jika setuju diparaf dan T draft surat . Klasifikasikan; — draft
7 penganta peg Ju cip . M 15 menit surat pengantar
disampaikan pada Kabag. Jika belum setuju pengantar Karpeg
dikembalikan untuk diperbaiki Karpeg dengan paraf
' Kasubag Doklahta
Kabag memeriksa draft surat pengantar l’,\\ draft surat
Karpeg. Jika setuju diparaf dan disampaikan g pengantar Karpeg . draft surat pengantar
8 - h . Iy 15 menit
pada Kepala Biro. Jika belum setuju dengan paraf Karpeg
dikembalikan untuk diperbaiki. ¥ Kasubag Doklahta
geer?g::]t?al :igzrgge.rilkiiz g;?;tjjurat S draft surat draft surat pengantar
ditandatangani dan disampaikan pada pengantar Karpeg Karpeg dengan
9 |Kabag 5 menit

untuk tindak lanjut. Jika belum setuju
dikembalikan untuk diperbaiki.

dengan paraf
Kasubag Doklahta

tandatangan Kepala
BIRO




Karpeg, kepada pengelola kepegawaian

Karpeg + surat

surat pengantar

No. Kegiatan Kepala Biro |Kepala Bidang |Kasubdit Doklahta | Pengelola Data | Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
L
Karpeg yang
l sudah di
klasifikasikan; draft
Kabag menyerahkan surat pengantar S . ) .
10 surat pengantar 5 Menit Disposisi
Karpeg, kepada Kasubag Doklahta.
Karpeg dengan
tandatangan
Kepala Biro
Draft surat
Kasubag Doklahta menyerahkan surat W pengantar Karpeg
11 |pengantar Karpeg, kepada Pengelola data dengan 5 Menit Disposisi
kepegawaian tandatangan
Kepala Biro
Pengelola data kepegawaian
12 mendokumentasikan dan mendistribusikan (i) 1 Hari Tanda terima; arsip+

BIRO KEPEGAWAIAN terkait

pengantar




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

Nama SOP
BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT PENDISTRIBUSIAN KPE KE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Keputusan Kepala BAKN No. 1158a Tahun 1983 tentang Penetapan Karis/Karsu Pendidikan minimal D.IlI

1

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pendistribusian KPE Ke BIRO KEPEGAWAIAN

No |

Kegiatan

Kepala Biro

Kepala

Bidang

Kasubdit

Doklahta

Pengelola Data

Kepegawaian

BIRO
KEPEGA
WAIAN

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Kepala Biro menerima KPE yang telah
dicetak dari BKN dan memerintahkan

Kepala Bidang Dokinfo untuk memproses
KPE

—

KPE

5 Menit

Disposisi

Kepala Bidang Dokinfo memerintahkan
Kasubbag Doklahta untuk memproses KPE

KPE; Disposisi

5 Menit

Disposisi

Kasubbag Doklahta memerintahkan
Pengelola data kepegawaian untuk
memproses KPE

KPE; Disposisi

5 Menit

Disposisi

Pengelola data kepegawaian mendata KPE
lalu diberikan kembali kepada Kasubbag
Doklahta

KPE; Disposisi

120 menit

Data KPE

Kasubbag Doklahta mendisposisikan kepada
Pengelola data kepegawaian untuk
membuat draft surat pengantar KPE yang
ditujukan kepada BIRO KEPEGAWAIAN
penerima KPE,

KPE ; Disposisi

5 menit

Disposisi

Pengelola data kepegawaian melakukan
membuat draft surat pengantar KPE yang
ditujukan kepada BIRO KEPEGAWAIAN
penerima KPE

kemudian menyerahkan hasilnya kepada
Kasubag doklahta.

Kasubag doklahta memeriksa draft surat
pengantar KPE. Jika setuju diparaf dan
disampaikan pada Kabag. Jika belum setuju
dikembalikan untuk diperbaiki.

KPE

1 hari

Draft surat pengantar

KPE

Draft surat
pengantar KPE

15

Disposisi

Kabag memeriksa draft surat pengantar
KPE;. Jika setuju diparaf dan disampaikan
pada Kepala Biro. Jika belum setuju
dikembalikan untuk diperbaiki.

Draft surat
pengantar KPE,
dengan paraf
Kasubag

15 menit

Draft surat pengantar
KPE

Kepala Biro memeriksa draft surat
pengantar KPE. Jika setuju ditandatangani
dan disampaikan pada Kabag untuk tindak
lanjut. Jika belum setuju dikembalikan untuk
diperbaiki.

draft surat
pengantar KPE
dengan paraf
Kabag

15 menit

Draft surat pengantar
KPE; dengan
tandatangan Kepala
BIRO




BIRO

No | Kegiatan Kepala Kasubdit Pengelola Data KEPEGA Keterangan
Kepala Biro Bidang Doklahta Kepegawaian WAIAN Kelengkapan Waktu Output
|
I KPE yang sudah di
klasifikasikan; draft
Kabag menyerahkan surat pengantar KPE, ! . . .
10 kepaga Kas)(Jbag Doklahta peng surat pengantar 5 Menit Disposisi
_— KPE; dengan
tandatangan
Kepala Biro
Draft surat
Kasubag Doklahta menyerahkan surat pengantar KPE
11 |pengantar KPE, kepada Pengelola data | dengan 5 Menit Disposisi
kepegawaian tandatangan
Kepala Biro
Pengelola data Kepegawaian
mendokumentasikan dan mendistribusikan — KPE + surat Tanda terima; arsip +
12 |KPE, surat pengantar KPE kepada - 1 hari -
pengelola kepegawaian BIRO S pengantar surat pengantar;
KEPEGAWAIAN terkait guna
melakukan encoding dengan pihak Bank
Pengelola kepegawaian BIRO
KEPEGAWAIAN menerima A ari
13 |KPE untuk kemudian melakukan encoding KPE + surat 1 hari Tanda terima a!'5|p *
pengantar surat pengantar;

dengan pihak Bank




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM

19640823 1986 011 002
BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT Nama SOP SOP PENDOKUMENTASIAN DAN PENYAJIAN INFORMASI
KEGIATAN BKD PROVINSI KALTARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 1. Pendidikan minimal D.IIl
Elektronik 2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet
4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pendokumentasian dan Penyajian Informasi Kegiatan BIRO Provinsi Kaltara

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
. . Kabag
No. Kegiatan Pengelola Data | Dokumentasi Keterangan
Kepegawaian |dan Pengolahan | Dokumentasi Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
D dan Informasi
ata
Pengelola data kepegawaian melakukan dokumentasi
1 pendokumentasian kegiatan BIRO dan Materi, data dan 1 hari kegiatan BIRO dan
menyusun draft naskah sajian informasi, informasi an draft naskah sajian
kemudian untuk disampaikan kepada
Kasubag { b informasi.
Kasubag memeriksa hasil
pendokumentasian dokumentasi
kegiatan BIRO dan draft naskah sajian dokumentasi kegiatan kegiatan BIRO dan
2 [informasi. Apabila setuju memberi paraf dan BIRO dan draft naskah |20 menit  |draft naskah sajian
menyampaikannya kepada Kabag. Apabila sajian informasi. informasi dengan
tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki paraf Kasubag
Kabag memeriksa hasil pendokumentasian .
PO ; . . . dokumentasi
dan draft naskah sajian informasi. Apabila dokumentasi kegiatan .
) . : kegiatan BIRO dan
3 setuju memberi paraf dan menyampaikannya BIRO dan draft naskah 30 it laraft xah saii
kepada Kasubag untuk men raft naskan sgjian
proses penyajian. sajian informasi dengan informasi dengan
Apabila tidak setuju dikembalikan untuk paraf Kasubag 9
) L paraf Kabag
diperbaiki.
Kasubag menugaskan pengelola data ¥ dokumentasi kegiatan
4 |kepegawaian untuk melakukan penyajian BIRO dan draift naskan 5 menit disposisi Kasubag
informasi dari hasil dokumentasi kegiatan sajian informasi dengan
) paraf Kabag
W
: penyajian informasi
Pengelola informasi dan kepegawaian o dokumentasi kegiatan d0k.umer_]tas'
N . . kegiatan; laporan
melaksanakan penyajian informasi hasil BIRO dan draft naskah .
5 ) . L ) 1 hari pelaksanaan
dokumentasi dan menyampaikan laporan sajian informasi dengan L .
elaksanaannya kepada Kasubag. paraf Kabag penyajian informasi
P dokumentasi
kegiatan
Kasubag memeriksa draft laporan pelaksanaan laporan
L . . v pelaksanaan
dan melakukan cek sajian informasi. Apabila e laporan pelaksanaan P .
) : AN . . penyajian informasi
6 |sudah sesuai memberikan paraf dan penyajian informasi 20 menit ;
) . . - dokumentasi
menyampaikannya kepada Kabag. Apabila dokumentasi kegiatan .
- . . e kegiatan dengan
belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
paraf Kasubag




Pelaksana Mutu Baku
Kasuba
g
No. Kegiatan Pengelola Data | Dokumentasi Kabag Keterangan
Kepegawaian |dan Pengolahan| Dokumentasi Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Data dan Informasi
Kabag memeriksa laporan dan melakukan cek Laporan
sajian informasi. Apabila sudah sesuai laporan pelaksanaan pelaksanaan
memberikan tandatangan laporan dan e penyajian informasi . penyajian informasi
7 . . . A 20 menit }
menyampaikannya kepada Kepala Biro. " dokumentasi kegiatan dokumentasi
Apabila belum sesuai dikembalikan untuk dengan paraf Kasubag kegiatan dengan
diperbaiki. tandatangan Kabag
Laporan
Kepala Biro memeriksa laporan dan W pelaksanaan
Lo . . - Laporan pelaksanaan L )
melakukan cek sajian informasi. Apabila > Lo ) penyajian informasi
sudah sesuai memberikan tandatangan I penyajian informasi dokumentasi
8 . . dokumentasi kegiatan 20 menit .
mengetahui laporan dan menyampaikannya kegiatan dengan
A ) dengan tandatangan
kepada Kasubag. Apabila belum sesuai Kaba tandatangan
dikembalikan untuk diperbaiki. 9 mengetahui Kepala
BIRO
Kabag menyampaikan laporan yang telah v Laporan pelaksanaan
ditandatangani Kepala Biro dan penyajian informasi ) o
9 menvampaikannva kepada Kasubad untuk dokumentasi kegiatan 5 menit disposisi Kabag
en yarsipan I gran P 9 dengan tandatangan
pengarsip p ' mengetahui Kepala Biro
Kasubag menyampaikan laporan yang telah Lapor§n pgl?ksana'an
ditandatangani Kabag kepada pengelola h 4 penyajian informasi . . .
10 | " ik ) K . dokumentasi kegiatan |5 menit disposisi Kasubag
informasi kepegawaian untuk pengarsipan dengan tandatangan
laporan. ) .
mengetahui Kepala Biro
b 4 .
C) Arsip laporan
pelaksanaan
Laporan pelaksanaan envaiian informasi
. . . penyajian informasi penyay .
Pengelola informasi kepegawaian . - . dokumentasi
11 . dokumentasi kegiatan 15 menit )
mengarsipkan laporan. kegiatan dengan
dengan tandatangan
tandatangan

mengetahui Kepala Biro

mengetahui Kepala
BIRO




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM

19640823 1986 011 002
BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT Nama SOP SOP PENGELOLAAN TATA NASKAH BERKAS MASUK
PERUBAHAN DATA PEGAWAI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 1. Pendidikan minimal D.IIl
Elektronik 2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet
4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pengelolaan Tata Naskah Berkas Masuk Perubahan Data Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
No. Kegiatan . Kabag ) Kasubbag Pengolah Data Dokumentasi Pengolah Data Keterangan
Kepala Bidang | Dokumentasi Informasi SIMPEG dan Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
dan Informasi | Kepegawaian Pengolahan
Data
Kepala Bidang di BIRO .
. : Informasi
(mutasi/pembinaan/pengembangan) Perubahan Data
1 |menyerahkan berkas produk BIRO Pegawai (SK-SK 5 Menit [Nota dinas
(skenpa/slks/sk jabatan/dsb) kepada Kabag gawa
Dokinfo j pegawai)
. . i . Informasi
Kabag Dokinfo memberikan disposisi kepada Perubahan Data
Kasubbag Inka untuk mengentry produk Pegawai (SK-SK
2 |BIRO ke dalam SIMPEG l pegawai) 5 menit |Disposisi Kabag
Kasubag Inka memberikan disposisi kepada Informasi Disposisi
3 |Pengolah Data SIMPEG untuk entry produk Perubahan Data |5 Menit " P b
BIRO ke SIMPEG Pegawai (SK-SK asudbag
v pegawai)
Pengolah Data SIMPEG mengentri berkas Informasi
produk BIRO ke SIMPEG, memberi paraf Perubahan Data : Laporan selesai
4 |selesai entry lalu memberikan laporan A Pegawai (SK-SK  |11@M  fentry data
selesai entry kepada Kasubag Inka pegawai)
Kasubbag Inka memeriksa berkas selesai
entry dan data SIMPEG. Jika lengkap Laporan selesai
5 |memberikan berkas selesai entry kepada enfr data 5 menit [Nota dinas
Kasubbag Doklahta. Jika belum lengkap y
dikembalikan untuk diperbaiki. %
Kasubbag Doklahta memberikan disposisi Berkas selesai Disposisi
6 kepada pengolah takah untuk di memproses 5 Menit b
berkas produk BIRO selesai entry. entry Kasubag
Pengolah Data Kepegawaian mengurutkan
berkas sesuai dengan tahun lahir; .
memasukkan berkas ke dalam file folder v Laporan jumlah
7 pegawai yang bersangkutan didalam lemari :I Berkas selesai 3 hari berkas dan
penyimpanan berkas pegawai aktif; l—“ entry penyelesaian
melaporkan jumlah berkas, dan pekerjaan
penyelesaian pekerjaan kepada Kasubbag
Doklahta
Kasubbag Doklahta memeriksa laporan. Jika Laporan jumlah t:sg:r;g:]mlah
8 lengkap di paraf dan menyampaikannya A berkas dan 15 menit Inenvelesaian
kepada Kabag Dokinfo. Jika belum lengkap Y penyelesaian Sekgrjaan dg
dikembalikan untuk diperbaiki. pekerjaan baraf Kasubag
Laporan jumlah
Kabag Dokinfo memeriksa laporan. Jika Laporan jumlah berkas, dan
setuju memberi tandatangan mengetahui K berkas dan penyelesaian
9 |dan menyampaikannya kepada Kasubag penyelesaian 10 menit [pekerjaan
Doklahta untuk didokumentasikan. Jika pekerjaan dg paraf dengan
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki. i Kasubag tandatangan
Kabag




Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
No. Kegiatan . Kabag . KaSUbbag Pengolah Data| Dokumentasi Pengolah Data Keterangan
Kepala Bidang Dokumenta5|_ Informas_l SIMPEG dan Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
dan Informasi | Kepegawaian Pengolahan
Data
Kasubbag Doklahta menugaskan Pengolah Laporan jumiah
; . berkas, dan . o
Data Kepegawai mendokumentasikan . .. |Disposisi
10 —_— penyelesaian 5 Menit
laporan berkas masuk perubahan data - Kasubag
pegawai pekerjaan dengan
tandatangan Kabag
arsip Laporan
. jumlah berkas,
Laporan jumlah dan
Pengolah Data Kepegawai h 4 berkas, dan )
[ J penyelesaian
11 |mendokumentasikan laporan berkas masuk penyelesaian 10 menit [pekerjaan
perubahan data pegawai pekerjaan dengan dengan
tandatangan Kabag
tandatangan

Kabag




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Pengelola Tata Naskah Pegawai Mutasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas
diLingkungan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Mutasi

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Kab Kasubb
No. abag asubbag Pengolah Data Kasubdit Pengelola Keterangan
Kegiatan Kabag Mutasi Agendaris Dokumentasu( Inform§S| Kepegawaian Doklahta Takah Kelengkapan Waktu Output
dan Informasi Kepegawaian
1|Kabag Mutasi menyampaikan SK Mutasi SK Mutasi 5 Mgnit Memo/hota
Pegawai kepada Kepada Kabag Info melalui Q dinas
agendaris
2|Agendaris mengagendakan surat masuk lalu ) Memo/nota dinas; |5 menit Agenda surat
memberikan kepada Kabag Dokinfo | SK Mutasi Imasuk
3|Kabag Dokinfo memberikan disposisi kepada l Memo/nota dinas; 5 menit Disposisi
Kasubbag Inka untuk entry data PNS mutasi | L SK Mutasi
dalam SIMPEG S
4|Kasubag Inka memberikan disposisi kepada ——= Disgosisi; SK 5 Mgnit Disposjsi
pelaksana untuk entry data PNS mutasi | [ Mutasi
dalam SIMPEG
5|Pelaksana mengentry data PNS mutasi v Disposisi; SK 1jam berkas PNS
dalam SIMPEG, memberi paraf selesai entry | Mutasi Imutasi selesai
mutasi lalu memberikan berkas PNS mutasi entry
yang selesai entry kepada Kasubbag Inka A
6|Kasubbag Inka memeriksa berkas PNS berdas PNS mutasi 5 mefit berkas PNS
mutasi selesai hapus Jika setuju memberikan lesai entry Imutasi selesai
berkas PNS mutasi selesai entry kepada > entry paraf
Kasubbag Doklahta. Jika belum setuju Kasubag
dikembalikan untuk diperbaiki.
7|Kasubbag Doklahta memberikan disposisi berdas PNS mutasi 5 Menit Disposidi
kepada pengolah takah untuk di memproses v selesai entry paraf
berkas PNS mutasi selesai entry. Il Kasubag
8|Pengolah takah mengurutkan berkas sesuai displosisi; berkas 3 hgri Lapgran
dengan tahun lahir; memasukan berkas PNS PNS mutasi selesai umlah berkas
mutasi selesai entry dari lemari takah akiif; 4 entry dan
melaporkan jumlah berkas, dan penyelesaian penyelesaian
pekerjaan kepada Kasubbag Doklahta I—‘ T pekerjaan
9|Kasubbag Doklahta memeriksa laporan. Jika Lappran jumlah 15 rpenit Laporgn
setuju di paraf menyampaikannya kepada berkas dan umlah berkas
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju )K penyelesaian dan
dikembalikan untuk diperbaiki. pekerjaan penyelesaian
\‘ ( pekerjaan dg
araf Kasubag
10[Kabag Dokinfo memeriksa laporan. Jika setuju Laporan jumlah 10|menit Lapgran
menyampaikannya kepada Kasubag Doklahta v berkas dan umlah berkas,
untuk didokumentasikan. Jika belum setuju N penyelesaian dan

dikembalikan untuk diperbaiki.

pekerjaan dg paraf
Kasubag

penyelesaian
pekerjaan
dengan
andatangan

Kabag




Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Kabag Kasubbag .
No. . . . . Keterangan
Kegiatan Kabag Mutasi Agendaris |Dokumentasi Informasi Pengolah pata Kasubdit Pengelola Kelengkapan Waktu Output g
. . Kepegawaian Doklahta Takah
dan Informasi | Kepegawaian
11| Kasubbag Doklahta mendokumentasikan Laporan jumlah 10 menit afsip Laporan

laporan jumlah berkas dan penyelesaian

pekerjaan.

berkas, dan
penyelesaian
pekerjaan dengan
tandatangan Kabag

jumlah berkas,
dan
penyelesaian
pekerjaan
dengan
andatangan

Kabag




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak SE. MM

19640823 1986 011 002
BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT Nama SOP SOP PENGELOLAAN TATA NASKAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMPROV. KALTARA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil 1. Pendidikan minimal D.IIl
Elektronik 2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara
Keterkaitan Peralatan / perlengkapan
- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian

2. Peralatan komputer
3. Jaringan Internet
4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov. Kaltara

Pelaksana Mutu Baku
Kasuba Pengelol
. Pengelola
No. Kegiatan Kepala BIRO Kabag Pelaksana g a Keterangan
KEPEGAWAIA Kasubbag
N Agendaris Dokinfo Inka Entry Data Doklahta Takah ‘o ;)z;tva\}aian Kelengkapan Waktu Output
Y e peg
Kepala BIRO KEPEGAWAIAN di lingkungan
Pemprov. Kaltara

1 menyampaikan berkas atau kelengkapan erk - Menit Surat masuk
data di masing-masing file ke BIRO melalui erkas
Agendaris
Agendaris mengentry surat masuk lalu Berkas,

2 memberikan kepada Kabag Dokinfo I | | [Surat masuk b menit » Agenda
Kabag Dokinfo memberikan disposisi
kepada Kasubbag Inka untuk mengentry data

3 PNSke dalam SIMPEG b Lembar disposisi [ menit

A 4
Kasubag Inka memberikan disposisi kepada . .

4 |pelaksana untuk entry data PNS ke SIMPEG l_——l b Menit  [Perintah
Pelaksana mengentri berkas produk BIRO ¥
ke + SK Jabatan
SIMPEG, memberi paraf selesai entry lalu .

5 |memberikan berkas selesai entry kepada F SIMPEG ! jam Eselon Il .
Kasubbag Inka L 30 entry
Kasubbag Inka memeriksa berkas selesai ) 4 . SK Jabatan

6 entry. Jika setuju memberikan berkas selesai ~ - menit Eselon Il
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. entry e -

selesai entry
L + SK Jabatan
Kasubbag Doklahta memberikan disposisi | selesai entry Eselon Il

7 kepada pengolah takah untuk memproses Lembar disposisi b menit i

berkas data PNS selesai entry sele§a| entry
« Perintah

Pengolah takah mencabut file folder dari

lemari pegawai aktif dan memeriksa « File folder

kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap eselon Il atau

maka file folder ditempatkan di lemari v " isi K meni * Check list

8  |penyimpanan file folder, jika tidak lengkap  Lembar disposisi pmenit  lijak lengkap
maka pengolah takah melaporkan
kekurangan berkas kepada Kasubbag A
doklahta
Kasubbag doklahta memeriksa laporan. Jika
laporan benar, Kasubag menghubungi
pengelola kepegawaian BIRO Y

9 KEPEGAWAIAN tempat N I Check list tidak bo menit | Permintaan
eselon Il bertugas untuk melengkapi berkas. engkap e data
Jika belum setuju dikembalikan untuk
diperbaiki. i
pengelola kepegawaian BIRO ‘

KEPEGAWAIAN tempat .

10 [bertugas melengkapi berkas dan ]l |  Check list tidak minggu |° Kelengkapan
menyerahkan kelengkapan berkas kepada engkap berkas
Kasubbag Doklahta




Pelaksana Mutu Baku
Kasuba
No. Kegiatan Kepala BIRO Kabag Pelaksana g Pengelola Pengelola Keterangan
KEPEGAWAIA Kasubbag Doklaht
N Agendaris Dokinfo Inka Entry Data a Takah Data . Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
Kasubbag nglahta menerima berkas baru — L Kelengkapan . o
11 |dan memberikan berkas kepada Kasubbag 5 menit « koordinasi
; berkas
Inka untuk di entry
Kasubbag Inka memerintahkan pelaksana
12 |untuk mengentry kelengk: berkas ki " Kelengkapan 5 menit |+ Perintah
engentry kelengkapan berkas ke — berkas meni erintal
dalam simpeg
Pelaksana mengentry berkas ke SIMPEG + Kelengkapan + Kelengkapan
dan memberi paraf se\gsal er:t}rly lalu —— berkas 9ap . grap .
13 |memberikan berkas selesai entry kepada * SIMPEG 1jam berkas selesai
Kasubbag Inka entry
Kasubbag Inka memeriksa hasil entry. Jika
. R i + Kelengkapan * Kelengkapan
14 setuju, Kasubag memberikan selesai entry W berkas selesai 5 menit berkas selesai
kepada Kasubbag Doklahta. Jika belum W0 ; ’
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. o entry entry
I + Kelengkapan +» Kelengkapan
Kasubbag Doklahta menerima berkas
selesai '1‘ 5 berkas selesai berkas selesai
15 |entry dan memberikan disposisi kepada | | entry 5 menit entry
pengolah takah untuk di proses ] * Lembar disposisi « perintah
Pengelola takah memasukkkan kelengkapan . Kelengkapan Laporan
berkas ke dalam file folder lalu ki berkas selesai jumlah
memindahkan file folder ke lemari 1
16 |penyimpanan dan melaporkan jumlah e|'1:t_1y Fold Jam berkas, dan
berkas, dan penyelesaian pekerjaan kepada Ld fie Folaer pgg?f::'an
Kasubbag Doklahta p |
Laporan
. . . jumlah
Kasubbag Doklahta memeriksa laporan. Jika N Laporan jumlah
P : berkas, dan
17 setuju di paraf menyampaikannya kepada ,-"L\_ berkas, dan 15 it nvelesaian
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju e penyelesaian menit - penyelesalal
. X - o 1 - pekerjaan
dikembalikan untuk diperbaiki. L pekerjaan
dengan paraf
Kasubag
Laporan
. jumlah
. ’ . v Laporan jumlah !
Kabag Dokinfo memeriksa laporan. Jika <-\‘_ berkas, dan berkas, dan
18 |setuju menyampaikannya kepada Kasubag ,.-"""' penyelesaian 10 menit |penyelesaian
Doklahta untuk didokumentasikan. Jika ; pekerjaan
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki. pekerjaan dengan dengan
paraf Kasubag
tandatangan
Kabag
19  |Kasubbag Doklahta mendokumentasikan berkas, dan 10 menit jjumlah dengan
aporan jumlah berkas dan penyelesaian Penyelesaian [Tandatangan
pekerjaan. pekerjaan dengan Kabag

tandatangan Kabag




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Pengelola Tata Naskah Pegawai Pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas
diLingkungan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidangkepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Pengelolaan Tata Naskah Pegawai pensiun

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabag Kabag Kasubbag Kasubdit Pengelola Keterangan
Pembinaan Agendaris Dokint Inka Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
okin
o Doklahta Takah

Y Kabag Pembinaan menyampaikan SK SK Pensiun 5 Menit emo/nota
pensiun Pegawai kepada Kepada Kabag Info dinas
melalui agendaris

2 Agendaris mengagendakan surat masuk lalu % Memo/nota dinas; |5 menit |Agenda surat
memberikan kepada Kabag Dokinfo SK pensiun Imasuk

3|Kabag Dokinfo memberikan disposisi kepada * Memo/nota dinas; |5 menit ISpOSisi
Kasubbag Inka untuk hapus data PNS l SK pensiun
pensiun dalam SIMPEG | ‘l‘

4 Kasubag Inka memberikan disposisi kepada — Disposisi; SK 5 Menit  isposisi
pelaksana untuk hapus data PNS pensiun I pensiun
dalam SIMPEG

§Pelaksana menghapus data PNS pensiun v Disposisi; SK 1 jam perkas PNS
dalam SIMPEG, memberi paraf selesai I PO pensiun pensiun
hapus lalu memberikan berkas hapus PNS selesai hapus
pensiun yang selesai hapus kepada
Kasubbag Inka

fKasubbag Inka memeriksa berkas PNS v berkas PNS 5 menit  perkas PNS
pensiun selesai hapus Jika setuju = pensiun selesai pensiun
memberikan berkas PNS pensiun selesai > il hapus selesai hapus
hapus kepada Kasubbag Doklahta. Jika paraf Kasubag
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki.

7|Kasubbag Doklahta memberikan disposisi berkas PNS 5 Menit  [Disposisi
kepada pengolah takah untuk di memproses ) v pensiun selesai
berkas PNS pensiun selesai entry. | hapus paraf

- Kasubag

g Pengolah takah mengurutkan berkas sesuai disposisi; berkas 3 hari Laporan
dengan tahun lahir; mencabut berkas file PNS pensiun umlah berkas
folder yang bersangkutan dari lemari takah v selesai hapus paraf dan

pekerjaan dg
paraf Kasubag

aktif untuk di pindahkan ke takah pasif untuk Kasubag benyelesaian
selama 5 tahun; melaporkan jumlah berkas, pekerjaan
dan penyelesaian pekerjaan kepada
Kasubbag Doklahta

9Kasubbag Doklahta memeriksa laporan. Jika Laporan jumlah 15 menit JLaporan
setuju di paraf menyampaikannya kepada berkas dan umlah berkas
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju A penyelesaian dan
dikembalikan untuk diperbaiki. Y pekerjaan penyelesaian

Kabag Dokinfo memeriksa laporan. Jika
setuju menyampaikannya kepada Kasubag
Doklahta untuk didokumentasikan. Jika
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki.

Laporan jumlah
berkas dan
penyelesaian
pekerjaan dg paraf
Kasubag

10 menit

Laporan
umlah
berkas, dan
benyelesaian
pekerjaan
[dengan
kandatangan

Kabag




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kabag Kabag |Kasubbag Kasubdit Pengelola Keterangan
Pembinaan Agendaris Dokinfo Inka Pelaksana Doklahta Takah Kelengkapan Waktu Output
11)jKasubbag Doklahta mendokumentasikan Laporan jumlah 10 menit larsip Laporan

laporan jumlah berkas dan penyelesaian

pekerjaan.

berkas, dan
penyelesaian
pekerjaan dengan
tandatangan Kabag

jumlah
berkas, dan
penyelesaian
pekerjaan
dengan
tandatangan
Kabag




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Penyusunan Brosur Layanan Kepegawaian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. SK Gubernur Kalimantan Timur No: 800/K.274/2012 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi dan
Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Penyusunan Brosur Layanan Kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit |Pengelola I?ata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta | Kepegawaian

Kepala Biro memerintahkan Kabag Dokinfo .
Keputusan hasil

untuk mengumpulkan bahan pembuatan

. . rapat konten brosur
brosur layanan kepegawaian dari peserta
. . layanan . .
1 [rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan . 5 menit |Memo/nota dinas

kepegawaian bahan

memproses pembuatan brosur layanan .

: . yang dibutuhkan

kepegawaian kepegawaian berdasarkan

bahan tersebut untuk pembuatannya

Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag
Keputusan konten

Doklahta untuk mengumpulkan bahan

) . brosur layanan
pembuatan brosur layanan kepegawaian dari v .
: . —_ kepegawaian bahan . . L

2 |peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan ) 5 menit |Disposisi

yang dibutuhkan
memprosespembuatan brosur layanan Untuk
kepegawaian kepegawaian berdasarkan mbuatann
bahan tersebut pembuatannya.
Kasubbag Doklahta memerintahkan Pengelola]
data kepegawaian untuk mengumpulkan Keputusan konten
bahan pembuatan brosur layanan v brosur layanan

3 |vepegawaian dari peseria fapat (sesual kepegawaian bahan [6 menit |Disposisi

dengan hasil rapat) dan .
yang dibutuhkan
memprosespembuatan brosur layanan tuk buat
kepegawaian kepegawaian berdasarkan untuk pembuatannya
bahan tersebut
Pengelola data Kepegawaian mengumpulkan Draft b
bahan pembuatan brosur layanan ¥ Keputusan konten Iaringgver rosur
kepegawaian dari Seluruh eselon Il dan 1V di brosur layanan y ]

4 |lingkungan BIRO Prov. Kaltara; membuat dan kepegawaian bahan [3 minggu L(eptlagawalan, draf
mengajukan draft brosur layanan Y yang dibutuhkan kmsw venan draf
kepegawaian, draft cover, dan draft border untuk pembuatannya bep(;egawalan, ra
kepada Kasubbag Doklahta. oraer
Kasubbag Doklahta memeriksa draft isi, cover Draft cover brosur Draft cover brosur

. : layanan
dan border dari brosur layanan kepegawaian. W layanan Kepegawaian. draf

5 Jika disetujui maka akan di paraf lalu ..v*“"""‘\ kepegawaian, draf b havi brgsugr la ana{n

diberikan kepada Kabag Dokinfo. Jika masih e brosur layanan ye

) ) ; A - kepegawaian, draf
ada koreksi maka dikembalikan untuk kepegawaian, draf .

) o border selesai paraf
diperbaiki. border
Kasubbag
Kabag Dokinfo memeriksa draft isi, draft cover Draft cover brosur Draft cover brosur
layanan layanan

dan draft border brosur layanan . .

. . . o . kepegawaian, draf kepegawaian, draf
kepegawaian. Jika disetujui maka akan di .

6 L ) . brosur layanan 3 hari brosur layanan
paraf lalu diberikan kepada Kepala Biro. Jika - .

. . - . kepegawaian, draf kepegawaian, draf
masih ada koreksi maka dikembalikan untuk . .
. L border selesai paraf border selesai paraf
diperbaiki.
Kasubbag Kabag




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit | Pengelola I?ata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta Kepegawaian
Kepala Biro memeriksa draft isi, draft cover Draft cover brosur Draft cover brosur
layanan layanan
dan draft border brosur layanan . .
. ; ; 7 . kepegawaian, draf kepegawaian, draf
kepegawaian. Jika disetujui maka akan di )
7 . ; brosur layanan 3 hari brosur layanan
paraf lalu diberikan kepada Kabag Dokinfo - -
" S ; kepegawaian, draf kepegawaian, draf
untuk ditindaklanjuti. jika ada koreksi maka ] .
. . g L border selesai paraf border selesai paraf
dikembalikan untuk diperbaiki. .
Kabag Kepala Biro
l Draft cover brosur
layanan
Kabag dokinfo memberikan perintah kepada kepegawaian, draf . .
. Kasubbag doklahta untuk meneruskan proses brosur layanan 2 menit | Memo/nota dinas
g P kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro
Draft cover brosur
N layanan
Kasubbag doklahta memberikan perintah kepegawaian, draf
9 kepada pengelola data kepegawaian untuk brosur layanan 5 menit  |Disposisi
meneruskan proses kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro
Draft cover brosur
Pengelola data kepegawaian meminta L 4 layanan
percetakan untuk mencetak 1 (per semua kepegawaian, draf
10 |jenis layanan) brosur contoh yang sudah brosur layanan 5 menit |Memo/nota dinas
dicetak persis dengan brosur layanan kepegawaian, draf
kepegawaian asli border selesai paraf
Kepala Biro
Draft cover brosur
W layanan . Contoh Hasil
Percetakan membuat brosur layanan kepegawaian, draf
11 |kepegawaian contoh yang sudah persis brosur layanan 1 minggu [Cetakan Brosur
dengan brosur layanan kepegawaian asli kepegawaian, draf Layanan .
border selesai paraf epegawaian
Kepala Biro
Pengelola data kepegawaian menerima dan Contoh Hasil
memeriksa contoh borsur layanan Contoh Hasil Cetakan Brosur
12 kepegawaian. Jika setuju disampaikan Cetakan Brosur s iam layanan
kepada Kasubbag Doklahta untuk diberikan layanan ! kepegawaian dg
paraf setuju cetak. Jika belum setuju kepegawaian paraf pengelola data
dikembalikan untuk diperbaiki. é kepegawaian




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit | Pengelola I?ata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta Kepegawaian
Contoh Hasil Contoh Hasil
Kasubbag doklahta memeriksa contoh brosur. Cetakan Brosur
. A . . Cetakan Brosur
Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada layanan .
13 . ) ) . 6 jam layanan
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju kepegawaian dg kepeqawaian d
dikembalikan untuk diperbaiki. T, paraf pengelola data peg 9
Y K ' paraf Kasubag
epegawaian
Kabag Dokinfo memeriksa contoh brosur yang W Contoh Hasil Contoh Hasil
) . . Cetakan Brosur Cetakan Brosur
diparaf Kasubag. Jika setuju diparaf dan e .
14 | . . ) . layanan 6 jam layanan
disampaikan kepada Kepala Biro. Jika belum e ) )
L : ; o kepegawaian dg kepegawaian dg
setuju dikembalikan untuk diperbaiki.
paraf Kasubag paraf Kabag
Kepala Biro memeriksa contoh brosur yang Contoh Hasil Contoh Hasil
diparaf Kabag. Jika setuju diparaf dan "".;\- Cetakan Brosur Cetakan Brosur
15 |disampaikan kepada Kabag Dokinfo untuk </ layanan 1 hari layanan
dilanjutkan. Jika belum setuju dikembalikan kepegawaian dg kepegawaian dg
untuk diperbaiki. paraf Kabag paraf Kepala Biro
W Contoh Hasil
Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada Cetakan Brosur
16 |Kasubbag Doklahta untuk meneruskan layanan 5 menit  [Memo/nota dinas
proses. kepegawaian dg
paraf Kepala Biro
Contoh Hasil
Kasubag Doklahta memberikan perintah ¥ Cetakan Brosur
17 |kepada pengelola data kepegawaian untuk layanan 5 menit | Disposisi
meneruskan proses kepegawaian dg
paraf Kepala Biro
W Contoh Hasil
Pengelola data kepegawaian menghubungi Cetakan Brosur
18 |percetakan untuk meneruskan proses layanan 5 menit |Memo/nota dinas
percetakan. kepegawaian dg
paraf Kepala Biro
Percetakan mencetak kemudian _ ¥ go?tsh Hgs'l Hasil Cetak
menyerahkan brosur layanan kepegawaian | etakan brosur ) asii etakan
19 lselesai cetak kepada pengelola data ayanan 3 minggu [Brosur layanan
kepegawaian kepegawaian dg kepegawaian
peg ' paraf Kepala Biro
. ) Hasil Cetakan
Pengelola data kepegawaian memeriksa
. : . w Brosur layanan
brosur hasil cetakan. Apabila setuju - kepegawaian paraf
melaporkan bahwa brosur layanan Hasil Cetakan peg P
) . . . pengelola
20 |kepegawaian selesai dicetak di percetakan Brosur layanan 1 jam .
. kepegawaian; Draf
kepada Kasubbag Doklahta dan membuat kepegawaian
. ; pengantar brosur
pengantar brosur layanan kepegawaian. Jika lavanan
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki Y .
[ ] kepegawaian.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit | Pengelola pata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta Kepegawaian
Kasubbag doklahta memeriksa brosur hasil gra:s”u(r:g)?:ggn g?;h?g;:g;n
cetakan. Apabila setuju melaporkan bahwa kepegawaian paraf kepegawaian dan
brosur layanan kepegawaian selesai dicetak angelola Draf penaantar
21 |di percetakan kepada Kabag Dokinfo dan Eepggawaian' Draf 6 jam brost?r Ia?/anan
memparaf pengantar brosur layanan pengantar brc;sur kepegawaian
kepegawaian. Jika belum setuju dikembalikan layanan dengan paraf
untuk diperbaiki. kepegawaian. Kasubag
Kabag dokinfo memeriksa brosur hasil Hasil Cetakan Hasil Cetakan
cetakan. Apabila setuju melaporkan bahwa ¥ Brosur layanan Brosur layanan
brosur layanan kepegawaian selesai dicetak e kepegawaian dan kepegawaian dan
22 |di percetakan kepada Kepala Biro dan ‘“ﬁ. ’,.r Draf pengantar 6 jam Draf pengantar
memparaf pengantar brosur layanan oy brosur layanan brosur layanan
kepegawaian. Jika belum setuju dikembalikan kepegawaian dengan kepegawaian
untuk diperbaiki. paraf Kasubag dengan paraf Kabag
Hasil Cetakan
Kepala Biro memeriksa brosur hasil cetakan. W g?ossllufgazs;n Eéozu;ﬁ?;nazan
Apabila setuju menandatgngani pengantar <"“-..__ kepegawgian dan Drsf gengantar
23 zg;ugr:g:ﬁg nklfgsga\ﬁzzﬂ dan -"'f Draf pengantar 1 hari brosur layanan
P hag . brosur layanan kepegawaian
mendistribusikan. Jika belum setuju kepegawaian dengan dengan
dikembalikan untuk diperbaiki. paraf Kabag tandatangan Kepala
BIRO.
Hasil Cetakan
b4 Brosur layanan
Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag |I§>erg;3 gg\rllvgé%rga?an
24 |doklahta untuk mendistribusikan brosur brosur lavanan 15 menit |Disposisi
layanan kepegawaian kepegawaian kepegaw).':\ian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.
Hasil Cetakan
h 4 Brosur layanan
. kepegawaian dan
Kasubbag doklahta memerintahkan pengelola Draf pengantar
25 |data kepegawaian untuk mendistribusikan 15 menit |Disposisi

brosur layanan kepegawaian kepegawaian

brosur layanan
kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit | Pengelola pata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta Kepegawaian
Tanda terima; arsip
Hasil Cetakan Hasil Cetakan
Pengelola data kepegawaian Brosur Iaygnan Brosur Iaygnan
) T kepegawaian dan kepegawaian dan
mendokumentasikan dan mendistribusikan Draf " Draf "
26 |Brosur layanan kepegawaian kepada raf pengantar rat pengantar

Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh
BIRO KEPEGAWAIAN serta pihak yang

terkait.

brosur layanan
kepegawaian dengan

tandatangan Kepala
BIRO.

brosur layanan
kepegawaian

dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Penyusunan Buku Profit Kepegawaian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. SK Gubernur Kalimantan Timur No: 800/K.274/2012 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi dan
Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Penyusunan Buku Profil Kepegawaian

dan border dari buku profil kepegawaian. Jika
disetujui maka akan di paraf lalu diberikan
kepada Kabag Dokinfo. Jika masih ada
koreksi maka dikembalikan untuk diperbaiki.

Ve
/

profil kepegawaian,
draf buku profil
kepegawaian, draf
border

profil kepegawaian,
draf buku profil
kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kasubbag

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro Kepala Kasubdit | Pengelola pata Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
Dokinfo Doklahta | Kepegawaian
1 |Kepala Biro memerintahkan Kabag Dokinfo Keputusan hasil 5 menit |Memo/nota dinas
untuk membuat buku profil kepegawaian dari rapat konten buku
peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan profil kepegawaian
memproses pembuatan buku profil bahan yang
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut l :| dibutuhkan untuk
dibuat
2 |Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag Keputusan konten 5 menit [Disposisi
Doklahta untuk mengumpulkan bahan buku profil
pembuatan buku profil kepegawaian dari kepegawaian bahan
peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan yang dibutuhkan
memprosespembuatan buku profil v Untuk
kepegawaian kepegawaian berdasarkan pembuatannya.
bahan tersebut
Kasubbag Doklahta memerintahkan
3 |Pengelola Keputusan konten 5 menit |Disposisi
data kepegawaian untuk mengumpulkan buku profil
bahan pembuatan buku profil kepegawaian kepegawaian bahan
dari peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) B yang dibutuhkan
dan memprosespembuatan buku profil | untuk pembuatannya
kepegawaian kepegawaian berdasarkan
bahan tersebut
4 |Pengelola data Kepegawaian mengumpulkan Keputusan konten 2 minggu |Draft cover buku
bahan pembuatan buku profil kepegawaian buku profil profil kepegawaian,
dari : Kepala Biro Prov.Kaltara (kata kepegawaian bahan draf buku profil
pengantar); Seluruh eselon Il di lingkungan ' | yang dibutuhkan kepegawaian, draf
BIRO Prov. Kaltara; Biro Organisasi;
Pengelola A untuk pembuatannya border
Informasi kepegawaian mengenai jumlah
PNS dengan klasifikasi sesuai Rapat.
Kemudian membuat dan mengajukan draft
buku profil kepegawaian, draft cover, dan
draft border kepada Kasubbag Doklahta.
5 Kasubbag Doklahta memeriksa draft isi, cover Draft cover buku 3 hari Draft cover buku




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro gjlfiilf&; I;zitlj:ﬁ;; P;Zg;ﬂ;;:;a Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
6 Kabag Dokinfo memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku 3 hari Draft cover buku
dan draft border buku profil kepegawaian. profil kepegawaian, profil kepegawaian,
Jika disetujui maka akan di paraf lalu draf buku profil draf buku profil
diberikan kepada Kepala Biro. Jika masih kepegawaian, draf kepegawaian, draf
ada koreksi maka dikembalikan untuk border selesai paraf border selesai paraf
diperbaiki. Kasubbag Kabag
7 Kepala Biro memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku 3 hari Draft cover buku
dan draft border buku profil kepegawaian. profil kepegawaian, profil kepegawaian,
Jika disetujui maka akan di paraf lalu o draf buku profil draf buku profil
diberikan kepada Kabag Dokinfo untuk <\'"- kepegawaian, draf kepegawaian, draf
ditindaklanjuti. jika ada koreksi maka - border selesai paraf border selesai paraf
dikembalikan untuk diperbaiki. Kabag Kepala Biro
8 Kabag dokinfo memberikan perintah kepada Draft cover buku 2 menit [Memo/nota dinas
Kasubbag doklahta untuk meneruskan proses v profil kepegawaian,
draf buku profil
kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro
9 Kasubbag doklahta memberikan perintah Draft cover buku 5 menit |Disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk o profil kepegawaian,
meneruskan proses draf buku profil
kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro
10 |Pengelola data kepegawaian meminta Draft cover buku 5 menit |Memo/nota dinas
percetakan untuk mencetak 1 buku contoh W profil kepegawaian,
yang sudabh dicetak persis dengan buku profil draf buku profil
kepegawaian asli kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro
11 |Percetakan membuat buku profil Draft cover buku 1 minggu |Contoh Hasil
kepegawaian contoh yang sudah persis profil kepegawaian, Cetakan buku profil
dengan buku profil kepegawaian asli — ¥  [draf buku profil kepegawaian
kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kepala Biro




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Biro gc?lfizlf&cl) I;zitlj:ﬁ;; P;Zg;ﬂ;;:;a Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan
12 |Pengelola data kepegawaian menerima dan Contoh Hasil 6 jam Contoh Hasil
memeriksa contoh borsur layanan Cetakan buku profil Cetakan buku profil
kepegawaian. Jika setuju disampaikan kepegawaian kepegawaian dg
kepada Kasubbag Doklahta untuk diberikan paraf pengelola data
paraf setuju cetak. Jika belum setuju kepegawaian
dikembalikan untuk diperbaiki.
13 [Kasubbag doklahta memeriksa contoh buku. Contoh Hasil 6 jam Contoh Hasil
Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada W Cetakan buku profil Cetakan buku profil
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju _.-""ﬂ""-.. kepegawaian dg kepegawaian dg
dikembalikan untuk diperbaiki. Y paraf pengelola data paraf Kasubag
kepegawaian
14 |Kabag Dokinfo memeriksa contoh buku yang Contoh Hasil 6 jam Contoh Hasil
diparaf Kasubag. Jika setuju diparaf dan ‘}'\‘\ Cetakan buku profil Cetakan buku profil
disampaikan kepada Kepala Biro. Jika belum kepegawaian dg kepegawaian dg
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. V paraf Kasubag paraf Kabag
15 |Kepala Biro memeriksa contoh buku yang Contoh Hasil 1 hari Contoh Hasil
diparaf Kabag. Jika setuju diparaf dan b4 Cetakan buku profil Cetakan buku profil
disampaikan kepada Kabag Dokinfo untuk </"‘\- kepegawaian dg kepegawaian dg
dilanjutkan. Jika belum setuju dikembalikan paraf Kabag paraf Kepala Biro
untuk diperbaiki.
16 |Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada Contoh Hasll 5 menit |Memo/nota dinas
Kasubbag Doklahta untuk meneruskan  J Cetakan buku profil
proses. kepegawaian dg
paraf Kepala Biro
17 |Kasubag Doklahta memberikan perintah Contoh Hasil 5 menit |Disposisi
kepada pengelola data kepegawaian untuk L 4 Cetakan buku profil
meneruskan proses l kepegawaian dg
| paraf Kepala Biro
18 |Pengelola data kepegawaian menghubungi ¥ Contoh Hasil 5 menit |Memo/nota dinas
percetakan untuk meneruskan proses Cetakan buku profil
percetakan. kepegawaian dg
paraf Kepala Biro
19 |Percetakan mencetak kemudian Contoh Hasil 3 minggu [Hasil Cetakan buku
menyerahkan buku profil kepegawaian W Cetakan buku profil profil kepegawaian
selesai cetak kepada pengelola data kepegawaian dg
kepegawaian. é paraf Kepala Biro




Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Kepala Biro gjlfiilf&; I;zitlj:ﬁ;; P}fgr?:;:vav;:;a Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output Keterangan

20 |Pengelola data kepegawaian memeriksa Hasil Cetakan buku |6 jam Hasil Cetakan buku
buku hasil cetakan. Apabila setuju profil kepegawaian profil kepegawaian
melaporkan bahwa buku profil kepegawaian paraf pengelola
selesai dicetak di percetakan kepada "‘"-., kepegawaian; Draf
Kasubbag Doklahta dan membuat pengantar o pengantar buku
buku profil kepegawaian. Jika belum setuju profil kepegawaian.
dikembalikan untuk diperbaiki

21 |Kasubbag doklahta memeriksa buku hasil Hasil Cetakan buku |6 jam Hasil Cetakan buku
cetakan. Apabila setuju melaporkan bahwa W profil kepegawaian profil kepegawaian
buku profil kepegawaian selesai dicetak di e paraf pengelola dan Draf pengantar
percetakan kepada Kabag Dokinfo dan Y kepegawaian; Draf buku profil
memparaf pengantar buku profil pengantar buku kepegawaian
kepegawaian. Jika belum setuju dikembalikan profil kepegawaian. dengan paraf
untuk diperbaiki. Kasubag

22 |Kabag dokinfo memeriksa buku hasil cetakan. Hasil Cetakan buku |6 jam Hasil Cetakan buku
Apabila setuju melaporkan bahwa buku profil profil kepegawaian profil kepegawaian
kepegawaian selesai dicetak di percetakan dan Draf pengantar dan Draf pengantar
kepada Kepala Biro dan memparaf ,’K buku profil buku profil
pengantar buku profil kepegawaian. Jika Y kepegawaian dengan kepegawaian
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki. paraf Kasubag dengan paraf Kabag

23 |Kepala Biro memeriksa buku hasil cetakan. Hasil Cetakan buku |1 hari Hasil Cetakan buku
Apabila setuju menandatangani pengantar profil kepegawaian profil kepegawaian
buku profil kepegawaian dan memerintahkan W dan Draf pengantar dan Draf pengantar
Kabag untuk mendistribusikan. Jika belum <"‘\-.. buku profil buku profil
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. - kepegawaian dengan kepegawaian

paraf Kabag dengan
tandatangan Kepala
BIRO.
24 |Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag Hasil Cetakan buku |15 menit |Disposisi

doklahta untuk mendistribusikan buku profil
kepegawaian.

profil kepegawaian
dan Draf pengantar
buku profil
kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
25 |Kasubbag doklahta memerintahkan pengelola Hasil Cetakan buku |15 menit |Disposisi
data kepegawaian untuk mendistribusikan ; g profil kepegawaian
buku profil kepegawaian kepegawaian dan Draf pengantar
buku profil
' kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.
26 [Pengelola data kepegawaian Hasil Cetakan buku [1 hari Tanda terima; arsip

mendokumentasikan dan mendistribusikan
buku profil kepegawaian kepada Gubernur,
Wakil Gubernur dan seluruh BIRO
KEPEGAWAIAN serta

pihak yang terkait.

profil kepegawaian
dan Draf pengantar

buku profil
kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.

Hasil Cetakan buku
profil kepegawaian

dan Draf pengantar
buku profil
kepegawaian
dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak SE. MM
19640823 1986 011 002

BIRO KEPEGAWAIAN DAN DILAT

Nama SOP
Penyusunan Buku Saku Kepegawaian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. SK Gubernur Kalimantan Timur No: 800/K.274/2012 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dokumentasi dan
Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Pendidikan minimal D.II

2. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasikomputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP Penyusunan Buku Saku Kepegawaian

kepada Kabag Dokinfo. Jika masih ada
koreksi maka dikembalikan untuk diperbaiki.

kepegawaian, draf
border

kepegawaian, draf
border selesai paraf
Kasubbag

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit |Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta | Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
Kepala Biro memerintahkan Kabag Dokinfo Keputusan hasil
. . rapat konten buku
untuk membuat buku saku kepegawaian dari .
. - saku kepegawaian . .
1 |peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan bahan van 5 menit |Memo/nota dinas
memproses pembuatan buku saku . yang
: dibutuhkan untuk
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut .
dibuat
Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag Keputusan konten
Doklahta untuk mengumpulkan bahan buku saku
5 pembuatan buku saky kepegawalgn dari kepege}walan bahan 5menit |Disposisi
peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) dan W yang dibutuhkan
memprosespembuatan buku saku untuk
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut pembuatannya.
Kasubbag Doklahta memerintahkan
Pengelola K K
data kepegawaian untuk mengumpulkan bSkalljtsEJ:I?LT onten
bahan pembuatan buku saku kepegawaian — W . . . L
3 |dari peserta rapat (sesuai dengan hasil rapat) kepeggwalarr]\kbahan Smenit  |Disposisi
dan memprosespembuatan buku saku ya?gkdlbutté ::m
kepegawaian berdasarkan bahan tersebut untuk pembuatannya
Pengelola data Kepegawaian mengumpulkan
bahan pembuatan buku saku kepegawaian
dari : Kepala Biro Prov.Kaltara (kata v
. . Keputusan konten Draft cover buku
pengantar); Seluruh eselon Il di lingkungan buk K Ku ki -
BIRO Prov. Kaltara; Biro Organisasi; A UKU saku Saku kepegawaian,
4 Pengelola K ian bah 3mi draf buk K
Informasi kepegawaian mengenai jumlah epegde}gvalar:lk anan |3 minggu kra u u§a ud ¢
PNS dengan klasifikasi sesuai Rapat. ya?gk : un; r;m bep(;egawalan, ra
Kemudian membuat dan mengajukan draft untuk pembuatannya order
buku saku kepegawaian, draft cover, dan
draft border kepada Kasubbag Doklahta.
Kasubbag Doklahta memeriksa draft isi, cover Draft cover buku Draft cover bUkL.J
) ) ; W . saku kepegawaian,
dan border dari buku saku kepegawaian. Jika . saku kepegawaian, draf buku saku
5 |disetujui maka akan di paraf lalu diberikan draf buku saku 3 hari




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit | Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
Kabag Dokinfo memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku Draft cover buku
dan draft border buku saku kepegawaian. saku kepegawaian, saku kepegawaian,

6 Jika disetujui maka akan di paraf lalu draf buku saku 3 hari draf buku saku
diberikan kepada Kepala Biro. Jika masih kepegawaian, draf arl kepegawaian, draf
ada koreksi maka dikembalikan untuk border selesai paraf border selesai paraf
diperbaiki. Kasubbag Kabag
Kepala Biro memeriksa draft isi, draft cover Draft cover buku Draft cover buku
dan draft border buku saku kepegawaian. saku kepegawaian, saku kepegawaian,

7 Jika disetujui maka akan di paraf lalu draf buku saku 3 hari draf buku saku
diberikan kepada Kabag Dokinfo untuk ,.-r"" kepegawaian, draf arl kepegawaian, draf
ditindaklanjuti. jika ada koreksi maka border selesai paraf border selesai paraf
dikembalikan untuk diperbaiki. Kabag Kepala Biro

Draft cover buku
¥ saku kepegawaian,
Kabag dokinfo memberikan perintah kepada draf buku saku . .

8 Kasubbag doklahta untuk meneruskan proses Q kepegawaian, draf Smenit  |Memo/nota dinas

border selesai paraf
Kepala Biro
v Draft cover buku
Kasubbag doklahta memberikan perintah Zakfubkipegal\(m alan,
9  |kepada pengelola data kepegawaian untuk rar buku saku 5 menit |Disposisi
meneruskan proses kepegawaian, draf
p border selesai paraf
Kepala Biro
Draft cover buku
Pengelola data kepegawaian meminta v saku kepegawaian,
10 percetakan untuk mencetak 1 buku contoh I draf buku saku 5 it Im Inota. di
yang sudabh dicetak persis dengan buku saku l kepegawaian, draf men emo/nota dinas
kepegawaian asli border selesai paraf
Kepala Biro
Draft cover buku
saku kepegawaian,

Percetakan membuat buku saku —y peg Contoh Hasil

. . draf buku saku .
11 |kepegawaian contoh yang sudah persis - 1 minggu |Cetakan buku saku
. . kepegawaian, draf .

dengan buku saku kepegawaian asli . kepegawaian
border selesai paraf
Kepala Biro




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit | Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
Pengelola data kepegawaian menerima dan .
memeriksa contoh borsur layanan . Contoh Hasil
. . N . Contoh Hasil Cetakan buku saku
kepegawaian. Jika setuju disampaikan . .

12 L Cetakan buku saku |6 jam kepegawaian dg
kepada Kasubbag Doklahta untuk diberikan kepeqawaian araf penaelola data
paraf setuju cetak. Jika belum setuju "\.\“ peg Ee o [;wegan
dikembalikan untuk diperbaiki. peg
Kasubbag doklahta memeriksa contoh buku. L 4 gZ?;EZnHtf;u saku Contoh Hasil

13 Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada j"" ""-.._ kepegawaian d 6 iam Cetakan buku saku
Kabag Dokinfo. Jika belum setuju e arr)afg en eIoIag data ! kepegawaian dg
dikembalikan untuk diperbaiki. A Eepeg‘;wgan paraf Kasubag
Kabag Dokinfo memeriksa contoh buku yang Contoh Hasil Contoh Hasil

14 diparaf Kasubag. Jika setuju diparaf dan A Cetakan buku saku 6 iam Cetakan buku saku
disampaikan kepada Kepala Biro. Jika belum V kepegawaian dg ! kepegawaian dg
setuju dikembalikan untuk diperbaiki. paraf Kasubag paraf Kabag
K_epala Biro memerlksa _cont‘oh buku yang W Contoh Hasil Contoh Hasil
diparaf Kabag. Jika setuju diparaf dan e Cetakan buku saku Cetakan buku saku

15 |disampaikan kepada Kabag Dokinfo untuk </ kepegawaian d 1 hari kepegawaian d
dilanjutkan. Jika belum setuju dikembalikan aFrJangaba 9 arrJange ala Bigrjo
untuk diperbaiki. P 9 P P

W Contoh Hasil
Kabag Dokinfo memberikan perintah kepada Cetakan buku saku

16 |Kasubbag Doklahta untuk meneruskan kepegawaian dg 5 menit |[Memo/nota dinas
proses. paraf Kepala Biro
Kasubag Doklahta memberikan perintah — ngEZnH;jlﬂu saku

17 |kepada pengelola data kepegawaian untuk . 5 menit |Disposisi

kepegawaian dg
meneruskan proses paraf Kepala Biro
. . — Contoh Hasil
Pengelola data kepegawaian menghubungi Cetakan buk K
18 |percetakan untuk meneruskan proses etakan _u usaku g menit  |Memo/nota dinas
ercetakan kepegawaian dg
P ' paraf Kepala Biro
Percetakan mencetak kemudian 4 Contoh Hasil

19 |menyerahkan buku saku kepegawaian Cetakan buku saku |3 minggu |Hasil Cetakan buku
selesai cetak kepada pengelola data kepegawaian dg saku kepegawaian
kepegawaian. paraf Kepala Biro




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit | Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
Pengelola_l data kepegawa_uan me_merlksa Hasil Cetakan buku
buku hasil cetakan. Apabila setuju .
. saku kepegawaian
melaporkan bahwa buku saku kepegawaian .
- ) Hasil Cetakan buku . paraf pengelola
20 |selesai dicetak di percetakan kepada ) 1jam L
saku kepegawaian kepegawaian; Draf
Kasubbag Doklahta dan membuat pengantar
; . . pengantar buku
buku saku kepegawaian. Jika belum setuju saku kepegawaian
dikembalikan untuk diperbaiki peg :
Kasubbag doklahta memeriksa buku hasil . Hasil Cetakan buku
. ) v Hasil Cetakan buku ;
cetakan. Apabila setuju melaporkan bahwa o . . saku kepegawaian
h S . saku kepegawaian
buku saku kepegawaian selesai dicetak di H#..r araf pengelola dan Draf pengantar
21 |percetakan kepada Kabag Dokinfo dan A P peng ) 6 jam buku saku
kepegawaian; Draf )
memparaf pengantar buku saku kepegawaian
. ) o . pengantar buku saku
kepegawaian. Jika belum setuju dikembalikan kepegawaian dengan paraf
untuk diperbaiki. peg ' Kasubag
Kabag dokinfo memeriksa buku hasil cetakan. Hasil Cetakan buku Hasil Cetakan buku
Apabila setuju melaporkan bahwa buku saku Y saku kepegawaian saku kepegawaian
2 kepegawaian selesai dicetak di percetakan o dan Draf pengantar 6i dan Draf pengantar
kepada Kepala Biro dan memparaf Y buku saku Jam buku saku
pengantar buku saku kepegawaian. Jika kepegawaian dengan kepegawaian
belum setuju dikembalikan untuk diperbaiki. paraf Kasubag dengan paraf Kabag
Hasil Cetakan buku
Kepala Biro memeriksa buku hasil cetakan. Hasil Cetakan b_uku saku kepegawaian
B ) - saku kepegawaian dan Draf pengantar
Apabila setuju menandatangani pengantar
. : .,.f dan Draf pengantar . buku saku
23 |buku saku kepegawaian dan memerintahkan 1 hari ;
S . buku saku kepegawaian
Kabag untuk mendistribusikan. Jika belum )
SO : . L kepegawaian dengan dengan
setuju dikembalikan untuk diperbaiki.
paraf Kabag tandatangan Kepala
BIRO.
Hasil Cetakan buku
W saku kepegawaian
Kabag Dokinfo memerintahkan Kasubbag dan Draf pengantar
24 |doklahta untuk mendistribusikan buku saku buku saku 15 menit |Disposisi

kepegawaian.

kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Kasubdit | Pengelola Data Keterangan
Kepala Biro Dokinfo Doklahta Kepegawaian Percetakan | Kelengkapan Data | Waktu Output
Hasil Cetakan buku
saku kepegawaian
Kasubbag doklahta memerintahkan pengelola dan Draf pengantar
25 |data kepegawaian untuk mendistribusikan buku saku 15 menit |Disposisi

buku saku kepegawaian

kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.

26

Pengelola data kepegawaian
mendokumentasikan dan mendistribusikan
buku saku kepegawaian kepada Gubernur,
Wakil Gubernur dan seluruh BIRO
KEPEGAWAIAN serta

pihak yang terkait.

Hasil Cetakan buku
saku kepegawaian
dan Draf pengantar
buku saku

kepegawaian dengan
tandatangan Kepala
BIRO.

1 hari

Tanda terima; arsip
Hasil Cetakan buku
saku kepegawaian
dan Draf pengantar
buku saku

kepegawaian
dengan
tandatangan Kepala
BIRO.




STANDART OPERASIONALPROSEDUR

KEDAIL A SUB BACGIAN
INFORMASI KEDECAWAIAN
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kebpal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZt vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & g
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 | usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

e Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
< KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

Nama SOP
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pelaporan Pemeriksaan Jaringan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 1. Pendidikan minimal D.IlI
Informasi Publik 2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan| Petugas| SKPD | Pengad SekdaBupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitjedaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS . > terdistribus
.- _ 2 i

Fungsional yang kemudian -
ditandatangani oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ
didistribusikan kepada seluruh SKPD

|
B

terkait

2 |Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menitjusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tidak] kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub
Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas

syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata




ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas
[

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lIl ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang




selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 |Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol llI/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 |Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




(]

17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 |Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala ;~- tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 |Petikan SK
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 7 |Petikan SK
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menit Bupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP
Pelaporan Updating Data Melalui Rekonsilasi Data SIMPEG

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang

Informasi Publik

No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

1. Pendidikan minimal D.IlI

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer

4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan| Petugas| SKPD |Pengad SekdaBupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS . > terdistribus
.- _ 2 i

Fungsional yang kemudian -
ditandatangani oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ
didistribusikan kepada seluruh SKPD

|
B

terkait

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menitjusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tidak] kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas

syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata




ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas
[

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lIl ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang




selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 |Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol llI/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 |Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




(]

17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 |Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala ;~- tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 |Petikan SK
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 7 |Petikan SK
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menit Bupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali




%

ARTAN U
B
\ %
| =
|

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

i
iy

([,

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

Updating Informasi Website Biro Provinsi Kaltara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1.

2.
3.
4

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

1.
2.
3.
4.

5

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan|Petugas| SKPD |Pengad Sekda|Bupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum

1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitledaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS | - terdistribus
Fungsional yang kemudian -_>- ! - F( i
ditandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ >-
didistribusikan kepada seluruh SKPD
terkait

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menit jusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. | Tidak | kenaikan kenaikan
Yang kemudian mendisposisikan pangkat pangkat
kepada Kepala Bidang Mutasi terdistribus
Fungsional [

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional Lembar 5 |Lembar
mendisposisikan kepada Kepala Sub disposisi | menit disposisi
Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat




5 Remroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas
syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata
ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas

i

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menit kenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 |Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lll ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan/ menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 |Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan




yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang
selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 [Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol lli/d keputusan |menit keputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 [Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 [Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




N

17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan ;~- Petikan SK'| 5 |Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawali pegawali
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 [Petikan SK|
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawali pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 7 [Petikan SK|
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menitBupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

NARTAN G
AT Uy,

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
< KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

‘{/’( ’:":é;;ff: y

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Muhamad Ishak, SE. MM

19640823 1986 011 002
Nama SOP Updating Rutin Data Sistem Informasi Manaj
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH peating Rutin a,fepfggwair;:rmas' anajemen
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan minimal D.IlI

2. Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara
3. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara 1. Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
2. Peralatan komputer

3. Jaringan Internet

4. ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan Pencatatan dan pendataan




SOP : Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
Bidang Kepala | Bidang BKD Ket
No Kegiatan Mutasil Kepala | Bidang |Mutasi dan| Petugas| SKPD | Pengad SekdaBupati | Propinsi| BKN KelengkapaWaktu| Output
BKD | Mutasi | Pensiun terkait |ministras n
ian
Umum
1 |Bidang Mutasi Fungsional menyusun Surat 30 Surat
surat edaran perihal Batas waktu Edaran menitedaran
penerimaan usul kenaikan pangkat PNS . > terdistribus
.- _ 2 i

Fungsional yang kemudian -
ditandatangani oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah untuk kemudian ﬁ
didistribusikan kepada seluruh SKPD

|
B

terkait

2 Kepala BKD menerima usulan kenaikan Surat 15 Surat
pangkat dari SKPD kemudian usulan menitjusulan
mendisposisikan kepada Sekretaris. 3 [Tidak] kenaikan kenaikan

pangkat pangkat
terdistribus
i

Yang kemudian mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Mutasi
Fungsional

3 [Kepala Bidang Mutasi Fungsional
mendisposisikan kepada Kepala Sub

Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Fungsional

Lembar 5 |Lembar
disposisi | menit|disposisi

4 |Kepala Sub Bidang Jabatan dan Berkas 5 |Berkas
Kepangkatan Fungsional menyerahkan usulan menit usulan
berkas usulan kepada pemroses kenaikan kenaikan
kenaikan pangkat PNS Fungsional pangkat pangkat

5 Bemroses memeriksa kelengkapan dan Berkas 10 Berkas

syarat kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan/menit persyarata




ketentuan yang berlaku ( menggunakan n
Form Checklist ) terverifikas
[

6 Berkas kenaikan pangkat yang tidak Berkas 10 Berkas
lengkap / tidak memenuhi persyaratan kenaikan | menitkenaikan
dikembalikan ke SKPD terkait pangkat pangkat

7 Data dari berkas kenaikan pangkat yang Berkas 10 |Berkas
lengkap dan memenuhi syarat kemudian kenaikan | menit kenaikan
di entry dalam program SAPK pangkat pangkat

8 Petugas melakukan verifikasi Nota Nota 7 Nota
Persetujuan Teknis tentang Kenaikan Persetujuan menit Persetujua
Pangkat PNS Fungsional n

9 Nota Persetujuan Teknis tentang Nota 5 |Nota
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Persetujuan menit Persetujua
untuk jabatan fungsional Golongan I n
dan lIl ditandatangani oleh Kepala
Badan Kepegawaian

10 Bidang Mutasi PNS Fungsional Nota 2 |Nota
memberi stempel pada nota persetujuan Persetujuan menit Persetujua
teknis Kenaikan Pangkat yang sudah n
ditandatangani

11 Nota Persetujuan Teknis tentang e Nota 15 Berkas
Kenaikan Pangkat PNS fungsional Gol Il Persetuju| menit kelengkap
dan lll/d kebawah dikirim kepada BKN an an terkirim
untuk diproses verifikasi lebih lanjut e Surat ke BKN
dengan dilampiri surat pengantar yang penganta
ditandatangani oleh Kepala BKD r

12 Nota Persetujuan Teknis tentang Surat 7 Surat
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional keputusan | menitkeputusan
yang sudah diverifikasi baik oleh BKN Bupati Bupati
sesuai dengan kewenangannya, tentang tentang




selanjutnya dibuatkan konsep kenaikan kenaikan
keputusan kepada Bupati untuk pangkat pangkat
golongan lll/d kebawah pegawai pegawai
13 |Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 10 |Surat
Pangkat PNS Fungsional Gol llI/d keputusan |menitkeputusan
kebawah diverifikasi oleh Kepala Sub Bupati Bupati
Bidang Kepangkatan Fungsional, dan tentang tentang
diparaf Kepala Bidang Mutasi PNS kenaikan kenaikan
Fungsional dan Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
14 |Kepala Badan Kepegawaian Daerah Surat 5 |Surat
melakukan proses verifikasi dan paraf keputusan |menit keputusan
pada konsep SK Bupati tentang Bupati Bupati
Kenaikan Pangkat PNS Fungsional tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
15 [Konsep SK Bupati tentang Kenaikan Surat 5 [Surat
Pangkat Pegawai kemudian dikirim ke keputusan |menitkeputusan
Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Bupati Bupati
tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawai
tertandata
ngani
Sekda
16 |SK Bupati tentang Kenaikan Pangkat Surat 5 |Petikan SK
Pegawai yang sudah ditandatangani keputusan |menit Bupati
Bupati kemudian dibuatkan Petikan SK Bupati tentang
Bupati oleh Bidang Mutasi tentang kenaikan
kenaikan pangkat
pangkat pegawai

pegawai




(]

17 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK| 5 |Petikan SK
Pangkat diverifikasi dan diparaf Kepala Bupati menit Bupati
Sub Bidang Mutasi Fungsional, Kepala ;~- tentang tentang
Bidang Mutasi Fungsional dan kenaikan kenaikan
Sekretaris pangkat pangkat
pegawai pegawai
18 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Petikan SK| 5 |Petikan SK
menandatangani Petikan SK Bupati Bupati menit Bupati
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai tentang tentang
Fungsional untuk Gol. Il dan Ill/d kenaikan kenaikan
kebawah pangkat pangkat
pegawai pegawai
Tertandata
ngani
Kepala
BKD
19 |Petikan SK Bupati tentang Kenaikan Petikan SK'| 7 |Petikan SK
Pangkat Pegawai kemudian Bupati menit Bupati
disampaikan ke masing-masing SKPD tentang tentang
kenaikan kenaikan
pangkat pangkat
pegawai pegawali
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kebpal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZt vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & g
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 | usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP
DIKLAT PRAJABATAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. URAIAN KEGIATAN .
Pengolah Data Kasubag Kabag TU Kabiro SKPD PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 | Menyusun data CPNS yang belum mengikuti diklat 1.CPNS vyang dibuktikan 1 Hari Data CPNS
prajabatan. dengan SK CPNS
2 | Membuat konsep dan memaraf surat verifikasi P. Berbadan sehat yang 1 Hari konsep surat
data CPNS dibuktikan dengan surat
keterangan dokter pemerintah
3 |Memaraf surat verifikasi data CPNS. B.Umur sesuai dengan 1 Hari surat
ketentuan/ peraturan
perundang-undangan
kepegawaian yang berlaku
4 | Menandatangani surat verifikasi CPNS 4. Penugasan dari instansinya |1 Hari
yang dibuktikan dengan surat
tugas
5 [Mendistribusikan surat ke SKPD 5.Persyaratan lain yang 1 Hari
ditetapkan oleh instansinya.
6 |Surat jawaban verifikasi 3 hari
7 |Disposisi Surat jawaban verifikasi 3 3 | 1 Hari
8 |Memverifikasi data CPNS yang memenuhi 1 Hari data calon
persyaratan mengikuti diklat prajabatan peserta
1 Hari
9 |Membuat konsep dan memaraf surat usulan 1 Hari surat
kerjasama ke Lembaga yang terakreditasi untuk >
memfasilitasi pelaksanaan Diklat atau
menyelenggarakan Diklat.
10 |Menandatangani surat usulan kerjasama ke 1 Hari
Lembaga yang terakreditasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Diklat atau menyelenggarakan
Diklat.
11 |Mengirim Surat usulan kerjasama ke Lembaga

yang terakreditasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
Diklat atau menyelenggarakan Diklat.




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

KEDAIL A SUB BACGIAN
DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
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WBENUANTA

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Petaksama

No Uraian Prosedur kasubbag T Kcpala Sekda/ Ket
Waktu Output
pengolah data Kasubbag Kabag TU BKD Gubernur p
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
1[Menerima, Mencatat, mengagendakandan Surat Penawaran |1 Jam Surat masuk
mendistribusikan surat masuk/ surat ( Mulai ) Diklat
penarawan diklat kepada Kepala BKD
2[Menelaah dan memberikan arahanatau Surat Penawaran |1 Jam Lembar disposisi
disposisi kepada Sekretaris BKD Diklat
3[Menelaah dan memberikan arahanatau Surat Penawaran |1 Jam Lembar disposisi
disposisi kepada Kabag Diklat I Diklat
3
4{Menelaah dan memberikan arahan atau Surat Penawaran |1 Jam Lembar disposisi
disposisi kepada Kasubiadg Diklat
5[Menelaah dan memberikan arahanatau Surat Penawaran |1 Jam Lembar disposisi
disposisi kepada pengolah data Diklat
—— T
6[Menyusun draft surat edaran permintaan Kertas KOP, 1 Jam Draft surat
peserta diklat ke SKPD Printer,
7[Memeriksa dan memberikan paraf persetujuan Surat Penawaran |1 Jam Draft surat
Surat Edaran permintaan peserta diklat Diklat,
}I Draft Surat Edaran,
™™ ™ e J/ Pu|pen
1
N
8|Penandatanganan surat edaran permintaan Draft Surat, 1 Hari Surat Edaran Permintaan
peserta diklat 1 Pulpen Peserta Diklat yang sudah
jv/ ditandatangani
—
9[Memberikan nomor surat, mencatat, Buku ekspedisi, 1 Hari Tanda terima surat
mengagendakan surat keluar, menggandakan Amplop surat
dan mendistribusikan surat permintaan peserta .
diklat kepada seluruh Kepala SKPD ( Selesai >
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PEMERINTAH PROVINSI KALTARA

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Disahkan oleh

Muhamad Ishak, SE..MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program

3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. ATK, Komputer, Printer dan Stempel

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD.
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.

Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS




URAIAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kebpal
e::g?aiUb Kepala bagian Staf Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Surat Edaran 15 Agenda
1 Menerima disposisi Kepala untuk ( 1 ) Sekda menit penyusunan
penyusunan RKA RKA
Agenda 120 Form RKA
Melaksanakan koordinasi dengan 2 pfnyusunan menit Program/
2 | bagian-bagian dan meminta data usulan RKA Kegiatan
kegiatan yang terinci &
= ; - F RKA 2.1 Draf I
Membuat draft usulan RKA dari sub 3 Tidak P?(r)mram/Ke iat me?ﬁc RIZt vsuian
3 bagian mutasi dan kasi . an & g
didasarkan pada KUA/PPAS - KUA/PPAS
Draft usulan RKA 840 Draft usulan
Memverifikasi dan mendatangani draft menit RKA dari
4 | usulan RKA sub bagian dan kasi Mutasi Ya yang telah
(Kabid dan Sekretaris) ditandatanga
ni
Draft usulan RKA 180 Draft usulan
dari yang telah menit RKA
Menerima dan mengoreksi draft usulan ditandatangani yang telah
5 RKA dari masing-masing bagian 5 dikoreksi
berdasarkan KUA/PPAS dan Standar N\ sesuai
Harga Barang/Jasa dengan
KUA/PPAS
dan SHB)J
Draft usulan RKA 2.100 Rancangan Jika tidak ada
yang telah menit awal kendala
dikoreksi sesuai RKA teknik
Mengentry draft usulan RKA ke dalam 6 dengan
6 | SIMDA penganggaran dan kemudian KUA/PPAS dan
SHBJ

mencetaknya




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Kegiatan Kepala Sub Kepala bagian Operator
Bagian di Biro SIMDA Kepala Kelengkapan Waktu Output
Rancangan awal 60 menit Rancangan
7 Menerima dan mencermati kembali 7 RKA RKA
hasil cetakan rancangan RKA Tidak
Ya
Mencermati, mengoreksi dan memaraf 8 Rancangan RKA 240 . RanFangan
8 menit akhir
Rancangan RKA RKA
9 Mencermati dan menandatangani 9 Rancangan akhir 60 menit RKA
rancangan akhir RKA RKA DISPENDA
- RKA DISPENDA 420 RKA Bappeda
- Stempel menit telah
Menerima RKA yang sudah digandakan
10 ditandatangani untuk dicap, dan
digandakan dan dikirimkan ke 10 dikirimkan ke
Bagian Anggaran DPKD Bagian
Anggaran

DPKD
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WBENUANTA

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.,MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN

DIKLATPIM TINGKAT I

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

5. Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN DIKLATPIM TINGKAT II

PELAKSANA MUTU BAKU
NO. URAIAN KEGIATAN TU : Sekretaris
JFU Kasubag Kabag Kabiro Gubernur PERSYARATAN WAKTU|  OUTPUT
Daerah
1 Nlenginventarisir Data Pejabat Eselon Il yang 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang 1 Hari [Data pejabat
belum mengikuti Diklatpim TK. Il atau Pejabat dibutuhkan dengan dokumen yang sesuai; eselon Il yang
Eselon 1l yang telah lulus seleksi Diklatpim belum
TK. Il diklatpim
2 |Membuat konsep dan memaraf Surat usulan 2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan 1 Haif
ke Badiklatprov untuk mengikuti Diklatpim Tk. > bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan
I dengan dokumen yang sesuai;
3 |Memaraf Surat usulan ke Badiklatprov untuk 3. Pangkat/golongan minimal Pembina 1V/a; 1 Hari [surat usulan
mengikuti Diklatpim Tk. Il S - calon peserta
4 |Menandatangani Surat usulan ke 4. Mampu berkomunikasi dengan B. Inggris dibuktikan
Badiklatprov untuk mengikuti Diklatpim Tk. Il > dengan ETS TOEIC dengan skor minimal 475 atau IBT
TOEFL dengan skor minimal 45 atau IELTS dengan skor
minimal 5, atau LAN ECSCS Test dengan skor minimal
90.
5 [Menginm Surat usulan ke Badiklatprov untuk 5. Bagi siswa yang belum menduduki jabatan struktural 1 Hari

mengikuti Diklatpim Tk. Il

4 A}

eselon I, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi
untuk menduduki jabatan struktural eselon Il tertentu dan
diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan
pada unit eselon Il tersebut.

6. Pencalonan dan penetapan siswa Diklatpim Tk Il
sebagai berikut:

a.Calon Peserta telah diseleksi oleh TSPD-LAN, dan 1 Hafi

dicalonkan oleh PPK

b. PPK menyampaikan calon siswa Diklatpim Tk. Il
kepada Kepala LAN

c. Kepala LAN menetapkan siswa Diklatpim Tk. Il dalam
Surat Keputusan.

7. Penugasan siswa Diklatpim Tk. Il dilaksanakan oleh
pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing
dengan mempertimbangkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Siswa dari Kabupaten/Kota
ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kotd
setelah dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Barat.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Mubhamad Ishak, SE. MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN DIKLATPIM TK.
11

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pendidikan minimal D.IlI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN DIKLATPIM TK. 1l

] MUTU BAKU
NO. URAIAN KEGIATAN Pengolah Kasubag Kabag TU Kabiro
data PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
1 |Menginventarisir Data Pejabat Eselon Il yang belum 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan yang 1 Hari Data
mengikuti Diklatpim TK. 11l atau Pejabat Eselon IV yang dibutuhkan dengan dokumen yang sesuai;
telah lulus seleksi Diklatpim Tk. Il
2 |Membuat Konsep dan memaraf Surat Verifikasi Diklatpim 2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan 1 Hari Konsep Surat
Tk. 1I. bidang jabatan struktural yang akan diduduki,
dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
3 | Memaraf Surat Verifikasi Diklatpim Tk. Il 3. Untuk seleksi Diklatpim  Tingkat Il
R Pangkat/golongan minimal Penata Tk. I/ Ill/d; dan
>[ - untuk seleksi Diklatpim Tingkat IV Pangkat/ golongan
minimal Penata Muda Tk. I/ lll/b;
4 |Menandatangani Surat Verifikasi Diklatpim Tk. 11l 4. Untuk seleksi Diklatpim Tingkat [l Mampu Surat
N berkomunikasi dengan B. Inggris dibuktikan dengan
rg ETS TOEIC dengan skor minimal 425 atau IBT
TOEFL dengan skor minimal 35 atau IELTS dengan
skor minimal 4,5 atau LAN ECSCS Test dengan skor
minimal 75.
5 |Mendistribusikan Surat Verifikasi Diklatpim Tk. Il Untuk seleksi Diklatpim Tingkat [IV: Mampu |1 Hari
berkomunikasi dengan B. Inggris dibuktikan dengan
& ETS TOEIC dengan skor minimal 400 atau IBT
TOEFL dengan skor minimal 30 atau IELTS dengan
skor minimal 4 atau LAN ECSCS Test dengan skor
minimal 65.
6 |Memverifikasi Data Pejabat Eselon IlI dan Merekap 5. Bagi siswa yang belum menduduki jabatan 1 Hari Data
Pejabat Eselon Ill yang Memenuhi Persyaratan untuk struktural eselon I, direkomendasikan oleh
mengikuti Diklat = Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan
struktural eselon Il tertentu dan diberikan
kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit
eselon lll tersebut.
7 |Membuat konsep dan memaraf Surat usulan ke Lembaga Bagi siswa yang belum menduduki jabatan struktural |1 Hari Konsep surat
yang menyelenggarakan Diklatpim Tk. Il l eselon 1V, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi
untuk menduduki jabatan struktural eselon IV tertentu
dan diberikan kewenangan untuk melakukan
perubahan pada unit eselon IV tersebut.
8 |Memaraf Surat usulan ke Lembaga yang 1 Hari Surat
menyelenggarakan Diklatpim Tk. 111 >{—] 9[—]
9 |Menandatangani Surat usulan ke Lembaga yang 1 Hari
menyelenggarakan Diklatpim Tk. Il }_m
10 [Mengirim  Surat usulan ke Lembaga yang

menyelenggarakan Diklatpim Tk. IlI

A




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIRO KEPEGAWAIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhamad Ishak, SE.MM
19640823 1986 011 002

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN DIKLATPIM TK.
v

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pendidikan minimal D.llI

Memahami struktur organisasi Pemprov. Kaltara

Memahami konsep dasar sistem operasi komputer
Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemprov. Kaltara

Keterkaitan

Peralatan / perlengkapan

- SKPD Se Provinsi Kaltara

5

Peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
Peralatan komputer

Jaringan Internet

ATK, Stempel;

Kendaraan dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
USULAN DIKLATPIM TINGKAT IV

Pelaksana MUTU BAKU

NO. URAIAN KEGIATAN -

Pengolah Kasubag Kabag TU Kabiro SKPD PERSYARATAN WAKTU QUTPUT

1 |Menyusun data pejabat eselon IV yang belum mengikuti Diklatpim 1. Memiliki potensi untuk dikembangkan| 1 hari data
Tingkat IV yang dibutuhkan dengan dokumen yang

sesuai;

2 |Membuat Konsep dan memaraf Surat Verifikasi Diklatpim Tingkat IV 2. Telah memiliki kompetensi teknis sesuai 1 hari konsep

~ dengan bidang jabatan struktural yang surat

T SRV T T ETTT R z akan  diduduki, dibuktikan  dengan

emaraf Surat Verifikasi calon peserta Diklatpim Tk. .
N ] _9[ J| dokumen yang sesuai;
4 |Menandatangani surat Verifikasi calon peserta Diklatpim Tk. IV 3. Pangkat/golongan minimal Penatal] 1 Hari surat
> Muda Tk. I/ lll/b;

5 |Mendistribusikan surat Verifikasi calon peserta Diklatpim Tk. IV ke 4. Mampu berkomunikasi dengan B| 1 Hari

SKPD Inggris dibuktikan dengan ETS TOEIC
< dengan skor minimal 400 atau IBT TOEFU
dengan skor minimal 30 atau IELTS
dengan skor minimal 4 atau LAN ECSCS
Test dengan skor minimal 65.
6 |Surat hasil verifikasi dari SKPD 5. Bagi siswa yang belum menduduki 1 Hari
jabatan struktural eselon \Y
= direkomendasikan oleh Baperjakat instans
untuk menduduki jabatan struktural eselon
7 |Disposisi surat IV tertentu dan diberikan kewenangan
e P untuk melakukan perubahan pada unif
]( < eselon IV tersebut.
\e—

8 |Memverifikasi Data Pejabat Eselon IV dan Merekap Pejabat Eselon IV 6. Pencalonan dan penetapan siswa daftar
yang Memenuhi Persyaratan untuk mengikuti Diklat ﬁ( Diklatpim Tk IV: peserta

9 [Membuat konsep dan memaraf Surat usulan kerjasama ke Lembaga a.Calon Peserta telah diseleksi oleh TSPD,| 1 Hari konsep
yang terakreditasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Diklatpim Tk. IV > dan dicalonkan oleh PPK. surat
atau menyelenggarakan Diklatpim Tk. IV.

10 [Memaraf Surat usulan kerjasama ke Lembaga yang terakreditasi untuk b. PPK menyampaikan calon siswa| 1 Hari
memfasilitasi pelaksanaan Diklatpim Tk. IV atau menyelenggarakan - Diklatpim Tk. IV kepada Lembaga
Diklatpim Tk. IV. - —P Lembaga Diklat terakreditasi.

c. Lembaga terakreditasi menetapkan
siswa Diklatpim Tk. IV dalam Suraf
Keputusan.

11 [Menandatangani Surat usulan kerjasama ke Lembaga yang 7. Penugasan siswa Diklatpim Tk. 1M 1 Hari Surat
terakreditasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Diklatpim Tk. IV atau dilaksanakan  oleh  pejabat yangd
menyelenggarakan Diklatpim Tk. V. I berwenang di instansinya masing-masing

> dengan  mempertimbangkan  peraturan
l J perundang-undangan yang berlaku.
12 [Mengirim Surat usulan kerjasama ke Lembaga yang terakreditasi 1 Hari

untuk  memfasilitasi  pelaksanaan atau

menyelenggarakan Diklatpim Tk. V.

Diklatpim  Tk. IV

N




